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Disertasi vang berjudul “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia™ yang
“ditulis oleh Sdr. AZZUHRI AL BAJURI NIM 31695104845 Program Studi
Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim
:Penguji Ujian Disertasi (Tertutup) pada tanggal 3 Juli 2020 dan dapat disetujui
untuk diajukan'dalam sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas
Tslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
terhadap isi disertasi saudara :

Nama : Azzuhri Al Bajuri

NIM : 31695104845
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Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
sidang ujian terbuka disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanb# Juli 2020
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SURAT PERNYATAAN
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azzuhri Al Bajuri

NIM : 31695104845

Tempat/tgl Lahir : Pekanbaru, 18 Mei 1984

Program Studi  : Hukum Keluarga (4hwal Al Syakhshiyyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan
judul : “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia™ sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif
Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu
yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah
dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.
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Adapun dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini
bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,
saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan
sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang
telah meberikan rahmat dan hidayah-Nya, dan berkat Rahmat dan Hidayah-Nya
pula kuliah S3 dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik walau
beberapa ujian yang dirasakan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia ke arah jalan kebenaran
yakni hidayah Islam. Serta motivas baginda Rasulullah bagi penuntut [Imu
merupakan dorongan yang sangat kuat hingga dapat melaksanakan pendidikan ke
jenjang doktoral ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Muhammad Roem (am)
dan Ibunda tercinta Asnida yang telah membesarkan, memotivasi, mengajarkan
kehidupan hingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang doktoral
Ik

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada Bapak Menteri Agama RI, Dirjen Pendidikan Islam, dan
Direktur Perguruan Tinggi Islam yang telah memberikan beasiswa Program Mora
Schoolarship 5000 Doktor periode Angkatan 2016.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Direktur Pascasarjana



Bapak Prof. Dr. Afrizal M. MA, Wakil Direktur, Ketua Prodi S3 Hukum
Keluarga, Bagian Akademik, Bagian Administrasi dan Bagian Kepustakaan di
Lingkungan Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA dan Bapak Dr. H.
Hidayatullah Ismail, Lc., MA yang telah membimbing penulis dengan penuh

kesabaran sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada Bapak Nurkhozin, SE., MP, Bapak H.M. Syahria., M.Sh.Ec
(Ketua STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru 2013-2019), Dr. Afiq Budiawan, SHI.,
MHI (Ketua STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru 2019-sekarang) yang selalu

bersama-sama memotivasi penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya penulis
sampaikan kepada delapan bersaudara kandung anak dari Ayahanda Muhammad
Roem (alm) dan lbunda Asnida : Aswad Al Ashadi., H. Ahmad Tarmizi, Lc.,
MA., Bripka (Pol) Abdel Al Ghoffar, SH., Nur Siti Rahmah, SE.Sy., Siti Nur
Azimah, S.Psi., Ahmadi Cahyadi, Ahmad Amru Al Fatih yang tidak henti-
hentinya memotivasi, mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis

untuk menyelesaikan studi doktoral di UIN SUSKA Ini.
Penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya penulis
sampaikan kepada istri tercinta Jasmawati, SE.Sy., dan ketiga putri tersayang

Malikah Humaira, Zahratul Aulia dan Naura Kharunnisa yang selalu sabar



menemani dan menjalani kehidupan selama studi serta memberikan doa dan

semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman penerima beasiswa
Mora Scholarship tahun 2016 yang banyak membantu penulis dan bersama-sama

dalam suka dan duka selama studi di PPS UIN SUSKA.

Penulis bermohon semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih
baik dari apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah berjasa baik secara

langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan.
Dengan hati yang lapang dan tulus, penulis sangat mengarapkan saran-saran dan
kritikan yang membangun demi peningkatan kualitas keilmuan penulis dalam
penulisan disertasi ini.

Semoga disertasi ini menjadi langkah awa mamotivasi penulis dan
menjadi cikal bakal lahirnya karyakarya bermanfaat bagi umat dan dicatat
sebagal amal shaleh dan bekal amal jariyah di dunia dan akhirat. Amin Ya Rabbal

‘Alamin.

Pekanbaru, 7 Juni 2020
Penulis

Azzuhri Al Bajuri
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PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Trandliteras Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan
disertas ini adalah Pedoman tranditerasi yang merupakan hasil Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

latin.
A. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif giilfnkbmgkm Tidak dilambangkan
- Ba B Be
<o Ta T Te
& Sla S| Es (dengan titik di atas)
a Ja J Je
C H{a H{ Ha (dengan titik di bawah)
c Kha Kh Kadan Ha
> Dal D De
3 Zld Z| Zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
3 Za Z Zet
o Sa S Es




o Sya SY Esdan Ye

% Sa X Es (dengan titik di bawah)
o D{at D{ De (dengan titik di bawah)
L T{a T{ Te(dengan titik di bawah)

b Z{a Z{ Zet(dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain Apostrof Terbalik

¢ Ga G Ge

. Fa F Ef

S Qa Q Qi

4 Ka K Ka

J La L El

¢ Ma M Em

O Na N En

9 Wa W We

» Ha H Ha

: Hamzah Apostrof

<$ Ya Y Ye

Xi

Hamzah () yang terletak di awa kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah () terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda(’).

B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Fath} ah A A
Kasrah I I
D{amah U U

Voka rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, trangliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&) Fahjahdanya | Ai A dan |
N Fath}ah danwau | Iu A dan U
Contoh:
2 kaifa
& :haula
C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
u: C Fath} ah dan alif atau ya | & ZtgsangariSdi
5 Kasrah dan ya i> ;tC;E;n garis di
; D{ amah dan wau > :tgsan garisdi
Contoh:
O
. rama>

B g>la
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ENCY

< D yamu>tu

D. TaMarbu>t}ah

Tranditeras untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang
hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan dfammah, tranditerasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun,
trandliterasinya adalah [h].

Kaau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, makata

mar bu>t}ah itu ditrandliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JULY) iy,  raud}ah al-at}fa>|
Aaal 1ol  al-madi>nah al-fa>d}ilah
.54 . al-h}ikmah

E. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydi>d( ), dalam trandliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

Ly : rabbana>

L :najjaina>

3 ca-hagq
= aha
V"” D nu’ima

9de I faduwwun
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Jika huruf  ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
berharkat kasrah (), makaiaditrandliterasi seperti huruf maddah (i>). Contoh:
g; . “Ali >(bukan*Aliyy atau *Aly)

df : ‘Arabi >(bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F.» Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman trandliterasi ini, kata sandang ditranditerasi
seperti biasa, a-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). :

2 °

w»fid\ . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a5 : al-zal zalah (bukan az-zalzalah)
Aol : al-falsafah
S - al-bila>du
G. Hamzah

Aturan trandliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awa kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

~ 0889,
09U ta’muru>na

2

;;J\ -al-nau’
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s~ lsyai’un
C)J.AT

-

T umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang L azim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrandliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut
caratrandliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’a>n), sunnah, hadis,
khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranditerasi secara utuh. Contoh:

Fi>z}ila>| al-Qur’a>n

Al-Sunnah gabl al-tadwi>n

Al-‘Iba>ra>t Fi> ‘Umu>m al-Lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

| Lafz} al-Jala>lah (&)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebaga mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Contoh:

j&‘ dm : di>nulla>h

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada afz} al-
jala>lah, ditrandliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

4 &~ 3 o 1 humfi> rah}matilla>h
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J- Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
trangdliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman gaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EY D). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awa nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma >Muh}ammadun illa >rasu>|

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i >unzla fi>h al-Qur’a>n

Nas}i>r a-Di>n al-T{u>si>

Abu >>Nas} r a-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqgiz\ min a-D{ala>l



ABSTRAK

Fenomena kesenjangan antara harapan penergpan UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan dan PERMA medias yang pertama kali dikeluarkan
pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di
Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan
tetapi pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya.
Prinsip umum yang dijelaskan di daam QS. a Nisa 34, 35 dan 128 tentang
penyelesaian konflik keluarga dengan metode mediasi dan Peraturan perundang-
undangan tentang Mediasi. perlu penafsiran baru terhadap konsep perdamaian
dalam keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga
Issam yang kemudian konsep tersebut mampu memberikan masukan dalam
peraturan mediasi sebagai upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis empiris yang mengkaji
hubungan timbal balik hukum dengan ggaa-ggaa socia. Untuk menemukan
konsep rekonstruksi proses medias keluarga di Indonesia, penelitian ini
menggunakan pendekatan teori systems.

Kebutuhan terhadap pembaharuan peraturan mediasi khususnya yang
berkaitan dengan mediasi keluarga sangat alasannya : 1. Tingginya angka
kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga
di Indonesia, 2. Kedudukan PERMA Medias yang tidak relevan terhadap Mediasi
Keluarga, 3. Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa,
4. Perkembangan IImu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik
keluarga, 5. Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia. Indonesia dalam menghadapi
tingginya angka sengketa keluarga di lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan
Agama perlu melakukan pembaharuan dalam proses mediasi keluarga dengan
menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia.
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ABSTRACT

The phenomenon of the discrepancy between the implementation of Law
Number 1 of Year 1974 regarding matrimony and the mediation of The
Regulation of Supreme Court (PERMA) first issued in Y ear 2003 which was then
updated in Year 2008 and then in Year 2016 at The Religious Court aiming at
lowering the number of divorces persists, as in reality it escalates each year. The
general principle as described in Quran 4:34, 4:35 and 4:128 on settlements of
familial conflicts by using the method of mediation and the regulation regarding
mediation requires new interpretation of the concept of peace in the family by
using the approaches of sociological theories or Islamic family psychology as it
produces input to the setting of mediation as an effort to reconstruct the process of
familial mediation in Indonesia.

This research utilizes the qualitative method by the means of the library
research with the empirical judicia-normative approach aimed to study the legal
reciprocity with social symptoms. To find the concept of reconstructing the family
mediation process in Indonesia, this research uses the systems approach.

The need for renewa of mediation rules especially the ones related to
family mediation is urgent for the following reasons: 1. The high number of
mediation failures at religious courts and the high number of family disputes in
Indonesia, 2. The irrelevant PERMA Mediation position regarding Family
Mediation, 3. Family Disputes are Merupakan Special and Specific Cases, 4.
Development of Knowledge regarding peace techniques in family conflicts and
disputes, 5. Formation of Family Mediation Law and Alternative Settlement of
Indonesian Family Disputes. In facing the high number of family disputes in the
judiciary, especialy at the Religious Courts, Indonesia needs to make an update in
the family mediation process by setting laws and regulations concerning Family
Mediation and Alternative Settlement of Family Disputes.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi keluarga® sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan pada acara
persidangan peradilan agama yang sering gagal® dan berakhir dengan perceraian
merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan, permasalahan ini tidak
bisa terus dibiarkan dan harus segera di antisipasi. Sebab kondis keluarga
Indonesia sangat mengkhawatirkan karena tingginya angka perceraian, hal ini
berdasarkan perbandingan rata-rata pernikahan yang terjadi setiap tahunnya
sebesar 2 juta pernikahan dengan rata-rata jumlah perceraian sekitar 10% atau
sebesar 200 ribu perceraian.’

Padahal kerangka hukum Indonesia dengan tegas mempersulit terjadinya

perceraian, sebab perceraian hanya sah bilaterjadi di hadapan pengadilan.*

! |stilah mediasi keluarga (al Tahkim al Usarf) diantaranya digunakan oleh Muhammad
Zuhaili, ia menjelaskan mediasi keluarga merupakan mediasi antara suami-istri (zaujaini) dalam
permasalahan al Ahwal al Syakhshiyyah. Lihat Muhammad Zuhaili, al Tahkim al Syar’i wa al
Qandni fi al ‘Ashri al Hadlir, Mgallat Jamiah Dimasyq Li a Ulim wa a Iqtishadiyah wa al
Qandniyah, Vol. 27, No. 3, 2011, HIm. 373.

2 Mahkamah Agung mengungkapkan data di Tahun 2013 Peradilan Agama melakukan
Medias atas 148.241 perkara dan perkara yang berhasil dimedias hanya sebesar 25.318 atau
17,08%, selanjutnya di Tahun 2014 terdapat 132.223 perkara yang dimediasi dan yang berhasil
dimediasi hanya 24,7%, dan di tahun 2015rata-rata keberhasilan mediasi di sembilan (9)
Pengadilan Agama percontohan di Indonesia hanya 16,85%. Lihat
http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi-2014-2015. Akses
tanggal 27 April 2018.

3 Latar Belakang Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam Kementrian Agama No.
DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sebagal tambahan
data perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 221.520 perceraian, tahun
2009 sebanyak 258.069 perceraian, tahun 2010 terjadi perceraian sebanyak 284.379, dan pada
tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 314.967. Azzuhri Al Bajuri, Tesis:Peran Konseling dalam
Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi Konsep Konseling Keluarga Gestalt ke dalam Kosep
Mediasi Hukum Keluarga Islam), (Y ogyakarta;UIN Sunan Kalijaga,2013). Hal. 2.

* Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Istilah mediasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pertama kali
muncul dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10), pasal ini mengatur tentang
bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
menjelaskan bahwa medias adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perudingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh
mediator.”

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam
membuat aturan mediasi dalam perkara perdata yang termasuk di dalamnya
mediasi pada sidang perceraian,® hal ini terlihat dari perubashan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PERMA)

tentang Mediasi telah terjadi perubahan sebanyak (2) dua kali perubahan dari

® Pasal 1 Angka (10) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, dan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

® PERMA No. 01 Tahun 2016 memberikan klausul khusus untuk perkara mediasi perceraian,
sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA tersebut dalam hal pembebanan biaya pemanggilan
para pihak dalam acara mediasi perceraian yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan
bahwa “dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan,
biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di
lingkungan peradilan agama.”, dan Pasal 23 Ayat (6) yang menyatakan bahwa “dalam perkara
perceraian di lingkungan peradilan, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum
membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.”

Klausul pasal-pasal dan ayat-ayat pada PERMA tersebut di atas bertujuan untuk menekankan
adanya itikad baik dari kedua belah pihak baik pihak penggugat atau tergugat, dan atau pihak
pemohon atau termohon. Karena pada dasarnya semua biaya perkara dalam perkara perceraian
dibebankan kepada penggugat atau pemohon, hal ini bertujuan untuk membatasi atau mempersulit
terjadinya perkara perceraian. Namun dalam hal tidak adanya itikad baik untuk melakukan mediasi
pada salah satu pihak, maka pihak yang tidak beritikad baik yang harus dihukum untuk membiaya
acara mediasi, termasuk bila termohon atau tergugat yang tidak beritikad baik maka ia harus
membayar biaya acar mediasi. Hal ini dikarenakan pentingnya kehadiran kedua belah pihak untuk
melakukan mediasi agar tidak terjadi perceraian. Lihat Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian
Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (tt; Mahkamah Agung RI-
Australia Indonesia Pertnership for Justice, 2017) HIm. 29-30



PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahkan proses penetapan aturan tersebut sudah ada sgak Indonesia masih
menggunakan hukum perdata peninggalan penjgahan Belanda yang dikena
dengan upaya perdamaian dengan landasan hukumnya Pasal 130 HIR, Pasa 154
R.Bg dan Pasal 1851 KUHPerdata yang kemudian ditegaskan oleh pemerintah
setelah kemerdekaan dengan membuat aturan untuk perkara perceraian
dikemukakan dalam Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 143 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sistem peradilan perdata di Indonesia mengatur setiap sengketa yang terjadi
harus melakukan upaya damai/mediasi termasuk pada sidang perceraian.” Upaya
dama yang dilaksanakan dalam acara peradilan agama lebih banyak berakhir
gaga atau dengan kata lain semua perkara ceral yang masuk ke pengadilan agama

lebih banyak berakhir cerai ketimbang damai.

" Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Abdul
Manan mengatakan bahwa: usaha hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib
menghadirkan pihak keluarga atau tetangga dekat pihak-pihak yang berperkara untuk didengar
keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara itu dapat rukun
kembali. Apabila usaha perdamaian telah dilaksanakan oleh hakim dengan seoptimal mungkin,
tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai. Terhadap putusan ini maka
dapat dilaksanakan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Abdul Manan, Penerapan Hukum
Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta; Kencana, 2005) cet-3, hal. 153.



Perdamaian yang dilakukan oleh mediator dalam acara peradilan sering kali
hanya menilai dengan tinjauan hukum yang cenderung hitam-putih. Berbeda
halnya bila medias dilaksanakan bersama konselor keluarga yang lebih
menyentuh pada sisi kejiwaan orang-orang yang bersengketa.®

Tabe 1.1 Angka Perkawinan dan Perceraian di Indonesia
Tahun 2012-2016

Tahun | Perkawinan | Perceraian {° Per;gf;?\/r} rt]zrnhadap

2012 2.289.648 346.480 15

2013 2.210.046 324.247 15

2014 2.110.776 344.237 16

2015 1.958.394 347.256 18

2016 1.837.185 365.633 20
Rata-rata | 2.081.210 344.571 17

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia.”

Sekumpulan peraturan di atas merupakan upaya serius yang dilakukan oleh
pemerintah dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan upaya perceraian
baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat. Upaya mendamaikan yang
kemudian diatur menjadi acara mediasi perceraian seharusnya menjadi perangkat
yang baik dalam hal menekan lgjunya angka perceraian di Indonesia, bila dilihat

dari data yang ada dalam beberapa tahun terakhir justru perkara perceraian yang

8 Peradilan di Australia dengan menggunakan pendekatan konseling keluarga dalam
melaksanakan mediasi perceraian yang mampu menekan angka perceraian hanya 5% saja setiap
tahunnya dari semua perkara perceraian yang masuk ke peradilan. Leisha Lister (Executive
Adviser to the CEO of Family Court of Australia), Understand What Clients Want,
www.badilag.net, akses tanggal 11 Desember 2012.

° Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2015, www.bps.go.id, Akses tanggal 29
Agustus 2019



masuk dalam data Pengadilan Agama berakhir dengan perceraian yang
menandakan gagalnya mediasi.*

Peradilan Agama dalam hal ini harus melaksanakan evaluasi terhadap
pelaksanaan mediasi perceraian, dan mencari sebab gagalnya mediasi yang lebih
banyak berakhir dengan perceraian, serta mencari cara terbaik agar mediasi pada
perkara perceraian bisadi selesailkan dengan damai.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururi
mengungkapkan beberapa aspek yang menjadi penyebab gagalnya mediasi di
pengadilan adalah sebagai berikut™™:

1. Aspek Perkara: perkara perceraian merupakan perkara tertinggi yang
menyumbangkan kegagalan mediasi.

2. Aspek Mediator: hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan mediasi
dari aspek ini adalah keterbatasan waktu, kurangnya keterampilan,
kurangnya motivas dalam menyelesaikan perkara, dan sedikitnya
jumlah mediator yang tersertifikasi.

3. Aspek Para Pihak: keberhasilan medias juga ditentukan oleh para
pihak yang berperkara, kurangnya itikad baik dari para pihak
menyebabkan kegagalan mediasi.

4. Aspek Advokat: kepentingan Advokat yang mewakili para pihak yang

berperkara seringkali mengikuti ketetapan hati klien, ketika klien

19 Muhammad Saifullah dalam penelitiannya mengatakan keberhasilan mediasi di Indonesia
masih dibawah 4%. Muhammad Saifullah, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah™, Al-Ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015,
Him. 182

1 Ramdani Wahyu Sururi, “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama”, Ijtihad,
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vo. 12, No. 2, Desember 2012. HIm. 156-161



sudah bertekad untuk bercerai maka advokat biasanya hanya mengikuti
keinginan klien.

5. Aspek Tempat Mediasi: di setigp pengadilan sudah menyediakan
tempat yang representatif untuk pelaksanaan medias, karena
banyaknya perkara yang harus dimediasi sehingga menjadikan mediasi
yang sedang dilaksanakan tidak efektif, seperti mediasi yang
dilaksanakan ditempat seadanya seperti aula pengadilan, ruang hakim,
dan ruang lainnya yang dapat digunakan untuk mediasi.

Penelitian Ramdani juga memamparkan data tentang keberhasilan dan
kegagaan medias di PTA Bandung, pada tahun 2009 jumlah perkara yang
dimediasi ada sebanyak 1.467, yang berhasi| dimediasi 138 perkara atau 9,6% dan
perkara yang gagal dimedias ada sebanyak 1.326 perkara atau sebanyak 90,4%.
Dan di tahun 2010 jumlah perkara yang dimediasi ada sebanyak 2.137 perkara,
yang berhasil dimedias ada 115 perkara atau 5,4% dan perkara yang gagal
dimediasi ada sebanyak 2.022 atau sebesar 94,6%."

Konsep medias yang ada dalam al Qur’an menjelaskan peran penasehatan
dan mendatangkan hakam saat mengatasi konflik perkawinan (Nusyuz dan atau
Syigaq),™ proses penasehatan antara seorang suami kepada istri mempunyai nilai
dan peranan penting dalam keharmonisan keluarga, QS. a-Nisa : 34 tidak hanya
menjelaskan proses mediasi saat terjadinya konflik antara suami istri, akan tetapi

terlebih dahulu menjelaskan tentang karakter suami dan istri ideal, yang kemudian

21bid., HIm. 154
13 QS. An-Nisa[4]: 34-35, dan 128.



menjelaskan tata cara ideal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada suami
dan istri.
Adapun karakter suami ideal yang dijelaskan dalam QS. a-Nisa[4]: 34,

disebutkan :

14 231330 e 4251 uﬁ_ﬂuﬁﬁﬁumt&gu ;L;__gné‘.j;;g; d\_,.)j\

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka.,

Ibnu Katsir memilah karakter laki-laki dalam ayat ini menjadi tiga bagian:

1. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin (s+133) bagi kaum wanita: yang

dimaksud dengan pemimpin adalah suami harus mampu menjadi
kepala, hakim dan pendidik bagi istrinya.

2. Allah telah melebihkan (i i) sebahagian mereka (laki-laki) atas

sebahagian yang lain (wanita): maksudnya adalah laki-laki lebih utama
daripada wanita, karena kenabian dikhususkan untuk laki-laki
demikian jugarga.

3. Laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ( o 15l &5

«415+7) harta nafkah berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab

yang diwajibkan oleh Allah kepada laki-laki atas wanita.'®

4 QS. An-Nisa[4]: 34
5 |bnu Katsir, Tafsir al Qur’an al ‘Azhim, Jil. 2, (tt; Dar Thayyibah li al Nasyr wa al Tauzi’,
1999) him. 292



Ayat berikutnya menjel askan:

100 Bér & oAl bl DEE DBl

Artinya: Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka).

Ayat ini jJuga menjelaskan karakter istri yang baik sebagai berikut :

1. Wanitayang shaleh (SU-Cal)
2. Wanitayang taat kepada Allah (:DL%@), Ibnu Abbas juga menambahkan

bahwa maksud dari ketaatan disini adalah ketaatan istri kepada
suaminya.*’
3. Wanita yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada dan Allah

memelihara mereka (& ki & i Zikbs ), maksudnya adalah wanita

yang memelihara rahasia rumah tangga dan harta suaminya.*®

Adapun tata cara menyel esaikan konflik antara suami dan istri dalam ayat ini:

oo 0 S o o o - P N P IS P I R
.‘“

W @ Saabl O u‘”ﬁ-’f"ﬁ c’w‘  SRgmaly Sashe [ayeld Ol eWb

W \5;\3 LQ.@..., dm (..a.’ U\j (34) S Gle O @ Of Y T | i
o ookl O Q01 3) Wi A B35 5] 1y ) GlaT e iSng alil
19(35)

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

18 QS al-Nisa[4]: 34
¥ |bnu Katsir, Tafsir, him. 293

18 Wahbah bin Mushthafaal Zuhaili, Al Tafsir al Wasith li al Zuhaili, Jil. 1 (Damaskus, Dar al
Fikr, 1422 H), him. 317

¥ Qs. An-Nisa[4]: 34-35



cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi

Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan
istri yang nusyuz adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya, yang melanggar
batas hak dan kewajibannya terhadap suaminya, hendaklah suaminya melakukan
empat hal sebagai berikut:

1. Menasehati dan memberikan penggjaran yang berpengaruh terhadap
pribadi istri; hendaklah suami mengatakan kepada istrinya
“bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya aku memiliki hak atas
dirimu.”

2. Pisah tempat tidur tapi tidak pisah rumah, dan tidak boleh mendiami
pasangan |lebih dari tiga hari.

3. Pukulan yang tidak membekas/keras. Yang tujuannya hanya untuk
islah bukan menyakiti.

4. Melakukan tahkim jika konflik semakin meningkat. Yakni
mendatangkan hakam dari masing-masing pihak yang bertujuan untuk
proses perbaikan dan menelaah kegadian sebenarnya yang terjadi
antara pasangan tersebut, mencari tahu sebab perselishan dan

menasehati pasangan tersebut karena Allah.?°

2 \Wahbah bin Mushthafa al Zuhaili, Al Tafsir., him. 317
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Bila QS. a Nisa: 34 menjelaskan tentang sikap nusyuz seorang istri kepada
suami dan metode penyelesaian persoalan tersebut, dalam QS. al Nisa: 128 yang
membahas tentang persoalan nusyuz seorang suami kepada istrinya dan cara
penyel esaian persoal an tersebut.

e L i L 25 3 o 31 i (o s 800

Oglaai o O A D 18353 s 013 RSN il Sty 1 A

21‘;’;
Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acﬁh
dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih bak (bagi mereka)
wal aupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan
isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Konsep yang ditetapkan dalam QS. a-Nisa[4]: 34-35 dan 128 menjelaskan
bahwa sebuah keluarga itu dapat berjalan dengan harmonis sakinah mawaddah
dan rahmah bila terdapat suami-istri yang bailk dan sama-sama menjaankan hak
dan kewajibannya, dan konflik nusyuz itu terjadi bila salah satu diantara suami
atau istri melakukan penyelewengan dari menjalankan hak dan kewagjibannya.
Kemudian konflik syigaq akan terjadi bila suami-istri sama-sama enggan
berdamai. Metode penyelesaiaan persoalan nusyuz dan syigaq ini adalah mediasi
walaupun dalam persoadlan nusyuz tidak dijelaskan secara jelas, namun hd

tersebut tidak menutup kemungkinan dibolehkannya mediasi, sebab tujuan akhir

2 0S. a Nisa': 128
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dari penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq adalah mengadakan perbaikan
dan mempertahankan keluarga. %

Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dan PERMA mediasi yang pertama kali dikeluarkan pada
Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di Pengadilan
Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, kenyataan angka
perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya dirasa perlu untuk
merekonstruksi®® proses®* mediasi keluarga Indonesia..

Rekonstruksi proses medias keluarga Indonesia yang dimaksud adalah
Pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan
karakteristik dari tujuan mediasi keluarga yakni perdamaian. Kedua, memperbaiki
hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah
seperti proses medias yang tidak sesuai dengan PERMA mediasi. Ketiga,
memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik
adinya yakni mengembangkan PERMA menjadi setingkat Undang-undang
sehingga mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dan mampu memberikan solus
dari permasalahan tingginya angka sengketa dan konflik keluarga dengan

pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam.

Z | ihat Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
(Jakarta; Kencana, 2001) HIm. 184-185

3 Rekonstruksi dalam KBBI artinya pengembalian seperti  semula; penyusunan
(penggambaran) kembali, Lihat KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, arti dari rekonstruksi.
Teori rekonstruksi hukum menurut Yusuf Al Qardlawi ada tiga. Pertama, memelihara inti
bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal
yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan
beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Lihat Y usuf a Qardlawi,
AlFighu al Islami bayna al Ashalah wa al Tajdid, (ttp; tt) him. 21

% Proses dalam KBBI artinya runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu;
rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam
pengadilan. Lihat KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, arti dari proses.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, yang
menjadi problem akademik atau rumusan masalah dalam penelitian dengan judul
rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesiaini adalah:
1. Bagaimanaurgensi rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia?

2. Bagaimanapolarekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk medeskripsikan urgensi rekonstruksi proses mediasi keluarga
Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola rekonstruks proses

mediasi keluarga Indonesia.

D: Manfaat Penélitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian
ini secara teoritis adalah menambah dan memperluas metode-metode mediasi
keluarga, sehingga mampu menggali teori-teori baru yang berkembang dari ilmu
pengetahuan yang berkaitan erat dengan metode mediasi seperti ilmu sosiologi
keluarga dan psikologi keluarga yang dalam hal ini lebih kepada konseling

keluarga, yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi penting agar



13

pelaksaan proses mediasi keluarga yang ada baik secara litigasi ataupun non-
litigasi dapat berhasil dan mampu menjaga keutuhan keluarga.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
pembaharuan hukum yang berkaitan dengan peraturan mediasi yang semula hanya
setingkat Peraturan Mahkamah Agung agar bisa ditingkatkan menjadi undang-
undang, menimbang pentingnya pelaksanaan mediasi dalam mengatasi perkara
perdata, terutama persoa an menjaga keutuhan keluarga dalam proses perceraian.

Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap
penambahan mata kuliah psikologi keluarga, konseling keluarga dan resolusi
konflik keluarga pada program studi hukum keluarga (ahwal al syakhshiyyah) di
Perguruan Tinggi. Penelitian ini juga menjadi salah satu memperoleh gelar doktor

pada Program Studi Hukum Keluarga.

E. Tinjauan Pendlitian yang Relevan

Kajian terhadap rekonstruks hukum dan mediasi ada banyak sekali baik
berupa disertasi, tesis, buku-buku dan jurna-jurna, diantara penelitian yang
menjadi prior research (kgian terdahulu) dari penelitian ini adalah:

Disertas tentang mediasi ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah, Studi
Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah
Agung.? Hasil kajian dari tulisan ini adalah bahwa proses integrasi acara mediasi

kedalam acara persidangan di pengadilan tidak menemui kesulitan, sebab memang

% Yayah Yarotul Salamah, Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenai
Medias di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI, Disertasi Doktor
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.



14

telah ada hukum acara tentang perdamaian yang berlandaskan Pasal 130 HIR dan
Pasa 154 RBg. Selanjutnya ia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalan mediasi di peradilan. Adapun faktor-faktor
keberhasilan medias adalah: Pertama, pihak yang bersengketa beritikad baik.
Kedua, hakim mediator berusaha bersungguh-sungguh mendorong para pihak
untuk mencapai kesepakatan damai. Ketiga, jenis sengketa yang mudah untuk
diselesaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi adalah:
Pertama, para pihak yang bersengketa tidak beritikad baik. dan Kedua, hakim
mediator yang kurang profesional. Perbedaan yang signifikan dengan penelitian
disertas ini adalah upaya untuk merekonstruksi aturan dari proses mediasi

keluarga Indonesia

Disertas yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Nur Yahya?®
Disertasi ini mendliti tentang efektifitas mediasi di Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hasil
dari penelitian ini menjelaskan bahwa setelah berlakunya PERMA tersebut
mediasi belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena tingginya perkara yang
masuk ke pengadilan, terutama perkara perceraian. Selain tidak efektifnya mediasi
disebabkan aturan medias hanya setingkat peraturan mahkamah agung bukan
undang-undang. Disertasi ini merekomendasikan agar PERMA tentang prosedur

mediasi di pengadilan ditingkatkan stratanya dari peraturan mahkamah agung

% Nur Yahya : Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Jati, Bandung Jawa Barat, 2017.
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menjadi  setingkat undang-undang agar memiliki efek sosiad terhadap
pembangunan masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Y ahya
dengan disertasi ini adalah pada urgensi rekonstruksi peraturan proses mediasi

keluarga secara tersendiri karena kekhususan perkara sengketa keluarga.

Disertasi tentang rekonstruksi hukum yang ditulis oleh Hasan Nul Hakim.?’
Penelitian ini mengkritis tentang konsep talak dalam Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang
kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya
perceraian tersebut. Penelitian ini juga mengkritisi konsep Itsbat Thalaqg di luar
pengadilan menurut Fatwa Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang
pengesahan talak di luar pengadilan, dari proses mengkritis tersebut kemudian
mengajukan sebuah proses rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia dengan
memuat norma lItsbat thalag di Pengadilan Agama, dan menindak pelaku
penjatuhan talak di luar pengadilan melalui sarana/pendekatan pidana (penal
approachment). Perbedaan dengan penelitian ini ada pada perkara rekonstruksi
hukum yakni proses mediasi keluarga yang fokusnya adalah diterbitkan peraturan

baru tentang proses mediasi keluarga Indonesia.

Disertasi rekonstruksi hukum yang ditulis oleh Muhammad Fauzan yang
berjudul: Magashid Syari’ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap

Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia.®® Fokus dari penelitian ini adalah

% Hasan Nul Hakim, Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum
Perkawinan di Indonesia, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, 2017.

% Muhammad Fauzan, Magashid Syari’ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap
Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
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perspektif magashid syari’ah tentang konsep perceraian dalam Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilass Hukum Islam yang berkaitan dengan
keharusan perceraian di pengadilan, alasan perceraian dan nafkah setelah
perceraian, penelitian ini juga menelaah perspektif magashid syari’ah tentang
penerapan dan penafsiran konsep perceraian dalam yurisprudensi peradilan agama
yang mengajukan rekonstruksi hukum perceraian di Indonesia ditinjau dari
perspektif magashid syari’ah. Berbeda dengan disertasi yang penulis lakukan
adal ah pada pemasalahan proses mediasi keluarga dengan pendekatan system oleh

Jasser Audah.

Jurnal-jurnal tentang mediasi ada banyak sekali diantara jurnal-jurnal tersebut
yang fokus membahas mediasi perceraian, diantaranya : Jurna yang ditulis oleh
Ramdani Wahyu Sururie tentang implementas mediasi dalam sistem peradilan
agama (2012).”° Tulisan ini mengungkapkan tingginya angka kegagalan medias
di- pengadilan agama, beberapa aspek yang menyebabkan kegagalan mediasi
adalah: Pertama, aspek perkara, perkara-perkara perceraian yang sulit untuk
didamaikan adalah perkara KDRT, adanya PIL/WIL, ketiadaan cinta dan tidak
ada itikad balk dari para pihak. Kedua, aspek mediator, yakni kurangnya skill
mediator, jumlah mediator yang masih sedikit dan kurangnya motivasi mediator
untuk menuntaskan perkara. Ketiga, Aspek Para Pihak, pihak-pihak yang
berperkara tidak atau kurang punya itikad baik untuk menuntaskan perkara secara
damai. Keempat, Aspek Advokat, biasanya para pihak dalam perkara perceraian

memiliki penasehat hukum, dan penasehat hukum biasanya mengikuti keinginan

% Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama, ljtihad,
Jurnal Wacana Hukum |slam dan Kemanusiaan, VVol. 12, No. 2, Desember 2012; 145-164.
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kliennya, sehingga advokat hanya berusaha mengikuti keinginan klien. Kelima,
Aspek Tempat Mediasi, tempat mediasi yang ada di beberapa pengadilan agama
yang menjadi fokus penelitian dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat
mediasi.

Tulisan berikutnya adalah karya dari Muhammad Saifullah tentang integrasi
mediasi kasus perceraian dalam beracara di pengadilan agama (2014).*° Tulisan
ini mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi mediasi perceraian di pengadilan
tidak lebih dari 3% dari jumlah perkara yang terdaftar. Faktor dari rendahnya
keberhasilan mediasi adalah pelaksanaan mediasi, profesionalitas hakim mediator

dan budaya masyarakat.

Jurnal berikutnya masih dari Muhammad Saifullah dengan judul efektifitas
mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.®* penelitian
ini menyatakan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah
sangat rendah. Diantara faktor-faktor nya adalah: profesionalitas mediator hakim,
pemberdayaan mediator non hakim, fasilitas sarana mediasi, budaya hukum
masyarakat yang sangat kurang dalam menerima perdamaian dan kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap mediasi.

Selanjutnya jurnal yang sangat menarik ditulis oleh Muhammad Zuhaili

dengan judul “al Tahkim al Syar’i wa al Qanuni fi al “‘Ashri al Hadhir”* jurnal

% Muhammad Saifullah, Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan
Agama, Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VVolume 24, Nomor 2, Oktober 2014; 243-262

¥ Muhammad Saifullah, Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Jawa Tengah. Al Ahkam, I1SSN 0854-4603, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015;
181-204

¥ Muhammad Zuhaili, al Tahkim al Syar’i wa al Qanuni fi al ‘Ashri al Hadhir, Majallat
Jamiah Dimasyq Li al Ulum waal Igtishadiyah wa al Qanuniyah, Vol. 27, No. 3, 2011.
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ini menjelaskan tentang perkembangan medias dalam hukum Islam yang
kemudian metode mediasi dijadikan salah satu metode penyelesaian perkara yang
disahkan oleh undang-undang negara. la menjelaskan tentang perkembangan
mediasi yang digunakan sebagai metode penyelesaian perkara yang digunakan
dalam berbagai keperluan kehidupan pribadi, masyarakat bahkan negara.
Penjelasan tersebut disertai dengan pandangan syari’at Islam terhadap

perkembangan mediasi tersebut.

Jamal Hashash juga menulis jurnal tentang arbitrase dalam menyelesaikan
perkara bagi suami-istri dalam tinjauan fikih. Tulisan ini berjudul “al Tahkim fi al
Niza’i baina al Zaujaini fi al Fighi al Islami”* tulisan ini secara umum berisikan
pandangan umum dari hukum fikih Islam terhadap proses mediasi bagi suami-istri

dalam menyel esaikan persoalan keluarga.

Buku-buku mediasi yang dijadikan rujukan diantaranya adalah: Buku dengan
judul Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. Dan Hukum Nasional karya
Syahrizal Abbas,* sebuah hasil penelitian post doctoral yang mengungkapkan

banyak hal tentang konsep mediasi dalam Islam, adat dan hukum nasional.

Buku ‘Aqgdu al Tahkim fi al Fighi al Islami wa al Qanun al Wadh’i karya
Qahthan Abdu a Rahman a Duri,® sebuah buku yang membahas secara
komprehensif hal-hal yang terkait dengan tahkim dalam fikih dan undang-undang

Islam, buku ini merupakan disertasi doktor dari Qahtan di Universitas Dar a

% Jamal Hashash, al Tahkim fi al Niza’i baina al Zaujaini fi al Fighi al Islami, Majallat
Jami’ah li al Abhats al Ulum al Insaniyah, Nablus, Palestina, Vol. 28, No. 7, 2014.

% gyahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
(Jakarta; Kencana, 2011)

% Qahthan Abdu a Rahman a Duri, ‘Aqdu al Tahkim fi al Fighi al Islami wa al Qanun al
Wadh’i, (Jordania; Dar a Furgan, 2002)
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Ulum Kairo, ia membagi buku ini dengan empat pembahasan. Pertama,
terminologi mediasi baik secara bahasa atau istilah dalam fikih atau undang-
undang, sgjarah mediasi pada bangsa Sumeria, Romawi dan Arab Jahiliyah , pada
masa pertengan Islam dan Eropa modern. Kedua, Hukum mediasi dalam fikih dan
pendapat ahli fikih, rukun-rukun tahkim (mediasi) serta persoa an-persoalan yang
terdapat dalam mediasi, seperti skill mediator, tempat medias dan lain
sebagainya. Ketiga, penerapan mediasi dalam hukum Islam, seperti penerapan
mediasi dalam hukum Islam, medias dalam perkara konflik suami-istri, dan

mediasi dalam peperangan. Keempat, pengaruh mediasi dan putusan mediasi.

Buku dengan judul Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan
Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang
Sederhana,* Cepat dan biaya Ringan. Buku ini ditulis oleh | Made Sukadana yang
merupakan hasil dari penelitian disertasi di Universitas Brawijaya. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa esensi dari integras mediasi ke dalam proses acara di
pengadilan tidak membuat rancu fungsi pokok peradilan yang bersifat gjudikasi
(memutus), justru memperkuat fungsi tersebut. Mediasi yang terintegras ke
dalam acara peradilan memiliki keunggulan spesifik yaitu mampu menghasilakn
putusan tanpa menyisakan masalah atau perasaan tidak enak apalagi kebencian,
menciptakan harmoni diantara para pihak hingga terwujudnya cita-cita penegakan

hukum di Indonesia.®’

% | Made Sukadana, Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, (Jakarta;
Prestasi Pustaka, 2012).

¥ 1bid., HIm. xiii
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Karya-karya penedlitian disertasi, jurnal dan buku-buku di atas mempunyai
fokus kajian masing-masing dan tujuan penulisan tersendiri yang pada intinya
tidak sedikitpun membahas tentang rekonstruksi proses mediasi keluarga
Indonesia. Sehingga kajian ini sangat perlu untuk diangkat dan diteliti secara

ilmiah.

F. Metode Pendlitian

Disertasi ini disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis
penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau
bentuk hitungan lainnya® Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya
pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan
antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan
berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan
data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis
melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir

formal dan argumentatif.*

1. JenisPenditian
Penelitian tentang rekonstruks proses mediasi keluarga Indonesia ini
merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu review tentang hasil

penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.*® Oleh sebab itu

% Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan
Teknik-teknik Teoritisasi Data, (Y ogyakarta; Pustaka Pelgjar, 2009) HIm. 4

¥ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010) HIm. 5

“0 | skandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta;
Gaung Persada Press, 2009) him. 170.
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penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu atas

praktik-praktik proses mediasi keluarga Indonesia.

Dalan hukum Idlam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-
preskriptif **  Oleh sebab itu penditian ini menggunakan pendekatan
normatif/yuridis empiris, model pendekatan ini akan mencoba mengulas dan
memberikan tawaran solusi terhadap persoalan penelitian (research problem) ini.
Pendekatan normatif/yuridis empiris yang merupakan sebuah pendekatan terhadap
aturan-aturan baku yang sudah ada dalam sistem hukum Islam seperti a-Qur’an,
Hadits, Ijma’ serta pendapat-pendapat hukum para ulama, demikian juga dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih khusus lagi dalam
hukum acara perceraian di peradilan agama serta bukti nyata (empiris) dari setiap
praktik-praktik mediasi perceraian yang terjadi di Peradilan Agama.

Pendekatan yuridis empiris ini merupakan tawaran baru dalam pendekatan
penelitian hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syamsul Anwar
bahwa penelitian normatif hukum Islam daam metodologi klask umumnya
bersifat sui generis, dalam arti penyelidikan mengenai norma-norma hukum Islam

yang lebih banyak dilihat dari segi gjaran normatif dan karenanya terfokus pada

“ Syamsul Anwar membagi 2 model penelitian hukum Islam, yang pertama adalah penelitian
deskriptif, yakni : penelitian tentang hukum Islam yang meneropong hukum Islam sebagai suatu
fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-ggjala sosia lainnya. Dalam kaitan ini hukum
Islam dapat dilihat baik sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi masyarakat
maupun sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam penelitian
ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan
kemanusiaan, seperti pendekatan sgjarah, pendekatan sosiologi, pendekatan politik, pendekatan
antropologi, dan seterusnya., dan yang kedua adalah penelitian preskriptif, yaitu jenis penelitian
hukum Islam yang bertujuan untuk menggali norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat
mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. Penelitian hukum
Islam dengan metode ushul fikih termasuk ke dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif,
yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespons berbagai permasalahan dari
sudut pandang normatif. Lihat Syamsul Anwar, Sudi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta; RM
Books, 2007) HIm. 36-37



22

teks-teks (al-Qur’an dan Hadits). Berdasarkan tesis al Ghazali tentang pemaduan
wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia dan pandangannya
bahwa bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tigkah laku, kiranya penelitian
normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks sgja
(bersifat sui generis), tetapi dapat dipadukan dengan pengalaman sehingga
menjadi penelitian sui generis-kum-empiris, yang berarti norma-norma hukum
tidak hanya dicari teks-teks syari’ah belaka, tetapi dalam kehidupan manusia dan
perilaku kehidupan masyarakat itu sendiri.**

Pemaduan ini dilakukan dengan membuat hubungan dialektis antara teks-
teks syari’ah dan pengalaman ekstensial manusia, teks-teks itu menjadi sumber
yang memberikan pengarahan tingkah laku dalam kehidupan, tetapi pengalaman
ekstensial kehidupan dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberikan wawasan
teks-teks syari’ah itu harus difahami dan ditafsirkan. Apabila hukum-hukum yang
diperoleh dari kenyataan masyarakat berbeda dengan ketentuan teks, kenyataan
direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan
dialektis.®

Gambar 1.1 Bagan Model Penelitian Hukum Islam®

:z Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam, (tidak diterbitkan) hal. 51
Ibid.,
“1bid.,
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METODE PENELITIAN HUKUM |

Penelitian Hukum | Penelitian Hukum Istam
Islam Deskriptif | | Noermatil/Preskriptf |
| Hukum sebagal | | Hukum sebagal Penalitian Panelitian | | Penelitian |
Independan Dependan e — ASAS-A5AE nilal-nikal
Variabel variabel | | inconcreto || hukum ik

| Suil generis-kum-empiris :

Pada ragaan di atas Syamsul Anwar mencoba menawarkan teori khusus
dalam pengembangan hukum Islam saat ini dengan tidak hanya berfokus pada
nash-nash syariah tapi juga melihat kepada permasalahan sosial. Dari teori ini
juga tampak jelas hubungan timbal balik hukum dengan ggjaa-gejala sosial yakni
hukum tidak hanya dikaji law in books yang menyatakan bahwa hukum berlaku
untuk pembentukan dan terwujudnya ketertiban sosial dengan memasang konsep
law is a tool of social engineering, tetapi juga harus mengkaji law in action
dengan menyadari adanya kondisi sosial masyarakat lalu mencari solusi dari
setiap permasal ahan.*

Teori ini merupakan penguatan terhadap sesuatu yang telah terjadi dalam
masyarakat Islam, gagasan dasar pembentukan Kompilas Hukum Islam yang
didalamnya mempunya landasan yuridis dan fungsional. Landasan yuridisnya
adalah Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan

Kehakiman, Pasal 20 ayat (1) “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

“ Lihat Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta; Rineka Cipta, 2013) him. 50.,
Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam, him. 8-9., Sabian Ustman, Dasar-dasar Sosiologi
Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat dilengkapi Proposal Penelitian Hukum
(Legal Research), (Yogyakarta; Pustaka Pelgjar, 2009), him. 135-138
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menggali, mengikuti dan memahami nilai-nila hukum yang hidup dalam
masyarakat”. Dalam fikih ada kaidah yang menagatakan bahwa “Hukum Islam
dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan
masyarakat yang selalu berubah, ilmu fikih sendiri selalu berkembang karena
menggunaan metode-metode yang sangat memerhatikan rasa keadilan
masyarakat. di antara metode tersebut adalah : Maslahah mursalah, istihsan,
itishab, urf, dan lain-lain.*

Untuk menemukan konsep rekonstruksi proses medias keluarga di
Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems (systems
approach), pendekatan ini merupakan sebuah teori analisis dalam merekonstruksi
hukum Islam yang kemukakan oleh Jasser Auda.*’

Teori system approach ini merupakan disiplin baru yang independen, yang
melibatkan sgiumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori systems dan analisis
sistemik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan systems. Teori
systems adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak anti-modernism
(anti modernitas), yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara
yang biasa digunakan oleh teori-teori postmodernitas. Konsep-konsep dasar yang
biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis systems antara lain melibatkan
cognitive science, yakni bahwa setiap konsep keilmua apapun — keilmuan agama

mapun non agama — melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia

“ Lihat H.A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia Gemuruh Politik Hukum (Hukum
Istam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sgjarah bersama Pasang Surut Lembaga
Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta; Kencana, 2010) him.
119

" Jasser Auda, Magashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach,
(London; The International Institute of 1slamic Thought, 2007)
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(Cognition), konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak
kognitif (cognitive nature) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan
konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam. Kedua melihat persoalan
secara utuh (Wholeness), terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan
penyempurnaan (Openness), saling keterkaitan antar nilai-nilai (Interrelated-
Hierarchy), melibatkan berbagai dimens  (Multidimensionality) dan

mengutamakan dan mendahul ukan tujuan pokok (Purposefulness).*

2. Sumber data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah teknik dokumentasi.*® Teknik ini merupakan penelashan terhadap
referensi-referenss yang berhubungan dengan fokus permasalahan pendlitian,

adapun jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua, sebagaimana berikut:

a DataPrimer
Data primer dari penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur
Medias di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Medias di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Medias di Pengadilan, buku yang ditulis oleh Qahthan Abdu al
Rahman a Duri ‘Agdu al Tahkim fi al Fighi al Islami wa al Qanun al

Wadh’i beberapa buku-buku fikih, ushul fikih, tafsir, yang membahas

“ Ibid., him. xxvi dengan menggunakan terjemahan dari Amin Abdullah, Metode
Pembacaan Teks Secara Makro (Hermeneutika) al Qiraah al Magashidiyah Melalui Pendekatan
Systems dalam Sutomo & Ahmad Zaena Fanani (ed), Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum
Islam di Indonesia, (Y ogyakarta; Ull Press, 2016) him. 50

“9 | skandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta;
Gaung Persada Press, 2009) him. 135.
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seputar konsep tahkim dalam menyelesaikan persoalan nusyuz dan syigaq,
konsep ishlah dan shulh dan jurnal yang berkaitan langsung terhadap tema

penelitian disertasi ini.

b. Data Sekunder
Sumber data sekunder penelitian ini adalah disertass dan buku-buku
konseling keluarga. Diantaranya Y ayah Y arotul Salamah, 2009. Disertasi:
Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenal Mediasi di
Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI,
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Muhammad
Saifullah, 2014. “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di
Pengadilan Agama”, Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume
24, Nomor 2, Oktober, UIN Walisongo, Semarang. Buku Syahrizal Abbas
yang merupakan hasil dari penelitian post doktoral, 2011. Mediasi dalam

Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta; Kencana.

3. Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan untuk analisis data ini adalah analisis teks (text
analysis) yang berfungsi untuk mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah
dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang
diteliti.* Andlisis teks ini berfungsi untuk menyimpulkan secara tektual konsep-
konsep mediasi keluarga yang diintegrasikan kedalam acara mediasi perceraian

sebagal upaya rekonstruks proses mediasi keluarga Indonesia.

%0 |bid., him. 101
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G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima (5) bab
pembahasan sebaga mana berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang berisikan
tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian
dan metode penlitian. Bab ini sangat penting sekali sebab betujuan menjelaskan
kerangka umum dari sebab penelitian ini harus dilakukan, urgensi dari penelitian

ini serta metode dalam penelitian.

Pada bab kedua merupakan landasan teoritis yang berisikan pembahasan
tentang konsep penyelesaian sengketa dan mediasi keluarga dalam Islam, yang di

antaranya membahas konsep al Shulh, Qadla’ dan Tahkim dalam fikih Islam

Bab ketiga menjelaskan tentang teori dan praktek mediasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Dalam bab ini juga dibahas
tentang ragam aternatif penyelesaian sengketa, praktek medias keluarga di

Indonesia serta beberapa penerapan mediasi di beberapa negara.

Bab keempat merupakan bab utama dalam upaya merekonstruksi proses
mediasi keluarga Indonesia berdasarkan tujuan utama perintah Allah dalam
penerapan syariah tahkim serta metode yang syar’i dalam upaya mencapai
perdamaian dalam konflik keluarga dan penerapan-penerapan tekhnik mediasi
yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan konseling keluarga

dalam upaya mencapai kesepakatan perdamaian keluarga.
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Bab kelima merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini yang berisikan
mpulan dari hasil penelitian yang disertai saran-saran dan rekomendasi dari

| penelitian ini.
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BAB 11
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA DALAM

ISLAM

Syariat Islam mewagjibkan manusia untuk menegakkan keadilan dan
menghilangkan sengketa yang terjadi antara manusia, adapun beberapa alternatif
penyelesaian sengketa di dalam Islam dapat ditempuh dengan tiga cara: al Shulh,
al Qadla’ dan al Tahkim.* Tiga metode penyel esaian sengketa tersebut merupakan
metode yang ditetapkan dalam Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Berikut penjelasan tiga metode tersebut dalam menyel esaikan sengketa keluarga:
A. Al Shulh dalam keluarga Islam

1. Pengertian Al Shulh
Al Shulh () sebagaimana dijelaskan dalam kamus Lisan al Arab secara
bahasa berasal dari kata Shalaha-yashlahu (b= — ) yang artinya baik, lawan
katadari al fasddu ( )? yang artinya rusak. Al shulhu artinya adalah perdamaian
antara kaum (tashaluhu al gawmu bainahum) dan juga penyerahan diri dan
perdamaian (al silmu),® dalam kamus Mu’jam al Wasith diartikan dengan:
mengakhiri perselisihan (i s=all Li)* dan syaikh Qahthan ‘Abdu al Rahman al

Dari memilih dengan arti : menghentikan konflik ( )3

! Qahthan ‘Abdu al Rahman al Dari, ‘Aqdu al Tahkim fi al Fighi al Islami wa al Qandn al
Wadl’1, (Yordan; Dér a Furgan, 2002) him. 24

2 lbnu Manzhr, Lisan al Arab, Jil. Il (Beirut; D& Shadr, tt), him. 516. Lihat Abi a Husayn
Ahmad bin Féris bin Zakariyd, Mu’jam Magayis al Lughah, jil-I11, (ttp; Dér a Fikr, tt) him. 303

* 1bnu Manzhr, 1bid., 517

* Majma’ al Lughah al ‘Arabiyah, al Mu’jam al Wasith, (Kairo; Maktabah a Syuruq al
Dauliyah, 2004), HIm. 520

® Qahthan ‘Abdu al Rahman al Dari, ‘Aqdu al Tahkim , him. 24.

29
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Menurut syaikh Qahthan ‘Abdu al Rahman al Dari al Shulh menurut
syara’ artinya adalah sebuah perjanjian atau kontrak yang diperoleh untuk
memutuskan perselisihan,® adapun jenis-jenis dari al shulh ini ada beberapa
sebagaimana berikut : shulh yang dilaksanakan antara kaum muslimin dan kafir,
shulh antara pemimpin dan pemberontak, shulh antara suami-istri dalam

perbuatan syigag, dan shulh dalam mu’amalah.’

2. Al Shulh Keluarga dalam Al Qur’an dan Tafsir
Penyelesaian konflik keluarga dengan metode al shulh diperintahkan

dalam Al Qur’an adalah pada perkara nusyuz, hal ini sebagaimanafirman Allah :
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Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz

dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.’

Al Thabari’® menjelaskan tentang takwil ayat ini (jika seorang wanita
khawatir dari suaminya) bahwa seorang istri mengetahui bahwa suami (nusyuz)

bersikap Iebih sombong, lebih berpengaruh dalam keluarga, merasa benci dengan

®Ibid.,

’1bid.,

8 QS. Al Nisa[4]: 128

° Kementrian AgamaRI, Al Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al Nisa[4]: 128, him. 99

19 Al Thabari mempunyai nama asli Muhammad bin Jarir bin Y azid bin Katsir, dikenal dengan
kunyah (gelar) al Imam al ‘lim al Mujtahid Abu Ja’far al Thabari, seorang imam dalam bidang
tafsir, fikih dan sgjarah (tarikh), lahir di Amol Thabaristan (Persia, selatan Laut Kaspia) tahun 240
H."Wafat dalam usia 86 tahun di Baghdad 310 H. Ab( Sahl Muhammad bin Abdu a Rahman al
Maghrawi, Mausu’ah Mawagif al Salaf fi al Agidah wa al Manhaj wa al Tarbiyah Jil- 5, (Kairo;
Al Maktabah al Islamiyah li al Nasyr wa al Tauzi’, tt) him. 1
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beberapa sebab, atau hal lain yang semisal dengan itu saat sedang mempunyai
urusan dengan istri. (atau sikap tidak acuh) istri mengetahui sikap nusyusz nya
suami dengan gejala mengalihkan wajah (pandangan) dari istri saat berduaan.
(maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya) tidak ada salahnya bagi mereka berdua, yakni: bagi istri yang takut
akan sikap nusyuz dari suaminya atau sikap tidak acuh agar mereka saling
berdamai dengan permaian yang sebenar-benarnya. Yaitu sikap istri yang
merelakan jatah pembagian hari untuk dirinya, atau merelakan sebagian haknya
atas suaminya. Demi tetap menjaga keutuhan pernikahan dan menjaga
kelanggengan rumah tangga, dengan tetap berpegang teguh terhadap ikatan
pernikahan antara suami dan istri. Allah mengatakan (dan perdamaian itu lebih
baik) QS. Al Nisa [4]: 128, yakni: rekonsiliasi dengan menanggalkan sebagian
hak untuk tetap menjaga kehormatandan berpegang teguh kepada
janji/akad/sumpah perkawinan adalah lebih baik ketimbang meminta perpisahan
atau perceraian.™

Ibnu Katsir'® menjelaskan bahwa Allah mengabarkan dan mensyariatkan
ketatapan hukum-hukumnya, menyangkut berbagai kondisi suami istri. Adanya
kondisi ketidaksukaan suami terhadap isteri, terkadang akurnya suami bersama

istri, dan terkadang kondisi bercerainya suami dengan istri. Kondisi yang pertama

1 Ab( Ja’far Muhammad bin Jarir al Thabarf, Jami’ al Bayan fi Tafsir al Qur’an,Jil. 7 (ttp;
Dar Hijr, tt), him. 548

2 |bnu Katsir bernama lengkap Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi asy-Syafi’i al-Bushrawi
ad-Dimasyqi. la digelari dengan ‘Imaduddin (penopang agama). Nama kunyahnya adalah Abul
Fida’. la lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir, nishat kepada sang kakek. Dalam fikih, lbnu
Katsir berpegang dengan madzhab Syafi’i. Namun begitu, ia tidak fanatik dengan madzhabnya
tersebut. Ibnu Katsir dilahirkan di Damaskus, Syam. Tepatnya di daerah Majdal yang terletak
sebelah timur Bushra pada tahun 701 H (1301 M). Wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 H/
1373 M.
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adalah seorang istri khawatir suaminya berpaling darinya, istri boleh
menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu
bermalamnya dan lain-lain, dan suami boleh menerimanya. Tidak mengapa istri
mendermakan hak tersebut dan suami menerimanya, untuk itu Allah berfirman
(tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya).
Kemudian Allah mengatakan (dan perdamaian itu lebih baik) QS. Al Nisa [4]:
128 yaitu dari perceraian.’®

Allah berfirman (walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir) yaitu;
perdamaian saat kekikiran lebih baik daripada perceraian. Untuk itu, saat Saudah
binti Zum’ah mulai tua, Rasulullah berkehendak menceraikannya, lalu Saudah
berdamai dengan beliau untuk mempertahankannya dan menyerahkan gilirannya
kepada ‘Aisyah, Saudah menerimahal tersebut dan tetap mempertahankannya.'*

Al Qurthubi®® membedakan arti nusyuz dan i’radl dengan mengutip
pernyataan dari al Nuhas yang mengatakan bahwa nusyuz adalah menjauhi dan
iI'radl adalah suami tidak ingin berbicara dan bersikap tidak ramah kepada
istrinya. Sebab turun ayat ini adalah takutnya Saudah binti Zum’ah diceraikan

oleh Rasulullah.®

B3 Ab( a Fida Isméil bin Umar bin Katsir, Tafsir al Qur’an al ‘Azhim jil-2, (ttp; Dar
Thayyibah, 1999), him. 426

“Ibid.,,

5 Al Qurthubi nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al
Anshari a Khazrgji a Andalusi al Qurthubi, ia merupakan seorang ulama dibidang fikih, tafsir dan
ulama dalam bidang bahasa. Lahir di Kordoba tahun 600 H, pindah ke Iskandariyah Mesir pada
tahun 633 H, dan wafat di Minya sebuah kota kecil di Mesir pada Tahun 671 H. Lihat a Mausuah
a Arabiyah al Alamiyah, lihat Ghozi Mubarok, Tradisi Tafsir al Qur’an di Andalusia: Telaah
Historis atas Tokoh, Karya dan Karakteristik, Jurnal Reflektika, Volume 12, No. 2, Juli-Desember
2017. him. 204-205

1 Abu Abdullah a Qurtubi, al Jami’ li Ahkam al Qur’an, Jil-5, (Riyadl; Dar Alim a Kutub,
2003) him. 403
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Fikih dari ayat ini adalah untuk menolak pendapat jahiliyah yang
mengatakan bahwa seorang lelaki menikahi seorang wanita muda tidak boleh
mengganti (menceraikan) yang tua. Ibnu Abi Malikah mengatakan: ketika Saudah
binti Zum’ah sudah tua, dan Nabi hendak menceraikannya. Saudah berkata
kepada Rasul: pertahankan aku (jangan ceraikan aku) dan jadikan jatah hariku
untuk ‘Aisyah. Kemudian Rasul melaksanakan hal tersebut, hingga Saudah
meninggal masih sebagai istri Nabi.’

Al Thabari menjelaskan bahwa para ulama berpendapat tentang jenis al
shulh dalam perkara nusyuz semuanya adalah mubah, jenis al shulh yang pertama
adalah hendaklah istri bersabar atas pemberian suami, al shulh jenis yang kedua
adal ah istri memberikan haknya kepada suami untuk menjaga kehormatan diri dan
suaminya atau dengan tetap berpegang pada ikatan pernikahan, al shulh yang
ketiga adalah bersabar demi menjaga kemulian dengan tidak mendapatkan
pemberian dari suami. ketiga jenis al shulh tersebut adalah mubah/boleh. Al shulh
kadang-kadang terjadi dengan model sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri
Nabi yakni salah seorang dari istri memberikan hak bermalam kepada istri yang
lainnya.*®

Wahbah Zuhaili'® menjelaskan bahwa banyaknya perselisihan yang terjadi

antara suami istri adalah akibat salah faham atau buruknya pemahaman suami

Y Ibid., him. 404

' Ibid., him. 405

1% Wahbah Zuhaili atau Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang
menguasal berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia,
pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau
ditahirkan di desa Dir “Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Wafat pada Sabtu sore
tanggal 8 Agustus 2015 pada usia 83 Tahun. Lihat http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-
syekh-wahbah-zuhaili. Akses pada Ahad 24 Februari 2019 Pukul. 18:23 WIB.



istri, terlebih lagi dalam memahami sunnah yang prioritas dalam kehidupan suami
istri. Adapun metode menghilangkan perselishan adalah dengan cara
mendekatkan perseps dan rekonsiliasi antara suami istri dengan mengedepankan
kebijaksanaan, kebaikan, keadilan dan menjauhi saling menjelekkan salah satu
diantara keduanya. Karena sesungguhnya keadilan merupakan landasan untuk
menjaga hubungan yang balk dan menjaga keutuhan keluarga untuk
menghilangkan perselisihan dan persengketaan. Allah Ta’ala telah menurunkan
semua petunjuk di dalam al Qur’an untuk mencapai rekonsiliasi/al shulh dan

keadilan dalam hubungan kepadaistri.

3. Al Shulh Keluargadalam Sunnah

Al Shulh sebaga metode menyelesaikan konflik keluarga terutama
permasalahan antara suami istri dalam menjelaskan sebab turunnya ayat QS. Al
Nisa [4]: 128, terdapat tiga hadits yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat
tersebut yang paling masyhur adalah hadits yang menjelaskan kisah Saudah binti
Zum’ah istri Rasul yang takut akan diceraikan oleh Rasul hanya diriwayatkan

melalui jalur Tirmidzi, bunyi haditsnya sebagaimana berikut:
Y EIE oy ke B Lo L0 il O 83gm Coas 106 (B 1 oo
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Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Saudah takut akan
diceraikan oleh Nabi SAW., Saudah berkata kepada Nabi, *“Jangan

ceraikan aku dan tetaplah berpegang teguh dalam ikatan penikahan
denganku, dan jadikanlah pembagian hariku untuk ‘Aisyah”, Nabi pun

2 \Wahbah Zuhaili, al Tafsir al Wasith, Jil-1, (Damaskus; Dar a Fikr, 1422 H) him. 388
2! Muhammad bin Isa Abu Isa a Tirmidzi a Sullami, al Jami’ al Shahih Sunan al Tirmidzi,
jil-5, Hadits No. 3040 (Beirut; Dar lhya al Turats al ‘Arabi, tt) him. 249



35

melakukannya. Kemudian turunlah ayat (fala jundha ‘alaihima an
yushliha baynahumé shulh& wa al shulhu khair). (HR. Al Tirmidzi)

Hadits tersebut diatas setelah penulis telusuri hanya diriwayatkan oleh

Tirmidzi® dan a Thabrani®® sgja. berikut hadits yang lain:
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Artinya : dari Sa’id bin Musayyab, bahwa Rafi’ bin Hudayj menikahi
putri Muhammad bin Maslamah, ia ingin mencerailkannya, pultri
Muhammad bin Maslamah berkata “jangan ceraikan aku dan berikanlah
giliranku sesuai kemauanmu, lalu Allah menurunkan ayat (Dan jika
seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,

tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya). (HR. Al Hakim)

0z s s sr0 - °

Hadits yang lebih singkat dan esensi dari makna haditsnya sama juga dapat

ditemukan dalam shahihayn®, dengan teks hadits sebagaimana berikut :

% Tirmidzi, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin &
Dlahak, lebih dikenal dengan al Tirmidzi, Abu Isa. Seorang ulama hadits yang mengumulkan
hadits dalam bukunya Al Jami’ yang lebih kita kenal dengan sebutan Sunan al Tirmidzi. Lahir di
kota Tirmidz pada tahun 209 H dan wafat tahun 279 H atau 824-892 M. Guru pertamanya adalah
Ishag bi Rawaih dan diantara guru-gurunya tempat menuntut ilmu dan meriwayatkan hadits
diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Qutaibah bin Sa’id. Diantara
murid-muridnya adalah Abu Bakar bin Ismail al Samargand, Abu Hamid al Marwazi dan Al Rabi’
bin Hayyan a Bahiliy. Lihat Turjumat a Imam al Tirmidzi dalam kitab al Syamail a
Muhammadiyyah, e-book, android apps, developed by Al Reda Apps.

% |mam al Thabrani, nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathir
al-Lakhami Al Syami a Thabrani, dipanggil dengan nama Abu a Qasim, lahir pada bulan Safar
260 H di kota Aka, Palestina. Pertamakali belgjar hadits pada tahun 273H, ia hidup selama 100
tahun lebih, meninggal di kota Isfahan pada tanggal 29 Dzulga’dah 360 H. Lihat al Mausu’ah al
Arabiyah al ‘Alamiyah, Maktabah Syamilah.

% Abi Abdillah al Hakim, al Mustadrak ‘Ala al Shahihayn, Jil. 2, Hadits No. 3205 (Ttp; tt,
Maktabah Syamilah) him. 308, lihat Said bin Manshdr, Sunan Said bin Manshdr, Jil. 4, Hadits No.
701 (ttp; Maktabah Syamilah, tt) him. 1398

 Kitab Shahihayn atau dua kitab hadits shahih yang derajat jebenaran haditsnya paling baik
diantara kitab-kitab hadits yang lain, dan penyematan ini disepakati oleh paraulama. yakni Shahih
Bukhari dengan judul kitab hadits al Jami’ al Shahih yang ditulis Imam Bukhari dan Shahih
Muslim yang judul kitab haditsnya juga sama yakni al Jami’ al Shahih yang ditulis oleh Imam
Muslim. Lihat Manna’ al Qaththan, Mabahits fi Ulum al Hadits, (Mifdhol Abdurrahman,
Penerjemah) Pengantar Studi I1mu Hadits, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2005) him. 57
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Artinya: dari Aisyah RA, Allah berfirman (jika seorang wanita khawatir
akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya) Aisyah berkata, yaitu
seorang laki-laki yang mempunyai istri sudah tua yang tidak lagi
bereproduksi, ia bermaksud menceraikannya, lalu wanita itu berkata, aku
jadikan giliranku bebas untukmu, maka turunlah ayat ini. (HR. Bukhari
dan Muslim)

Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fath a Bari tentang hadist ini dalam bab
pembahasan seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, bahwa hadits ini tidak turun tentang untuk siapa, tetapi hadits ini turun
tentang apa. Yakni tentang seorang istri yang telah merelakan hak pembagian
harinya kepada suaminya, jika istri sudah merelakan hak pembagian harinya
ditentukan oleh suaminya, suami boleh sgja menetapkan hak tersebut sesuai
kehendak dirinya sendiri. Hal ini yang diriwayatkan oleh a Tsauri, a Syafii,
Ahmad dan dikeluarkan oleh al Baihaqgi dari ‘Ali, yang diceritakan kepada nya
dari Ibnu al Mundzir dari Ubaidah bi ‘Amru, Ibrahim, Mujahid dan lainnya.?’

Dalam kitab ‘Umdatu al Qari dijelaskan bahwa QS. Al Nisa [4]: 128 ini
menjelaskan bahwa Allah SWT mengabarkan dan mensyariatkan tentang kondisi
suami istri. Menjelaskan kondisi masing-masing pribadi suami terhadap istri,
menj elaskan baiknya suami kepada istri dan juga menjelaskan kondisi suami yang

meceraikan istrinya. Kondisi pertama dalam dalam ayat ini menjelaskan tentang

kondisi seorang istri yang takut suaminya akan pergi atau berpaling darinya,

% Al Bukhari, al Jami’ al Shahih, Jil. 3, Hadits No. 2694 (Kairo; Dar al Sya’bi, 1987) him.
240., lihat Muslim, al Jami’ al Shahih,Jil. 8, Hadits No. 7722 (Beirut; Dar a Jil, tt) him. 241

7" |bnu Hajar al ‘Asgalani, Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari, Jil. 9 (Beirut; Dar a
Ma’rifah, 1379H) him. 304
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hendaklah istri merelakan haknya secara keseluruhan atau sebagian atas nafkah,
pakaian, bermalam atau hak-hak lainnya, dan hendaklah suami menerima kerelaan
dari istrinya. Hal tersebut tidak mengapa istri merelakan haknya atas suaminya,
dan hendaklah suaminya menerima. Karena demikian Allah berfirman : tidak
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya (QS. Al
Nisa [4]: 128) kemudian Allah berfirman : dan perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka) (QS. Al Nisa [4]: 128) atau perdamaian itu lebih baik dari perceraian.
Diriwayatkan dari Abu Dawud al Thayalisi dari Sulaiman bin Mu’adz dari Samak
bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata : Saudah takut akan diceraikan
oleh Rasulullah, kemudian Saudah berkata : Ya Rasulullah janganlah engkau
menceraikan aku, dan jadikanlah bagian hariku untuk ‘Aisyah,” dan kemudian
Rasul melaksanakan hal tersebut, kemudian turunlah QS. Al Nisa [4]: 128.
Diriwayatkan juga dari a Tirmidzi dari Muhammad bin a Matsani dari Abi
Dawud a Thayalisi, ia mengatakan hadits ini hasan®® gharib® dan ia berkata
bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Rafi’ bin Hudayj yang ingin meceraikan
istrinya.*

Allah berfirman (jika seorang wanita khawatir) atas suaminya berlaku

nusyuz yakni suami meremehkan dan tidak memberikan nafkah, meninggakan

% Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung kepada Nabi, diriwayatkan oleh
periwayat yang ‘adil, tidak mengandung syadz ataupun illat, tetapi diantara periwayatnya dalam
sanad ada yang kurang dhabith. Lihat 1dri, Sudi Hadits, (Jakarta; Kencana, 2010) him. 159.

? Adapun istilah “hasan gharib” tidak sama dengan istilah hadits hasan. Yang dimaksud
dengan hadits hasan gharib adalah hasan (bagus) secara sanad dan tidak dikenal/asing (gharib)
disebabkan karena salah seorang perawinya meriwayatkan hadits tersebut seorang diri. Konsultasi
Syariah.com, Hadits Hasan Shaih dan Hadits Hasan Gharib menurut Tirmidzi,
https://konsultasi syariah.com/3684-hadits-hasan-shahi h-hasan-gharib-dan-hadits-gharib-menurut-
tirmidzi.html. Akses pada Ahad, 3 Maret 2019, Pukul 11:12 WIB.

% Badr a Din al ‘Ainf al Hanafi, ‘Umdat al Qari Syarh Shahth al Bukhari, Jil. 13 (Beirut; Dar
Ihya Turats al ‘Arabi, tt) him. 271
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hak kasih sayang suami kepada istri, dan menyakiti istri dengan cara memukul
atau lainnya. Atau suami belaku i’radl/tidak acuh yakni suami tidak ingin
berbicara kepadaistrinya yang disebabkan oleh bentuk tubuh yang sudah berubah
menjadi jelek/buruk atau hal lainnya. Jawabannya adalah firman Allah “tidak
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya” dan
perdamaian yang dimasudkan disini adalah hendaknay mereka berdua (suami-
istri) saling berdamai dan memperbaiki diri dengan merelakan sebagian atau
seluruh haknya sebagaimana yang dilakukan oleh Saudah binti Zum’ah saat ia

takut akan diceraikan oleh Nabi.>*

4. Al Shulh Keluargadalam Fikih

Imam Syafii berpendapat atas ayat ini tentang shulh/perdamaian antara
istri dan suami dilaksanakan, ia berkata : apabila seorang wanita khawatir sikap
nusyuz suaminya, tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap
nusyuz suami terhadap istri adalah tidak menyenangi dirinya. Allah SWT
membolehkan bagi suami untuk tetap menahan istrinya meski tidak
menyenanginya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai. Pada
yang demikian itu terdapat dalil, inti kesepakatan dama ini adalah s istri
membebaskan suami dari sebagian kewagjiban dirinya. Allah berfirman,
“bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak..” (QS. Al Nisa[4]: 19).%

* bid., Jil. 18, him. 191
%2 Muhammad bin Idris a Syafii, Al Um, Jil-5 (Beirut; Dar al Ma’rifah, 1393H) him. 189
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Kemudian Imam syafii berkata perihal al habsu (menahan/tidak
menceraikan istri) setelah al shulh : boleh bagi suami untuk menahan (tidak
menceraikan) istrinya, meski tidak memenuhi sebagian giliran bermalam
dengannya, atau tidak bermalam sama sekali dengannya selama istri meridhai hal
tersebut. Tapi bilaistri menuntut kembali pemenuhan hak atas dirinya, tidak halal
bagi suami selain berbuat adil kepadanya atau menceraikannya.*

Magjallat a Ahkam a Adliyah menyebutkan al Shulh (perdamaian) adalah
suatu akad untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara saling merelakan. Akad
tersebut terjadi dengan adanya ijab dan gabul.** Maksudnya dengan adanya
kerelaan dari dua pihak yang sedang perselisihan masih ada dan keduanya sepakat
menghapus perselisihan dengan adanya kerelaan; rukun dari perdamaian tersebut
harus ada ijab dan gabul yang beris tentang akad yang dihasilkan dari ijab pada
pihak pertama dan gabul pihak kedua®* Orang yang membuat akad perdamaian
disebut al Mushalih yaitu para pihak yang melakukan perdamaian baik
penggungat maupun tergugat. Harta atau manfaat sebagai penggantian dalam
perdamaian disebut al mushalih ‘alaih (imbalan perdamaian). Sesuatu yang
dituntut dari suatu perdamaian adalah perkara yang diperselisihkan (al mashalih

‘anhu).*®

*1pid.,

# Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, Majallat al Ahkam al
‘Adliyah, (tt, Maktabah Syamilah), him. 297, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, alih
bahasa HA. Djazuli, dkk., (Bandung; Kiblat Press, 2002) him. 363

% Ali Haidar, Duraru al Hukkam Syarh Majallat al Ahkam, Jil-4, (Arab Saudi; Dar ‘Alam al
Kutub, 2003), him. 7

% Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, Majallat al Ahkam, him.
297 dan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, alih bahasa HA. Djazuli, dkk., him. 363
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Perdamaian terdiri atas tiga bagian: Pertama, perdamaian dengan adanya
pengakuan, yaitu suatu penyelesaian yang disampaikan tergugat; Kedua, berupa
perdamaian melalui penolakan dari tergugat; Ketiga, berupa perdamaian dengan
diamnya tergugat, tidak melakukan pengakuan maupun penolakan.®

Al Shulh dalam keluarga menurut Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan
antara suami dan istri untuk melepaskan sebagian haknya, seperti mengurangi
giliran bermalam bagi istri, mengurangi bagian nafkah terhadap istri hingga
mereka berdua lebih memilih pernikahan untuk menjaga kehormatan.®®

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam bab al shulh pada permasalahan
mu’amalah dengan memberikan rukun dan syarat pada al shulh. Adapun rukun al
shulh yang disepakati oleh jumhur empat mazhab adalah :

1) Duaorang yang membuat akad perdamaian (mutashalihani)

2) Shigat ljab dan Qabul

3) Subyek perselisihan (mushthalih ‘anhu)

4) Penggantian rekonsiliasi (mushthalih “alaih)®

Al Shulh dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
shighat ijab dan gabul, syarat dua orang yang melakukan al shulh, syarat subyek
yang direkonsiliasi serta syarat dalam penggantian al shulh.

Pertama, syarat dalam shighat ijab dan gabul hendahlah terdapat kalimat
yang menunjukkan perdamaian antara dua orang yang bersepakat untuk

melakukan al shulh, seperti pihak pertama hendaknya mengatakan “aku berdamai

¥ Ibid., him. 298

¥ Abdul Karim Zaidan, al Mufashshal fi Ahkdm al Mar’ah wa al Baitu al Muslim fi al
Syari’ah al Islamiyah, Jil. 8, (Beirut: Muassasah a Risalah, 1993) him. 411

¥ Wahbah Zuhaili, Mausu’ah al Figh al Islami wa al Qadlaya al Mu’ashirah, Jil. 5,
(Damaskus, Dar a Fikr, 2010) him. 189
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denganmu atas persoalan ini dengan perdamaian sepeti ini” (shalihtuka ‘ala kadza
bi kadza) dan pihak kedua menjawab dengan “aku terima, atau aku ridha dalam
perdamaian ini, atau aku terima perdamaian ini”. Al shulh juga dianggap sah
dengan adanya |afadz kerelaan atau surat perdamaian atau sejenis dengannya.*

Kedua, syarat bagi orang yang mengadakan perdamaian (para pihak).
Sebagaimana berikut:

1) Hendaklah para pihak berakal

2) Baligh (dewasa)

3) Tidak murtad/Muslim (syarat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh

Abu Hanifah, sementara ulama lain tidak menetapkan syarat ini).**

Magjallat a Ahkam a Adliyah dalam pasal 1539 menjelaskan bahwa syarat
bagi orang yang membuat suatu akad perdamaian harus sehat akalnya, ia tidak
perlu sudah baligh. Oleh karenaitu, akad perdamaian yang dibuat oleh orang gila,
atau orang dungu, atau anak yang belum mengerti (ghairu mumayyiz) mutlak
tidak sah.*

Ketiga, syarat bagi subyek yang diperselishkan dan diadakan al shulh
terhadapnya haruslah benda yang baik, bukan atas benda yang haram. Keempat,
Syarat atas penggantian perjanjian dalam al shulh adalah harus adanya sesuatu
yang diingkari, atau yang didiamkan.*

Syaikh Utsaimin mengatakan orang yang melakukan al shulh harus

merelakan sebagian haknya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau

“Olbid.,

*! Ibid., him. 190

“2 Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, Majallat al Ahkam,him. 298
* Ibid., him. 191
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seandainya salah satu pihak bersikeras untuk mengambil haknya dan pihak lain

melakukan hal yang sama. Al shulh tidak akan pernah terwujud.*

B. Al Qadladalam Keluarga lslam

1. Pengertian Al Qadla

Al Qadla secara bahasa berasal dari kata gadla () yang mempunyai
banyak arti diantaranya: Pertama, al ada’u (menunaikan)® firman Allah : fa idza
gadlaytum al shalata (apabila kamu telah menunaikan shalat mu). QS. Al Nisa
[4]: 103. Kedua, al hukmu (memutuskan)* firman Allah: fagdli ma anta gadlin
(maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan). QS. Thaha[20]: 72. Ketiga, al
gadla dalam bentuk kata sifat mempunyai arti al shan’u (membuat), al hatmu
(memaksa) dan al bayan (menjelaskan).*’

Muhammad Salam Madkur menjelaskan para ulama fikih memberikan
defeniss al gadla yaitu *“suatu keputusan produk pemerintah”, atau
“menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan”. Kalau dikatakan gadla al
gadli artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada yang punya. Berdasarkan
defenisi ini jelas bahwa penetapan itu sifatnya melaksanakan perintah agama dan

bukan menciptakannya karena perintah itu tetap diperkirakan adanya, sedangkan

“ Muhammad bin Shalih bin Muhammad al ‘Utsaimin, Syarh Riyadl al Shalihin, Jil-3
(Riyadl; Dar al Wathan li a Nasyr, 1426H) him. 34

%5 Ahmad bin Muhammad bin “Ali al Fayyumi, al Misbah al Munir,Jil-2, (Beirut; Maktabah
Lubnan, 1987) him. 507

“6 Abi a Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al Lughah, jil-5, (ttp; Dar al
Fikr, 1979) him. 99

4" Majdi al Din Muhammad bin Ya’qub al Fairuzabadi, al Qamus al Muhith, (Beirut;
Muassasah a Risalah, 2005), him. 1325
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kata “menetapkan” itu sifatnya “menetapkan yang lahir” dan bukan menetapkan
sesuatu yang belum ada.*®

Ada yang berpendapat bahwa al gadla artinya “mencampuri urusan
makhluk dengan Khaliknya, untuk menyampaikan perintah-perintah-Nya dan
hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan al Qur’an dan al Sunnah”
dari pendapat ini timbul pengertian al gadla adalah “menyelesaikan sengketa
antara dua pihak dengan hukum Allah”. Adajugayang berpendapat artinya adalah
“memutuskan hukum antara manusia dengan benar, dan memutuskan hukum
dengan apa yang diturunkan Allah.”*

Menurut al Khatib a Syirbini dalam kitabnya Mughni a Muhtg],
pengertian al gadla secara syari’at adalah memisahkan dua orang yang berselisih
atau lebih dengan menggunakan hukum Allah SWT.* lamengutip pendapat a 1zz
bin Abdi al Salam yang mengatakan al gadla adalah sekumpulan aturan yang
digunakan oleh para hakim dalam satu wilayah (yurisdiksi) untuk menjelaskan
hukum syariat pada kondis saat itu terhadap orang yang diwgjibkan atas hakim
untuk memutuskan perkara tersebut perbuatan hakim tersebut tidak sama dengan
perbuatan mufti. Sementara hukum yang tetapkan oleh mufti adalah tidak wajib
untuk dilaksanakan. Dengan demikian al gadla merupakan hukum itu sendiri
yang didalamnya terdapat hikmah yang diwajibkan untuk menetapkan hukum

sesuai dengan tempatnya dengan tujuan menghilangkan kezaliman.™

8 Muhammad Salam Madkur, al Qadla’u fi al Islam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam
Istam (Surabaya; PT. Binallmu, 1993) him. 20

“bid.,

% Syamsu a Din Muhammad bin a Khatib a Syirbini, Mughnt al Muhtaj 11a Ma’rifati
Ma’ant Alfadzh al Minh4j, Jil-4, (Beirut; Dér al Ma’rifah, 1997), him. 497

*!|bid.,



2. Sgarah Penyelesaian Sengketa Keluarga di Lembaga gadla (Peradilan)
Lembaga peradilan di dalam Islam telah ada sgjak Rasulullah SAW hijrah
ke Madinah, ha ini ditandai dengan berdirinya negara Islam, Islam berupaya
mengatur seluruh urusan masyarakat dan meletakkan dasar dari peradilan.® Pada
masa awa negara Ilam di Madinah Rasulullah sendiri yang menjadi hakim
(gadli) yang pertama dan orang yang pertama pula menjadi hakim dalam segjarah
peradilan Islam hal ini karena Rasulullah SAW adalah seorang yang menjadi
teladan dalam segala hal di dalam Islam, termasuk perihal peradilan.®
Perkembangan peradilan di zaman Rasulullah SAW tentunya tidak sama
seperti peradilan yang kita saksikan saat ini, Rasulullah SAW sebagal suritauladan
dalam tindakan hakim dan peradilan, pada masanya belum membentuk hukum
acara, Rasulullah masih menggabungkan didalam peradilan antara gugatan dan
tuntutan persengketaan dengan fatwa dalam menjelaskan hukum dan
menyelesaikan perselisihan.® Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam
menyelesaikan perkara yang dilaporkan oleh Hindun istri Abu Sufyan,
sebagaimana bunyi hadits berikut:
B o & Jsmy Jo OLEL T 8e Lee & Ln Sdis 126 il e
o RGN o ans Y g oy S0 U ) ol Ja § 20 (g o
i g o Lo e i o ST 0 5
55«%1—9

-

°2 Muhammad Zuhaili, Tarikh al Qadla fi al 1ISam, (Beirut; Dar al Fikr, 1995) him. 40

> bid., him. 42

> 1bid., him. 53

% Muslim bin a Hajjaj, Shahth Muslim, Jil. 5, Hadits No. 1714, (Beirut; Dar Ihya a Turats al
‘Arabi, tt) him. 1338
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Artinya : Dari ‘Aisyah RA, ia berkata : Hindun binti ‘Utbah, isteri Abu
Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata : Waha Rasulullah,
sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak
memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku
dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa
sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW
menjawab : ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf yang cukup buatmu
dan anakmu. (HR. Muslim)

Perkembangan peradilan di zaman khulafaurrasyidin 11-40H® tidak
mengalami perubahan yang signifikan, karena pada masa ini peradilan hanya
cenderung meneruskan yang telah dilakukan dan dibentuk oleh Rasulullah
SAW.>" Perkembangan peradilan cenderung mengikuti perkembangan fikih.

Perubahan yang signifikan dan jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya
pada sistem peradilan Islam adalah masa kekhalifahan Ustmaniyah dengan
diterbitkannya kompilas hukum perdata Islam (majallat al ahkam al adliyah)
yang disusun mulai tahun 1869 dan rampung pada tahun 1876 M.>®

H. A. Djazuli mengatakan bahwa sebelum terbitnya kompilasi hukum
perdata (majallat al ahkam al adliyyah) kekhalifahan Ustmaniyah dihadapkan
kepada masalah keberagaman putusan dari lembaga perdatanya, karena setiap
pengadilan mengambil bahan pertimbangan hukumnya dari berbagai macam kitab
fikih, yang sangat banyak jumlahnya dari satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi.
Untuk menjamin kepastian hukum, kekhalifahan Ustmaniyah membentuk satu

panitia yang terdiri dari ulama-ulama besar dan fugaha untuk membuat kodifikasi

% Muhammad Zuhaili, Tarikh al Qadl, him. 79, Manna’ al Qaththan, Tarikh al Tasyri’ al
Islami al Tasyri’ wa al Figh,(Riyadl; Maktabah al Ma’arif li al Nasyr wa al Tauzi’, 1996) him. 183

> |bid., him. 84

*® H. A. Djazuli, Isam Rahmatan li al Alamin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Islam, him. xx
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hukum perdata Islam yang dijadikan sebagai pegangan bagi para hakim perdata
dan warga negara di seluruh wilayah kekhalifahan Ustmaniyah.>

Peristiwva penting yang terjadi pada masa kekhalifahan Ustmaniyah ini
adalah berpindahnya kewenangan penetapan hukum dari mujtahid fardi (ijtihad
individual), kepada mujtahid jamai (ijtihad kolektif) dan kewenangan
pembentukan hukum diserahkan kepada negara, khususnya lembaga legidatif.
suatu kecendrungan umum dunia Islam di bidang hukum keluarga, wakaf dan
zakat.*®

Penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga peradilan di Indonesia
merupakan bagian dari sgarah panjang peradilan agama, di masa kergaan-
kergjaan Islam nusantara. Pada abad ke-V 11 Islam telah dianut oleh sebagian besar
masyarakat nusantara. Menurut Hamami, Penergpan hukum Islam dalam
kehidupan masyarakat nusantara dalam hal penyelesaian masalah muamalah,
munakahat dan uqubat diselesaikan melalui peradilan agama. Walaupun secara
tertulis yuridis lembaga peradilan agama belum ada tetapi dalam prakteknya telah
ada penerapan peradilan agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara
tersebut.*

Tata hukum di Indonesia dan termasuk hukum perkawinan yang berlaku
senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman, perkembangan
masyarakat® dan politik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD

tentang politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang

*bid.,

% |bid.,

¢ Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Y ogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004)
him. 4

62 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta; Prenhallindo, 2017) him. 5
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hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun
dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.®®

Hal ini dapat dilihat dalam sgjarah pembaharuan hukum perkawinan di
Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan.® Khoiruddin Nasution
menjelaskan perkembangan hukum perkawinan pasca kemerdekaan Indonesia
dengan membagi 3 (tiga) fase perkembangan. Pertama, masa orde lama. Kedua,
masa orde baru. Ketiga, masa reformasi hingga sekarang.®® Dalam persoalan
penyelesaian sengketa keluarga di Peradilan Agama pertamakali dikokohkan oleh
kolonial Belanda pada tahun 1882 dengan ditetapkannya aturan pembentukan
peradilan agama Jawa dan Madura dalam Staatsblad 1882 No. 152. Lahirnya
peradilan agama ini berdasarkan keputusan Raja Belanda yang mulai berlaku
tanggal 1 Agustus 1882.%°

Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan jelas menyatakan bahwa
setiap sengketa atau perselishan yang berkaitan dengan hukum keluarga
diselesaikan di Peradilan Agama. Sebagai contoh dalam persoalan berikut :

Tabe 2.1 Pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974
Y ang mewajibkan penyelesaian perselishan dalam rumahtangga

Di Pengadilan
No Pasal dan Ayat Bentuk Perselisihan
1 | Pasa 4 ayat (1) Izin poligami (seorang suami akan beristri lebih
dari seorang)
2 | Pasal 7 ayat (2) Dispensasi perkawinan pria belum mencapai

% Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta; Raja Grafindo, 2014) him. 1

® Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan
Hubungannya dengan Hukum Internasional, (Y ogyakarta; Y ustisia, 2016) him. 45-55

® Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam
Indonesia, (Y ogyakarta; Academia + Tazzafa, 2010) him. 133-152

% H.A. Basiq Djalil, Peradilan Agama, him. 48
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No Pasal dan Ayat Bentuk Perselisihan
umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur
16 tahun dalam

3 | Pasal 17 ayat (1) Pencegahan perkawinan

4 | Pasdl 21 ayat (3) Penolakan pencatatan perkawinan oleh pegawai

pencatat perkawinan

5 | Pasa 25 Pembatalan perkawinan

6 | Pasal 38 Putusnya perkawinan

7 | Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan

8 | Pasal 40 Gugatan perceraian digjukan kepada pengadilan

9 | Pasal 41huruf (b & €) Putusan pengadilan akibat putusnya perkawinan
terhadap ibu dapat ikut memikul biaya
pemeliharaan anak bila ayah dianggap tidak
mampu dan bekas suami memberikan biaya
penghidupan bagi bekasistri.

10 | Pasal 44 ayat (2) Pengadilan memberikan  keputusan tentang
sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang
berkepentingan

11 | Pasal 49 ayat (1) Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak

12 | Pasal 53 ayat (2) Pencabutan kekuasaan wali

13 | Pasa 54 Wali yang menyebabkan kerugian atas harta
benda anak yang berada di bawah kekuasaannya
wajib mengganti rugi

14 | Pasal 55 ayat (2 & 3) Penetapan asal usul anak dan pencatat kelahiran
wajib mengeluarkan akte kelahiran anak yang
bersangkutan

15 | Pasal 60 ayat (3 & 4) Putusan pengadilan sebagai bukti terpenuhi syarat
perkawinan campuran

16 | Pasal 63 ayat (1) huruf | Yang dimaksud pengadilan bagi orang beragama

(@

Islam adalah Pengadilan Agama.

Tabel 2.1.2 Sambungan
Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan
Agama, Dirjen Binmas DEPAG RI, 2004

Selain undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Indonesia juga mempunyai hukum Islam tentang penyelesaian sengketa keluarga

yang sudah dikodifikasi dan diberlakukan oleh pemerintah sebaga sumber
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materiil dilingkungan peradilan agama yaitu Instruks Presiden Republik
Indonesai Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).%’

Dalam KHI terdapat banyak pasal yang menyatakan bila terjadi
permasalahan dan atau persengketaan keluarga maka harus diselesaikan di
pengadilan agama. Diantara banyak pasal tersebut antaralain:

Tabel 2.2 Pasal-pasal dalam KHI

Y ang mewajibkan penyelesaian perselisihan dalam rumahtangga
Di Pengadilan Agama

No Pasal dan Ayat Bentuk Perselisihan

1~ | Pasal 7 ayat (2) perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah dapat diajukan ltsbat nikah

2 | Pasa 8 ceral hidup hanya dapat dibuktikan dengan
adanya putusan Pengadilan Agama

3 | Pasal 23 ayat (2) wali hakim dapat menggantikan wali adhal dalam
pesebuah pernikahan setelah ada putusan
Pengadilan Agama

4 | Pasa 51 gugatan cerai dan atau pembatal an pernikahan
karena pelanggaran perjanjian perkawinan sebagai
alasan perceraian

5 | Pasal 56 wajib izin poligami

6. | Pasal 57 dan 58 alasan permohonan izin poligami

7 | Pasal 65 pencegahan perkawinan

8 | Pasal 69 ayat (3) permohonan pencatatan perkawinan atas petugas
pencatat nikah yang enggan untuk mencatat
perwinan

9. | Pasal 71 huruf (a) alasan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan
Agama sebab suami melakukan poligami tanpa
izin

10 | Pasal 74 ayat (1) permohonan pembatal an perkawinan

11 | Pasal 88 penyelesaian perselisihan harta bersama

12 | Pasal 96 ayat (2) Putusan pengadilan atas pembagian harta bersama
dalam permasal ahan kepastian hukum suami atau
itri yang hilang

13 | Pasal 98 ayat (3) penunjukan pemeliharaan anak pada kerabat dekat

14 | Pasal 102 ayat (1) gugatan suami mengingkari anak yang lahir dari
istrinya

15 | Pasal 103 ayat (2 & 3) | penetapan asal usul anak

16 | Pasal 107 ayat (3) penetapan perwalian anaka kepada kerabat dekat

" H.A. Basiq Djdlil, Peradilan Agama, him. 129
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No Pasal dan Ayat Bentuk Perselisihan

17 | Pasal 109 pencabutan hak perwalian anak

18 | Pasal 111 penyelesaian perselisihan harta anak yang berada
dibawah perwalian

19 | Pasdl 115 perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan
sidang Pengadilan Agama

20 | Pasal 117 ikrar talak

21 | Pasal 119 ayat (2) huruf | Salah satu bentuk talak ba’in adalah yang

(© dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

22 | Pasal 123 Perceraian terhitung mulai pada saat dinyatakan di
depan sidang pengadilan

23 | Pasal 128 Li’an hanya sah bila dilakukan dihadapan sidang
pengadilan

24 | Pasal 129-148 Tata cara perceraian di pengadilan

25 | Pasal 156 huruf (e) Perselisihan hadlanah anak

26 | Pasal 165 Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas
isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan
Pengadilan Agama

Tabel 2.2.2 Sambungan
Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan
Agama, Dirjen Binmas DEPAG RI, 2004

Pasal-pasal tersebut diatas merupakan kumpulan hukum Islam yang sudah
dikodifikas dan dijadikan sebagai rujukan hukum Islam yang berlaku di
Indonesia khususnya dalam menyelesaikan ragam perselishan keluarga. Adapun
sgarah ide pembentukan KHI adalah ketika dirasakan adanya kelemahan
penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama, dan ada kecendrungan
penerapan hukum yang simpang siur karena banyaknya perbedaan pendapat
ulama dalam penerapan hukum di setiap persoalan.®

Sebab perbedaan itu adalah banyaknya sumber materill dari penetapan
hukum di Peradilan Agama, Sumber hukum materiil di peradilan agama sebelum

adanya KHI adalah Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No.

B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pel aksanaan Peraturan Pemerintah No.

% |bid., him. 118
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45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agamadi luar Jawa dan Madura
dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan
memutuskan perkara, maka para hakim pengadilan agama dianjurkan agar
menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dari kitab fikih
sebagai berikut®; 1) Hasyiyyah Al Bajirt; " 2) Fathu al Mu’in;”* 3) Hasyiyyah al
Sjarqawi ‘ala Syarhi al Tahrir;”? 4) Qalydbi wa Umairah;”® 5) Fathu al
Wahhab; " 6) Tuhfah al muhtaj;” 7) Targhib al Musytaq;”® 8) Qawanin Syari’ah

li-Sayyid bin Yahya; 9) Qawanin Syari’ah li Sayyid Shadagah; 10) Syamsuri li

* Ibid., him. 166

" Judul lengkap buku ini adalah Hasyiyyah al bajdri ‘ala Syarh al ‘Alamah Ibn Qasim al
Ghazzi ‘ala Matni AbT Suj&’ yang ditulis oleh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Bajuri (1197-
1276H) pernah menjabat sebagai Syaikh Universitas Al Azhar. Buku ini diterbitkan oleh Dé&r al
Minh§ dalam 4 Jilid. Lihat Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Bajuri, Hasyiyyah al bajart, Jil
1, (Beirut; Dé&r a Minhgj, 2016)

™ Judul lengkap buku ini adalah Fathu al Mu’in bisyarhi Qurrati al ‘Ayn bi Muhimmati al Din
yang ditulis oleh Ahmad Zainu al Din bin Abdi al ‘Aziz al Ma’bari al Malibar? atau disingkat
Zainu a Din al Malibari, seorang ulama kelahiran Malabar India dan tidak ada yang mengetahui
tahun lahir atau wafatnya. Kitab ini merupakan penjelasan (syarah) dari kitab Qurrati al ‘Ayn bi
Muhimmaéti a Din yang juga ditulis oleh beliau sendiri. Lihat Zainu al Din a Malibari, Fathu al
Mu’in, (Beirut; Dér Ibnu Hazm, 2004) him. 5-6.

"2 Buku Hasyiyyah al Syargawi ‘ala Syarhi al Tahrir adalah buku yang ditulis oleh ‘Abdullah
bin Hijazi bin Ibrahim a Syarqgawi (1150-1226H). Lihat
http://abusyahmin.blogspot.com/2014/05/hasyiah-syarqawi-al a-syarh-al-tahrir.html Akses tanggal
16:Mei 2020 jam 9.16 wib.

" Qalylbi wa Umairah merupakan dua kitab yang dicetak menjadi satu. Pertama,
Kitab Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, karya a-lmam Syihabuddin
Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi a-Mishri (1069H). Beliau terkenal
dengan al-Qalyubi. Kedua, Kitab Hasyiah ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin,
karya Imam Syihabuddin Ahmad al-Burullusi al-Mishri (907H). Beliau terkenal dengan ‘Umairah.
Lihat http://abusyahmin.blogspot.com/2014/11/hasyiata-gal yubi-wa-umairah-ala-syarh.html.
Aksestanggal 16 Mei 2020 jam 9.28 wib.

™ Kitab ini judul aslinya adalah Fathu Al Wahhab bi Syarhi Manhaji Ath-Thullab yang ditulis
oleh Abu Yahya Zakariya a anshéri. Kitab ini merupakan penjelasan (syarh) dari kitab Manhaju
Ath-Thulldb yang beliau juga adalah penulisnya. Lihat https://irtaqi.net/2018/03/21/mengenal -
kitab-fathul-wahhab-karya-zakariyya-al -anshori/. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.55 wib.

" Kitab ini disebut “Tuhfatu Al-Muhtaj” dan kadang disingkat menjadi “At-Tuhfah”. Ditulis
oleh Abu Al-*Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami. Beliau lahir di Mesir
tahun 909 H di sebuah tempat bernama Abu Al-Haitam. Kitab ini merupakan syarah dari kitab
Minhg] a thalibin karya al Nawawi. Lihat https:/irtagi.net/2018/03/07/mengenal -kitab-tuhfatu-al -
muhtgj-karya-ibnu-hajar-al-haitami/. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 10.27 wib.

"® Judul adli kitab ini adalah Targhib al Musytaq fi Ahkam al Thalag yng ditulis oleh ‘Abdul
Mu’thi al Syamlawi. Lihat http://www.kadl .sa/pdfviewer.aspx?filename=
ky1p6xgdmzsfvyxtzzvtomafamlccty8oekj 96slrcpsccoxxrynztaxiqlh& pub=%27%27. Akses
tanggal 16 Mei 2020 jam 15.47 wib
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Faraid; 11) Bughyat al Musytarsyidin;’’ 12) Al Fighu ‘ala Madzahib al Arba’ah;
13) Mughni al Muhtj.”®

Kompilas hukum Islam adalah fikih Indonesia, ia disusun dengan
memperhatikan kondis kebutuhan umat Islam Indonesia. la bukan merupakan
mahab baru tapi ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan
fikih. la mengarah kepada unifikas mahab dalam hukum Islam. Dalam sistem
hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang

menjadi arah pembangunan hukum nasional Indonesia.”

C. Al Tahkim

1. Pengertian al Tahkim
Secara bahasa Tahkim (2 ) berasal dari kata hakama () yang artinya

adalah qadla ( )®. Tahkim (: ) juga berasal dari kataal Hukmu () yang

" Kitab “ Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba’dh al-Aimmah al-Muta-akhkhirin ”
merupakan sebuah kitab figh yang menghimpunkan ringkas dari berbagai fatwa para ulama
mazhab Syafi’i yang muta-akhirin (kebelakangan). Usaha penyusunan kitab ini dilakukan oleh al-
‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami
(1250-1320), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkenal dan mufti bagi negeri
Hadhramaut, Yaman pada zamannya. Lihat http://abusyahmin.blogspot.com/2015/04/bughyah-al -
mustarsyidin.html. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 16.08 wib

8 Kitab “Mughni Al-Muhtaj” adalah di antara syarah penting kitab “Minhaj Ath-Tholibin”
karya An-Nawawi. Nama singkatnya kadang disebut “Al-Mughni”. Nama lengkapnya
sebagaimana disebutkan pengarang dalam mugoddimah adalah “Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati
Ma’ani Alfazhi Al-Minhaj”. Nama lengkap pengarang adalah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad
Asy-Syirbini. Beliau berasal dari tempat yang bernama Syirbin, sebuah daerah yang pada zaman
sekarang masuk provinsi Dakahlia/Dagohliyyah di Mesir. Gelarnya “Al-Khothib” karena beliau
memang terkenal sebagai khatib di magid yang dinamai dengan namanya. Lihat
https://irtagi.net/2018/03/09/mengenal -kitab-mughni-al -muhtaj -karya-al -khothib-asy-syirbini-2/.
Aksestanggal 16 Mei 2020 jam 16.15 wib

Ibid., him. 119

8 Majma’ al Lughah al ‘Arabiyyah, Al Mu’jam al Wasith, cet-4, (Kairo; Maktabah a Syuriiq
al Dauliyah, 2004) him. 190
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atinyaal gadlau(  )*

yang artinya mencegah terjadinya kezaliman (

). Tahkim juga berasal dari kata al hikmatu ( ) yang artinyaal ‘adlu ()
keadilan, al “ilmu () ilmu pengetahuan, dan al hilmu () kesabaran.® inti dari
keseluruhan makna tahkim secara bahasa adalah al man’u ( ) menolak.
Diartikan sebagai al gadla'u berarti ia menolak dari kezaliman, dan al hikmatu
berarti menolak kebodohan.®®

Secara istilah Tahkim diartikan dengan arbitrase yakni pengangkatan para
pihak yang bersepakat untuk memilih orang ketiga untuk memutuskan perkara
persengketaan diatara mereka. Seseorang pihak ketiga ini disebut dengan hakam
atau muhakam (arbitrator, juri).*

Para fugaha memberikan defenisi tahkim adalah dua orang yang berselisih

mengangkat seorang penengah (hakam) untuk memutuskan perkara diantara

mereka berdua (wem & Wle wadi 15).%° Yang dimaksud dengan al khashmayni

adalah dua orang yang berbeda dan saling berselisih, hal ini jugatermasuk dengan
dua kelompok yang berselisih.®®

Muhammad Zuhaili mengatakan pengertian ini (e o5& Wi bl 1y)

merupakan pengertian yang sangat singkat dan tepat, pengertian ini melingkupi

8 Magjdi a Din Muhammad bin Ya’qub al Fairuzzabadi, al Qamis al Muhith, (Lebanon;
Muassasah a Risalah, 2005) him. 1095

 1pid.,

8 |ihat Qahthan Abdu al Rahman a Duri, ‘Agdu al Tahkim, him. 20

8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, alih bahasa HA. Djazuli (Bandung; Kiblat
Press, 2002) him. 449-450

:z Qahthan ‘Abdu al Rahman al Darf, ‘Aqdu al Tahkim, him. 21

Ibid.,



segala hal yang terkandung dalam proses tahkim dan tidak keluar sedikitpun dari
makna tahkim itu sendiri.®’

Tahkim dalam pengertian undang-undang adalah kesepakatan para pihak
dalam menyelesaikan persoalan tertentu diatara individu, orang banyak atau
badan/lembaga tertentu untuk menetapkan hukum di luar lembaga Peradilan.®®
Dan dalam proses tahkim disyaratkan bagi individu, orang banyak atau
badan/|lembaga merupakan salah satu media menyel esaikan perkara yang kadang-
kadang juga diselesaikan oleh hakim.®

Pengertian tahkim yang ditetapkan oleh ahli hukum mempunyai beberapa
elemen sebagai berikut:

a. Kesgpakatan antara dua pihak yang bersengketa untuk memutuskan
perkara antara keduanya dengan cara tahkim bukan dengan menempuh
jalur peradilan.

b. Dua syarat yang harus ada dalam tahkim adalah: Pertama, dua pihak
yang bersengketa atau lebih. dan Kedua, hakam atau lembaga tahkim
yang mengupayakan damai atau memutuskan perkara antara kedua
belah pihak.

c. Tempat tahkim untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak

yang bersengketa.®

Dengan demikian secara etimologi tahkim berarti mencegah terjadinya

kezaliman dan secara terminologi tahkim berarti dua pihak yang bersengketa

8" Muhammad Zuhaili, al Tahkim al Syar’i , him. 367.

% bid., him. 367

® pid.,

% Qahthan ‘Abdu al Rahman al Dari, ‘Aqdu al Tahkim, him, 23
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bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan bantuan pihak

ketiga.

2. Al Tahkimkeluarga dalam al Qur’an dan Tafsir

Al Qur’an Surat Al Nisa : 35 merupakan ayat yang menjelaskan tentang
proses tahkim dalam keluarga, yang berbunyi sebagai berikut :

S i by T e Lo lal e U 16 g BB i O

P S A .".1; Vo 411 y_,;

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam

dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri
itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan pelgjaran betapa
seriusnya Islam memperhatikan wanita, hubungan suami-istri, dan organisasi
rumah tangga, serta segala sesuatu yang yang berhubungan dengan urusan sosial
kemasyarakatan.”

Proses tahkim menurut sayyid quthb adalah proses terakhir yang ditempuh
bagi keluarga yang khawatir akan--terjadinya persengketaan--sebelum menjadi
kenyataan. Yaitu, dengan dikirimnya seorang hakam/juru damai dari keluarga
wanita yang direlakan oleh wanitaitu dan seorang hakam/juru damai dari keluarga
laki-laki yang direlakan oleh laki-laki itu.*®

Kedua hakam berkumpul untuk mencoba melakukan ishlah/perdamaian.

Jika dalam hati suami-istri itu masih ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk

perbaikan, dan hanya kemarahan sga yang menghalangi keinginan itu, dan

s QS. Al Nisa[4]: 35
%2 Sayyid Quthb, FT Zhilal al Qur’an, Jil-2, (Kairo; Dar a Syurug, tt), him. 657
% 1bid., him. 656
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dengan ditunjang oleh kemauan yang kuat dari hati kedua hakam, Allah akan

memberi kebaikan dan taufik kepada keduanya™ :

laga W1 335 o) 1y g Oy

Artinya : Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Ibnu Katsir berpendapat tentang ayat ini dengan mengatakan bahwa para
fugaha berkata, jika terjadi persengketaan diantara suami isteri, maka didamaikan
oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah
orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim. Bila perkaranya
tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, hakim dapat mengutus
seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk
berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung
maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian. Syari’at

menganjurkan untuk berdamai,* untuk itu Allah berfirman :

«lagim B 85 O] 14 Oy

Artinya : Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas: Allah SWT
memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya)

dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita,

94 .
Ibid.,
% Ab( a Fidalsmail bin Umar bin Katsir, Tafsir al Qur’an al ‘Azhim jil-2, him. 296
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untuk meneliti sigpa diantara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang
melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang istri dan membatasi
kewgjibannya dalam memberikan nafkah. seorang istri yang melakukan
keburukan, mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah
yang diberikan kepadanya. keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu
kembali, boleh sgja perkaraitu ditetapkan. keduanya berpendapat untuk disatukan
kembali, lalu salah satu suami istri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka,
kemudian salah satunya mati, yang meridhainya dapat waris dari yang tidak
meridhai, sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.®®

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah telah
menetapkan tentang proses tahkim, kondisi suami-istri yang melakukan tahkim,
dan hakam dari kerabat dekat dalam menyel esaikan persoalan syigag.®” Kemudian
ayat ini menjelaskan bahwa kalian mengetahui telah terjadi perselisihan,
pertengkaran dan permusuhan antara suami-istri, hendaklah kalian mengutus dua
orang hakam. Salah satu dari keduanya merupakan dari kerabat istri dan kerabat
suami, yang bertugas untuk mendamaikan pasangan tersebut setelah mencari dan
menelisik perihal kebenaran dari kejadian yang berlaku antara pasangan tersebut,
dan mencari tahu tentang sebab terjadinya perselisihan tersebut. Kedua hakam ini
bekerja harus sesuai dengan perintah Allah.%®

Adapun maksud dari ayat In Yurida Ishlaha atau kedua orang hakam

berkehendak untuk melakukan perbaikan, dan Yuwaffigi Allahu Baynahuma atau

% pid.,

9 Wahbah Zuhaili, al Tafsir al Munir fi al ‘Agidah wa al Syari’ah wa al Minhaj, Jl. 5,
(Damaskus; Dér al Fikr al Mu’ashir, 1418H), him. 58

% Ibid.,
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hanya Allah yang memberi taufik kepada suami-istri tersebut. Adalah bahwa
sesungguhnya hanya Allah yang Maha Mengetahui; mengetahui bagaimana cara
menyatukan antara dua orang yang bersengketa dan mengumpulkan dua orang

yang berbeda pendapat.®® Hal ini sesuai firman Allah:

100 g ST A 2805 (2l o Sl b o)) b St

Artinya : Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada

di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi

Allah telah mempersatukan hati mereka.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Syafii tentang makna ayat
perintah tahkim dalam persoaan syigaq pada ayat Fab’atsu apakah ia bermakna
wajib atau mandub/mustahab sga. Imam Syafii berpendapat bahwa perintah
dadam ayat ini (Fab’atsu) adalah wajib karena ia merupakan bagian dari
menghilangkan kezaliman, dan ia merupakan bagian dari kewajiban secara umum
bagi hakim.'™

Adapun hukum bagi mengutus dua orang hakam dari kalangan kerabat
hukumnya adalah mustahab, dan dibolehkan juga mengirimkan dua orang hakam
dari kalangan yang bukan kerabat/orang asing. Karena tugas hakam hanya
menelaah hakikat persoalan yang terjadi antara suami-istri tersebut. Tetapi yang
lebih diutamakan mengutus dua orang hakam dari kalangan kerabat suami-istri.'*

Muhammad Ali a Shablni mengatakan hakam adalah orang yang

mempunyai hak untuk memutuskan perkara hukum diatara dua orang yang sedang

% |bid.,

1% s, a Anfal [8]: 63

101 \Wahbah Zuhaili, al Tafsir al Munir., him 59
102 | i,
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bersengketa.’® Abu Abdullah a Qurtubi memberikan syarat hakam dari kalangan
kerabat haruslah seorang adil, mempunyai pandangan yang baik serta memahami
fikih. Hakam dari bukan kalangan kerabat haruslah orang yang adil dan alim.**

Al Qurtubi menjelaskan cara bagi hakam untuk mengetahui apakah
seorang suami masih mencintai istrinya dan menginginkan untuk kembali
berdamai atau tidak, seorang hakam harus menggjukan pertanyaan seperti
pertanyaan berikut kepada suami : “Beritahukan kepadaku apa yang terdapat pada
dirimu, apakah engkau masih mencintainya atau tidak, sehingga aku mengetahui
apa tujuanmu dari perselisihan ini ?”” suami menjawab : “sesungguhnya aku tidak
lagi butuh terhadap istriku, ambilah aku daripada istriku semampumu dan
pisahkan aku dari istriku, maka dengan demikian hakam dapat mengetahui bahwa
yang berlaku nusyudz adalah pihak suami. Suami berkata : “aku masih
mencintainya dan aku rela terhadapnya atas seluruh hartaku, dan jangan engkau
ceraikan aku darinya”. Demikian jawaban dari suami dan hakam dapat
mengetahui bahwa suami tidak berlaku nusyuz kepada istrinya.*®

Demikian juga untuk mengetahui bagi hakam yang ingin mengetahui
apakah dari pihak istri juga melakukan nusyuz atau tidak, Al Qurtubi memberikan
contoh pertanyaan : “Apakah engkau masih mencintai suamimu?, saat istri
menjawab dengan : “Ceraikan aku dengan suamiku dan biarkan dia mengambil

semua hartaku sebagaimana yang dia inginkan”. hakam dapat mengetahui bahwa

193 Muhammad bin “Ali al Shabdni, Rawai’u al Bayan fi Tafsiri Ayat al Ahkam, (tt), him. 212

104 Ab(i Abdullah Muhammad bin Ahmad a Qurthubi, al Jami’ li Ahkam al Qur’an/Tafsir al
Qurthubi, Jil. 5, (Kairo; Dar a Kutub al Mishriyyah, 1964), him. 175

% Ibid.,
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yang melakukan nusyuz ada pada pihak istri.!® Tetapi saat istri berkata :
janganlah engkau meceralkan antara kami, akan tetapi anjurkan ia untuk
menambahkan nafkah untuk ku dan berlaku baik kepadaku.” Dengan demikian

hakam dapat mengetahui bahwa bukan istri yang berlaku nusyuz.**’

3. Al Tahkim keluarga dalam Sunnah

Penjelasan al tahkim keluarga dalam sunnah merupakan penjelasan dari
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana berikut :

el 1 1t oy e ) o (g o S8 12 s )

105 53T Y6 g sk- CS-' of X] |35t

Artinya : dari a Miswar bin Makhramah a Zuhri ia berkata : aku

mendengar Nabi SAW bersabda : “Sesungguhnya Bani al Mughirah

memintaizin kepada Nabi SAW agar Ali dapat menikahi anak perempuan
mereka, namun beliau tidak mengizinkan.”

Ibnu Hajar a Asgaani menjelaskan dalam kitab Fathu a Bari dalam
menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari sebagaimana hadits diatas
dengan memberikan keterangan bahwa Bani a Mughirah yang datang kepada
Nabi SAW untuk meminta izin kepada Rasulullah agar Ali menikahi anak
perempuan dari Bani Mughirah, sedangkan Nabi khawatir bilaia mengizinkan hal
tersebut maka akan terjadi syigaq atau perselishan antara anaknya Fatimah
dengan suaminya yakni Ali bin Abi Thalib. Untuk menutup terjadinya keburukan
tersebut (saddu dzarai’) Rasulullah tidak mengizinkan hal tersebut terjadi. Karena

Allah SWT memerintahkan jika khawatir akan terjadinya syigaq maka hendaklah

mengutus dua orang hakam sebelum hal tersebut terjadi. yang dimaksudkan dari

% |bid.,

97 bid., him. 176

198 Muhammad bin Ismail a Bukhari, al Jami’ al Shahih, Jil. 7, Hadits No. 5278, (Kairo; Dar
al Sya’b, 1987), him. 61
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kata takut atau kahwatir di sini adalah bila sudah ada pertanda akan timbulnya
perselisihan dan buruknya hubungan antara suami dan istri.*®

Ibnu Batha menjelaskan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari
tersebut menjelaskan QS. Al Nisa: 35 tentang syigaq (perselisihan antara suami
dan istri) apakah ha tersebut dapat dijadikan isyarat terjadinya khulu’.
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa dikhawatirkan akan terjadinya syigaq maka ia
merupakan tanda atau isyarat ke arah terjadinya perceraian. Di dalamnya
mengandung hukum gath’u al dzarai’ (memutus jalan keburukan). Oleh sebab
itulah Allah memerintahkan untuk mengutus dua orang hakam saat syigaq yang

dikhawatirkan akan terjadinya perceraian.*'°

4. Al Tahkim keluarga dalam fikih
Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan tahkim adalah QS.

Al'Nisa[4]: 34-35. Sebagaimana berikut :
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Artinya : 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
saleh, idah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

199 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al ‘Asqalani, Fathu al Bari Syarhu Shahih al Bukhari, Jil. 9
(Beirut; Dar al Ma’rifah, 1379) him. 403-404

1% Abu a Hasan bin Ali bin Khalaf bin Bathal, Syarah Shahih al Bukhari 1bn Bathal, Jil. 7,
(Riyadl; Maktabah a Rusyd, 2003) him. 425
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tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita

yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian mereka
mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 35. Saat kamu

khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam

dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. kedua
orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Nisa[4]: 34-35)

Qahthan Abdu a Rahman a Duri menyatakan bahwa ayat ini merupakan
dasar hukum dalam mengutus dua orang hakam, hal ini juga dikuatkan dalam
Tafsir a Qurthubi, lebih lanjut ia mengatakan bahwa ayat ini termasuk dalam
kategori ayat-ayat muhkam'** yang tidak dimansukh'** oleh ayat lain.
Konsekwensinya adalah mengamalkan perintah ayat tersebut adalah wajib dan
tidak ada seorang cendikiawan-pun yang meninggalkan perbuatan tersebut.'**

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama bersepakat tentang bolehnya
mengutus dua orang hakam jika terdapat perkelahian/perselisihan antara suami
dengan istri, dan dalam pertengkaran tersebut kedua orang (suami-istri) tersebut
tidak mampu menentukan yang benar dan salah. Dalilnya adalah QS. Al Nisa[4]:
35.114

Wahbah Zuhaili berpendapat al Tahkim adalah dua orang yang sedang
berselisih menentukan hukum dengan mengangkat pihak ketiga yang gunanya

untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada mereka berdua

1 Ayat-ayat muhkam artinya adalah ayat-ayat yang sempurna yang berasal dari kata hakamtu
al-dabbah wa ahkamtuha yang artinya aku memasang tali kekang pada hewan diseputar Iehernya
karena tali ini mencegah kuda bergerak-gerak tak terkendali. Lihat Manna’ al Qaththan, Mabahits
fi:Ulum al Qur’an, (tt; Maktabah al Ma’arif, 2000) him. 220

12 Mansukh artinya hukum yang dihapuskan, lihat 1bid., him. 238

13 Qahthan Abdu a Rahman al Duri, ‘Aqdu al Tahkim fi al Fighi al Islami wa al Qanun al
Wadh’i, (Yordan; Dar a Furgan, 2002) him. 406

41 bnu Rusyd, Bidayatu al Mujtahid wa Nihayah al Mugtashid, Jil. 2 (Damaskus: Dar al Fikr,
tt) him. 74
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dengan petunjuk hukum syara’. Adapun dalil dari dibolehkannya untuk
mel akukan tahkim ini adalah firman Allah dalam QS. Al Nisa[4]: 35.

Juga hadits yang diriwayatkan dari Syuraih ia berkata: “Wahai Rasulullah,
sesungguhnya kaumku mereka berselish dalam suatu perkara mereka
mendatangiku dan aku menjadi hakam bagi mereka, dan mereka rela terhadap
putusanku atas kedua belah pihak tersebut, dan kemudian Rasulullah bersabda :
sungguh ini adalah perbuatan yang terbaik.” Rasulullah juga pernah melakukan
hal tersebut saat memutuskan perkara yang terjadi antara sa’ad bin Mu’adz
dengan Yahudi Bani Quraidzah. Para sahabat bersepakat tentang bolehnya al
Tahkim.™*®

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa saat terjadi syigag antara suami dengan
isteri, dan perseteruan yang kian mengakar serta khawatir akan terjadi perpisahan,
dan rubuhnya bangunan rumah tangga, hendaklah hakim mengutus dua orang
hakam untuk melihat perkara yang terjadi pada pasangan tersebut. Dua orang
hakam tersebut harus berbuat demi kemaslahatan rumah tangga tersebut, apakah
tetap untuk dipertahankan atau diakhiri (perceraian). Firman Allah QS. Al Nisa
[4]: 35. Syarat bagi dua orang hakam tersebut haruslah berakal, baligh, adil dan
muslim. Tidak menjadi syarat wajib dari kalangan keluarga, diperbolehkan dari
kalangan yang bukan kerabat dekat. Karena amr/perintah dalam ayat tersebut

menandakan nadb/anjuran.**®

115 Wahbah Zuhaili, al Fighu al Islami wa Adillatuhu, Jil. 8 (Damaskus: Dar al Fikr, tt) him.
365
118 sayyid Sabiq, Fighu al Sunnah, Jil. 2 (Kairo; al Fathu li i’lam al “Arabi, tt) him. 199



a. Hukum Mengutus Dua Orang Hakam

Terdapat dua pendapat hukum dalam persoalan Hakim mengutus dua
orang hakam. Pertama, pendapat yang mengatakan hukumnya adalah (al wujub)
wajib. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegang oleh kalangan ulama
Syafi’iyah, demikian juga pendapat al Lakhmi dan Ibnu ‘Arabi dari kalangan
ulama Malikiyah, dan demikian juga pendapat Rasyid Ridha. Alasan mewajibkan
untuk mengutus Hakam adalah karena kalimat perintah yang jelas (Fab’atsu/maka
utuslah) QS. Al Nisa [4]: 34. Alasan berikutnya adalah perintah tersebut
merupakan bagian dari persoalan Raf’u al Dzulumat/menghilangkan kezaliman
dan Amru bi al Ma’ruf/perintah kepada kebaikan dan hal tersebut merupakan
kewajiban Hakim/Qadhi secara umum. '’ Kedua, hukumnya adalah (al Istihbab)
yang lebih disenangi. Pendapat hukum ini merupakan bagian dari pendapat para
ulama Syafiiyah dan Imamiyah dengan alasan bahwa dzhuhur al amru fi al irsyad
(asal hukum perintah itu tujuannya untuk memberikan petunjuk atau arahan).™*®
Dan menurut Qahtan pendapat yang rgjih adalah pendapat yang pertama yaitu
hukum mengutus dua orang hakam adalah wajib.**°

b. Alasan dan sebab keharusan mengutus dua orang Hakam

Para ulama berbeda peandapat dalam perihal sebab mengutus dua orang
hakam. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam menafsirkan kata wa in
khiftunvjika kalian khawatir. QS. Al Nisa [4]: 35. Terdapat beberapa pendapat

dalam mengartikan wa in khiftum sebagaimana berikut :

117 Qahthan Abdu al Rahman al Duri, “‘Agdu al Tahkim., him. 430-431.
18 |bid., him. 433
19 |bid., him. 434
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Pertama, makna yang hendak dimaksud dari kata wa in khiftum adalah
seorang “sulthan/pemerintah” yang mendapatkan laporan dari dua orang suami-
istri kepadanya. Yang menurutnya bahwa mereka berdua sedang berselisih dan
pemimpin tersebut hendak mencegah terjadinya pelanggaran dan kezaliman. Ini
merupakan pendapat Sa’id bin Jubair, al Dhahhak, Rabi’ah yang mengatakan
bahwa tidaklah diutus dua orang hakam kecuali oleh sultan/pemerintah. dan
Jumhur Ulama, dan pendapat jumhur fugaha: ulama Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi’iyah, Hanabilah, Dhahiriyah, Zaidiyah dan sebagian besar Imamiyah hal ini
sebgaimana yang dikutip oleh al Thabari.'*

Kedua, makna yang hendak dimaksud dari kata wa in khiftunvjika kalian
khawatir adalah “al Zaujani/suami-istri.” Pendapat ini disandarkan kepada Imam
Ali RA, sebagaimana yang diriwayatkan dari Muhammead bin Sirin dari Abidah al
Salmani ia berkata : bahwa seorang laki-laki dan perempuan mendatangi Ali RA
dan bersama mereka sekumpulan orang, maka Ali memerintahkan kepada mereka
untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak
perempuan. Kemudian Ali bertanya kepada dua orang hakam yang menjadi
utusan tersebut “Apakah kalian mengetahui apa yang harus kalian lakukan?”” Ali
melanjutkan dengan berkata “Sesungguhnya kewajiban kalian adalah jika kalian
berdua berpendapat untuk menceraikan mereka berdua, maka hendaklah kalian
ceraikan.” Lalu pihak perempuan berkata : “Aku rela terhadap ketetapan Allah
terhadapku dan atas waliku/hakam.” Pihak laki-laki berkata : “jika ditetapkan

untuk bercerai maka aku tidak rela.” Kemudian Ali berkata terhadap pihak laki-

120 | bid., him. 434-438
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laki : “Engkau berdusta demi Allah (janganlah engkau keras) hingga engkau
mengakui sebagaimana yang diakui oleh pihak wanita.”*** Hal ini juga
sebagaimana pendapat dari 1bnu Abbas, al Hasan dan a Suddi.'** Tetapi Qahthan
memberikan analisa bahwa yang dimaksud dari makna wa in khiftum tersebut
adalah pemilik hukum (Hakim) bukan suami-istri tersebut. Karena sebenarnya
yang khawatir terhadap perselisihan antara suami-istri tersebut bukanlah suami-
istri itu sendiri, melainkan orang lain yakni hakim.'?®

Ketiga, makna yang hendak dimaksud dari kata wa in khiftunvjika kalian
khawatir adalah “Ahlu al Zaujani/Keluarga” suami-istri. Hal ini merupakan
pendapat yang diriwayatkan dari a Suddi, sebagian Imamiyah, sebagian
Syafi’iyah, dan sebagian Malikiyah. Pendapat ini disandarkan pada alasan bahwa
ketatapan dalam ayat QS. Al Nisa [4]: 35 bisa sga ditujukan kepada suami-istri,
wali keduanya, atau ditujukan kepada hakim, karena secara jelas ayat tersebut
tidak mengecualikannya, dengan demikian bisa saja yang mengutus hakam adalah
dari tiga pihak tersebut, dan kesemuanya wajib untuk mengikuti putusannya.***

Keempat, makna yang hendak dimaksud dari kata wa in khiftunvjika kalian
kKhawatir adalah “dua orang wali” jika suami-istri tersebut terhalang. Ini
merupakan pendapat dari kalangan Malikiyah. Yang dimaksud dengan terhalang

disini adalah kekhawatiran kepada istri akan melakukan kerusakan (hal-hal yang

121 | bid., him. 440, lihat Abu a Hasan Ali bin Umar a Daruquthni, Sunan al Daruquthni, Jil.
4, Hadits No. 3778, (Beirut; Muassasah a Risalah, 2004) him. 451

122 Qahthan Abdu al Rahman al Duri, “‘Agdu al Tahkim., him. 443

123 | bid., him. 445

24 | bid., him. 446
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berbahaya), walaupun istrinya setuju untuk di talak. Hendaklah walinya yang
mengutus dua orang hakam, walaupun orangtua/wali nya hanya ayahnya sagja.**

Kelima, makna yang hendak dimaksud dari kata wa in khiftunvjika kalian
khawatir adalah “setiap individu dari ummat ini yang menginginkan perbaikan.”
Ini- merupakan pendapat dari al Razi, dan Syaikh Muhammad Abduh. Pendapat ini
didasarkan pada alasan bahwa kata “Khiftum” dalam QS. Al Nisa [4]: 35
merupakan ketetapan untuk seluruh manusia, bukan untuk sebagian manusia yang
lebih berhak dari sebagian yang lain dan kewajiban dalam ketetapan ayat tersebut
adalah menyeluruh. Oleh sebab itu arti dari kata “wa in khiftum” dalam QS. Al
Nisa : 35 mengandung ketetapan untuk semua orang beriman. Kemudian kata
“Fab’atsu” dalam QS. Al Nisa [4]: 35 merupakan kalimat perintah yang
mewajibkan kepada setiap individu dari ummat ini. Ketetapan ini berlaku dalam
kondis ada atau tidaknya pemerintah. Oleh sebab itu bagi setiap orang mukmin
yang menghendaki perbaikan hendaklah mengutus hakam dari pihak suami dan
hakam dari pihak istri dengan tujuan untuk ishlah.*?

Dari kelima pendapat diatas tentang Alasan dan sebab keharusan mengutus
dua orang Hakam menurut Qahthan pendapat yang paling benar adalah “zaujani
dan sulthan” sebagaimana juga dikuatkan oleh al Thabari.**’

c. Hal-hal yang harus dilakukan oleh dua orang hakam
Adapun hal-ha yang harus dilakukan oleh hakam yang diutus oleh suami

dan hakam yang diutus oleh istri sebagai berikut:

% |bid., him. 447

128 |bid., him. 447-448, lihat Muhammad bin Jarir al Thabarf, Jami’ al Bayan fi ta‘wil al
Qur’an, Jil. 8 (ttp; Muassasah al Risélah, 2000) him. 331

127 Qahthan Abdu a Rahman al Duri, ‘Aqdu al Tahkim., him.449
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1) Niat untuk mewujudkan Ishlah karena Allah semata, karena dengan
adanya niat sedemikian itu merupakan sebab bagi keberhasilan Ishlah.*?®

2) Dua Hakam wajib bertanya tentang persoalan para pihak yang sedang
bersengketa dan bertanya hal yang terkait dengan kondisi bathin/hati
kedua belah pihak yang bersengketa berkenaan dengan hubungan
keduanya.*®

3) Melakukan pertemuan yang berulang kali, berusaha dengan bersungguh-
sungguh untuk melakukan islah kepada para pihak dengan sekuat tenaga
dari hakam.**

4) Setelah melakukan pertemuan dengan para pihak, dua orang hakam
bermusyawarah dengan mengungkapkan semua persoalan tanpa ada yang
disembunyikan, jika mereka berdua berpandangan bahwa kedua belah
pihak dapat disatukan, maka harus disatukan. Jika tidak dapat disatukan
kembali, maka boleh memisahkan mereka **!

d. Hukum dalam Syarat Hakam dari Kalangan Keluarga
Terdapat dua (2) pendapat hukum yang berkaitan dengan syarat hakam

harus dari kalangan keluarga:
Pertama, Hakam wajib dari kalangan keluarga.*** Ini merupakan pendapat
malikiyah, Hanabilah, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat ini

disandarkan pada ayat “kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

128 | bid., him. 451
129 | bid., him. 452
130 |bid., him. 453
331 | bid., him. 455
132 | bid., him. 466
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seorang hakam dari keluarga perempuan.” QS. Al Nisa [4]: 35. Beberapa aasan

logis berikutnya adal ah sebagai mana berikut:

1)

2)

Sesungguhnya proses tahkim memberikan pendapat dalam
memutuskan atau melanjutkan hubungan pasangan suami istri. Syarat
hakam dari keluarga merupakan alasan utama dari kesaksian sgak
akad nikah.

Hakam dari keluarga lebih mengenal dua orang suami-istri, dan tata
cara memperbaiki hubungan, kecintaan dan marah diantara keduanya.
Karena keputusan yang datang dari kalangan keluarga lebih
menenangkan daripada ketetapan hukum yang dilakukan oleh orang

asing/bukan kalangan keluarga.*®

Kedua, dua orang hakam boleh dari kalangan yang bukan keluarga. Akan

tetapi, dari kalangan keluarga lebih disenangi.*** Ini merupakan pendapat

kalangan ulama Hambali, Syafi’i. Adapun alasannya sebagai berikut.

1) Ayat “maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

2)

seorang hakam dari keluarga perempuan.” QS. Al Nisa[4]: 35, ha ini
untuk mengikat mayoritas.

Para Sahabat Rasulullah banyak mengutus hakam bukan dari kalangan
keluarga. Karena perintah dalam ayat tersebut meupakan anjuran yang
lebih disukai. Dan isyarat dari ayat tersebut merupakan petunjuk yang

lebih baik.

33 1bid., lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr a Qurthubi, al Jami’ al
Ahkam al Qur’an, Jil. 5 (Riyadh; Dar alim a kutub, 2003) him. 175

134 Qahthan Abdu al Rahman al Duri, ‘Aqdu al Tahkim., him. 471

35 |bid., him. 472
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e. Syarat Hakam

Para fugaha berebda pendapat tentang syarat hakam. Adapun syarat-syarat

hakam dalam mazhab sebagai man berikut:

1) Mazhab Syadfii: syarat dua orang hakam adalah : Mukallaf, Muslim,
Adil, Merdeka, dan memahami tujuan dia diutus.**®

2) Mazhab Hanbali: Mukallaf, 1slam, Adil, Merdeka, mengetahui tatacara
menyatukan atau memisahkan.**’

3) Mazhab Maliki: Laki-laki, Baligh, Merdeka, 1slam.*®

4) Mazhab Hanafi: Merdeka, 1slam, Baligh, Adil, Fakih, dan hendaklah
keduanya tidak saling menjel ek-jelekkan.*

Adapun syarat hakam wajib dari laki-laki terdapat beberapa pendapat :

1) Wajib Mutlak: Sebagian besar Mazhab Hambali, Maliki, Syairazi dari
kalangan ulama Syafiiyah.**

2) Wajib karena teks ayat mengatakan “Hakamani”, mandub jika yang
dimaksud ayat adalah “Wakilani”. Dan ini sebagian pendapat dari
Syafiiyah.***

3) Boleh Hakam dari kalangan perempuan, ini merupakan pendapat

ulama Hambali, Imamiyah dan Zaidiyah.**

38 |bid., him. 477, lihat Muhammad bin Ahmad a Khatib a Syirbini, Mughni al Muhtaj ila
Ma’rifatiMa’ani al Minhaj, Jil. 3, (ttp; Dar a Kutub al IImiyyah, 1994) him. 231

37 Qahthan Abdu a Rahman a Duri, ‘Aqdu al Tahkim., him. 481, lihat Abdullah bin Ahmad
bin Qudamah a Maqgdisi, al Mughni fi al Fighi al Imam Ahmad bin Hanbal al Syaibani, Jil. 8,
(Beirut; Dar al Fikr, 1405 H), him. 167

138 Qahthan Abdu al Rahman al Duri, “‘Agdu al Tahkim., him. 483

%9 | bid., him. 487

“Opid., him. 491-492

“Ipid., him. 493

"2 pid.,
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f. Kewagjiban Hakam

Seluruh ulama bersepakat bahwa dua orang Hakam yang diutus untuk
menyelesailkan persoalan suami-istri mempunya hak untuk mengumpulkan/
mempersatukan suami-istri, karena tujuan utama dari mengutus dua orang hakam
adalah damai.*® Tetapi para ulama berselisih apakah dua orang hakam memiliki
hak untuk memisahkan/menceraikan suami-istri tanpa izin dari keduanya,
terhadap persoalan hak menceraikan oleh hakam terdapat 2 pendapat:

Pertama, Pendapat yang mengatakan bahwa dua orang hakam berhak
untuk memutuskan pasangan tersebut bercerai tanpa harus meminta izin terlebih
dahulu kepada dua belah pihak.!** Hal ini didasari oleh pendapat yang
diriwayatkan dari Ustman RA, bahwa Ibnu Abbas RA berkata aku diutus oleh
Ustman bersama Mu’awiyah untuk menjadi dua orang hakam, Ustman berkata
kepada kami: “kalian berdua berpendapat dua belah pihak dapat disatukan, maka
satukanlah; tapi kalian berpendapat mereka harus dipisahkan (diceraikan) maka
pisahkanlah.**

Juga diriwayatkan di dalam Muwattha’ Imam Malik aku bersaksi dari
Y ahya dari Malik bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kepadanya
tentang tugas dua orang hakam yang diutus maka hendaklah berpedoman kepada
QS. Al Nisa[4]: 35. Bahwa bagi dua orang hakam berhak untuk mengumpulkan
atau memisahkan. Malik kemudian menambahkan tentang sesuatu yang sangat

baik yang pernah ia dengar dari seorang yang berilmu adalah: bahwa dua orang

13 |bid., him. 507
14 | bid., him. 508
%5 | bid., him. 508
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hakam pendapatnya bagi suami atau istri  untuk memisahkan atau
mengumpul kan.**

Diriwayatkan juga dari a Mughirah bahwa beliau berpendapat tentang
ayat QS. Al Nisa[4]: 35, iaberkata apa-apa yang dilakukan oleh dua orang hakam
hukumnya adalah boleh (jaiz), ketika dua orang hakam tersebut memutuskan
bahwa dua belah pihak jatuh talak tiga maka itu dibolehkan bagi mereka, dan
ketika memutuskan jatuh talak satu itu juga boleh, dan apa-apa yang mereka
putuskan hukumnya adal ah boleh (jaiz).**’

Kedua, dua orang hakam tersebut tidak mempunya hak untuk
memutuskan perceraian terhadap dua belah pihak.**® Persoalan hakam tidak
memiliki hak untuk menceraikan dibahas dalam permasalahan sebaga berikut :
permasalahan pertama, bahwa dua orang hakam tidak berhak untuk menceraikan
kecuali atas izin dua belah pihak, pendapat ini diambil berdasarkan makna dua
orang hakam itu adalah dua orang wakil.**° Permasalahan kedua adalah bahwa
dua orang hakam tidak dapat menceraikan dua belah pihak secara mutlak, akan
tetapi tujuan dari diutusnya dua orang hakam tersebut hanya sekedar untuk
menyaksikan dan mengetahui siapa diatara dua belah pihak yang berlaku dzalim
atau terzhalimi, hal ini berdasarkan makna bahwa dua orang hakam itu adalah dua

orang saksi (al hakaméani huma syahidani).**

18 |bnu Rusyd a Hafid, Bidayat al Muijtahid wa Nihayat al Mugtashid, Jil. 2 (Beirut; Dar a
Fikr, tt) him. 74

7 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al Thabari, Jami’ al Bayan fi Tafsir al Qur’an, jil. 6 (ttp;
Dar d Hijr, tt) him. 724

148 Qahthan Abdu al Rahman al Duri, “‘Agdu al Tahkim., him. 508

9 |bid., him. 541

0 |bid., him. 541-542



BAB III
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

KELUARGA DI INDONESIA

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Metode penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan dengan dua hal,
yang pertama dapat dilaksanakan dengan litigasi (penyelesaian sengketa yang
diselesaikan melalui lembaga peradilan) dan kedua dengan non litigasi
(penyelesaian sengketa diluar pengadilan) atau yang juga dikenal dengan istilah
APS juga ADR (alternatif penyelesaian sengketa/alternative dispute resolution)."

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang
bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya.
Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang
menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.” Penyelesaian
sengketa dengan cara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah

alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.?

''UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kalusul
Menimbang, Huruf (a) dengan jelas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata di samping
dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitase dan
alternatif penyelesaian sengketa.

* Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,
(Jakarta; Rajawali Pers, 2012) hlm. 35

* Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013) hlm. 2. Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa dalam
menyelesaikan perselisihan, para pihak dapat menempuh tiga cara. Pertama, dengan cara rujuk
(rukun kembali) atau rekonsiliasi. Kedua, dengan cara mediasi atau mendatangkan pihak ketiga
sebagai perantara atau juru damai. Ketiga, dengan menggunakan kekuasaan negara melalui badan
peradilan. Lihat Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta; Raja Grafindo, 2003)
hlm. 11-15
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Non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang juga dikenal
dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam UU
Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan :

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.*

Metode litigasi dalam menyelesaikan sengketa saat ini memang masih
menjadi pilihan banyak orang, tetapi kondisi zaman yang semakin berkembang
menuntut adanya alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan. Ada
beberapa kritikan yang dialamatkan kepada lembaga peradilan atas kelemahan
lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Kritikan terhadap lembaga peradilan bukan hanya terjadi di Indonesia,
melainkan di seluruh peradilan dunia, di antara kritikan atas lemahnya lembaga
peradilan dalam menyelesaikan sengketa antara lain :

1. Penyelesaian sengketa yang lambat, pada umumnya penyelesaian
sengketa melalui proses litigasi adalah lambat (waste of time) hal tersebut
diakibatkan oleh proses pemerikasaan yang sangat formal dan teknis
(formalistic and technically), juga semakin banyaknya perkara yang
masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk
menyelesaikan perkara tersebut (overload).’

Di Indonesia, Mahkamah Agung pada 1992 telah mengeluarkan suatu

kebijaksanaan melalui SEMA No. 6 Tahun 1992, agar setiap perkara

* Lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 Ayat (10)
> Nurnaningsih Amriani, Mediasi, hlm. 40
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yang ditangani oleh peradilan tingkat pertama (PN) dan banding (PT)
harus selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Namun apa yang terjadi
setelah kebijaksanaan tersebut dilakukan, arus perkara makin cepat dan
deras sampai ke tingkat kasasi. Akhirnya Mahkamah Agung kewalahan
menampung limpahan perkara yang bertubi-tubi dari bawah.®

2. Biaya perkara yang mahal, para pihak menganggap bahwa biaya yang
dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu perkara sangat mahal, apalagi
dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, semakin lama
penyelesaian suatu perkara, maka akan semakin besar biaya yang akan
dikeluarkan.’

3. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, sering putusan
pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak memuaskan para
pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang
merasa menang dan kalah (win-lose), dimana dengan adanya rasa menang
dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu
pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan
kebencian.®

4. Kemampuan hakim yang bersifat generalis, akhir abad ke-20 dan awal
abad ke-21 adalah era ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam
era ini, muncul pendapat umum bahwa sosok hakim hanya manusia

generalis. Pada sisi lain, perkembangan ilmu dan teknologi telah

8 Ibid., hlm. 41
7 Ibid., hlm. 42
8 Ibid., him. 43



78

membawa berbagai permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan cara-cara
penyelesaian sengketa berdasarkan keahlian yang profesional. Sebagai manusia
yang generalis, hakim mungkin hanya mampu memiliki pengetahuan yang
bersifat kulit luarnya saja. Oleh karena itu, sulit untuk mengharapkan suatu
penyelesaian sengketa yang kompleks secara baik dan objektif dari para hakim.’

5. Peradilan tidak tanggap, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan

kurang responsif (unresponsive) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu
disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan
melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan
khalayak umum (masyarakat) serta pengadilan sering dianggap tidak
berlaku secara adil (unfair)."

Selain 5 (lima) kritikan terhadap lembaga peradilan yang menyebabkan orang
enggan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan, juga terdapat lima alasan
orang yang bersengketa untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa, alasannya
sebagai berikut:''

1. Menghemat waktu dan uang, dan mungkin menyelamatkan sistem
peradilan dari kelebihan beban,;

2. Memiliki proses yang lebih baik, lebih terbuka, fleksibel dan responsif
terhadap kebutuhan unik para pihak. (motif ini sering dikaitkan dengan

perasaan negatif terhadap hukum dan pengacara);

? Ibid., hlm. 44-45

"% Ibid., him. 45

! Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, Dispute Resolution and Lawyers, (Minnesota;
West Publishing Co, 1987) him. 2
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3. Mencapai hasil yang lebih baik, hasil yang melayani kebutuhan nyata dari
para pihak dan masyarakat;

4. Meningkatkan keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam proses
penyelesaian sengketa;

5. Memperluas akses kepada keadilan.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dijelaskan beberapa jenis alternatif penyelesaian sengketa
yang berlaku di Indonesia, yakni:'> 1. Arbitrase; 2. Konsultasi; 3. Negosiasi; 4.
Mediasi; 5. Konsiliasi; 6. Penilaian Ahli.

Diantara 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa diatas, yang sudah
dijelaskan dan diatur lebih Ilengkap oleh undang-undang atau peraturan
perundang-undangan lain hanya ada 2 (dua) jenis saja. Pertama, Arbitrase diatur
dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Kedua, Mediasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang juga mengatur tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia masih berciri litigatif, artinya
bahwa sengketa keluarga di Indonesia lebih banyak diselesaikan melalui
mekanisme litigasi di  Pengadilan. Seperti diketahui, bahwa mekanisme
penyelesaian sengketa di Pengadilan didasarkan pada adversarial system, yaitu

mekanisme penyelesaian sengketa yang di dalamnya terdapat proses saling

"2 Lihat Lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Pasal 1 Ayat (1) dan (10)
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melumpuhkan bukti lawan (optegenspraak) dan menghasilkan penyelesaian yang
bersifat menang dan kalah (win-lose solution)."

Karakteristik penyelesaian sengketa secara demikian terhadap sengketa
keluarga pada awalnya dapat diterima dengan baik dan dipandang mampu
menyelesaikan bentuk-bentuk sengketa dalam lapangan hukum keluarga. Budaya
litigatif yang masih kental melekat dan berkembang di masyarakat menyebabkan
keinginan untuk melirik bentuk penyelesaian sengketa lain di luar
pengadilanmasih kurang, sehingga penyelesaian sengketa-sengketa keluarga tetap
berkutat pada mekanisme tersebut. Hasilnya dapat ditebak, meskipun sengketa
telah diputus oleh pengadilan, akan tetapi sengketa tersebut belum sepenuhnya
diselesaikan oleh pengadilan, karena kenyataannya implikasi dari putusan tidak
terakomodir, bahkan cenderung terabaikan.'*

Contohnya: dalam penyelesaian sengketa perceraian. Pengadilan yang telah
memutus perkara cerai memungkinkan implikasi dari putusnya perkawinan itu
belum terselesaikan dengan baik. Misalnya berkaitan dengan pengasuhan anak,
pemberian nafkah, masalah harta bersama, dan yang paling penting adalah
hubungan baik antara mantan suami dan mantan istri. Yang disebut terakhir ini
adalah sesuatu yang hampir sulit ditemukan pada setiap penyelesaian sengketa
keluarga di pengadilan. Hampir setiap putusan terhadap sengketa cerai diwarnai
dengan sikap bermusuhan dan tidak saling tegur sapa antara mantan suami dan

mantan istri. Hubungan baik yang sebelumnya terjalin antara suami dan istri

" M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di
Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Y ogyakarta; UII Press, 2016) hlm. 711
14 77
1bid.,
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sewaktu masih terikat perkawinan menjadi hilang ketika perkawinan tersebut

telah putus.'
1. Arbitrase

a. Pengertian

Arbitrase secara bahasa artinya adalah usaha perantara dalam meleraikan
sengketa, atau bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara
pithak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih
sendiri.'® dalam UU Nomor 1999 dijelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian
suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.'” Dalam
kamus Black’s Law Dictionary dijelaskan arbitrase berasal dari kata benda
arbitration, sebuah istilah yang muncul di abad ke-15, yang artinya adalah “A
method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are
usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding”'® yang
artinya kurang lebih “Suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu
atau lebih pihak ketiga yang netral yang biasanya disetujui oleh pihak yang
berselisih dan yang keputusannya mengikat”.

R. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah “penyelesaian atau

pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa

" Ibid., hlm. 712

'® Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, arti dari arbitrase.

7 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, Pasal 1 Ayat (1)

' Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary Ninth Edition, (USA; Thomson Reuters,
2009) hlm. 119
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para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim
yang mereka pilih."

Sudikno Merto Kusumo mengatakan arbitrase adalah “Arbitrase atau
perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
berdasarkan suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada
seorang wasit atau lebih”?

Menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia),
arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-
sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik

yang bersifat nasional maupun internasional.”’

b. Kegunaan Arbitrase
Arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan perselisihan konstruksi,
asuransi, dan manajemen tenaga kerja. Arbitrase digunakan dalam persentase
perselisihan yang relatif kecil tentang ketentuan yang harus dimasukkan dalam
kontrak kerja kolektif yang baru. Jenis arbitrase ini - disebut arbitrase kepentingan
- -digunakan ketika para pihak setuju untuk mematahkan kebuntuan dalam
negosiasi mereka melalui proses ajudikatif daripada pemogokan atau larangan

bekerja (lockout). >

' Sudiarto, Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia,
(Bandung; Pustaka Reka Cipta, 2013) hlm. 63

2 Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta; Liberty, 1979)
Hlm. 190 dalam Sudiarto, Negosiasi, Mediasi, hlm. 63

?! Sudiarto, Negosiasi, Mediasi, hlm. 64. Lihat Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Nomor : PER-01/BANI/09/2016 Tentang Arbiter, Mediator dan Kode Etik, Pasal 1 Ayat (1) Poin
(b):

** Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, Dispute Resolution, hlm. 252
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Arbitrase juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara produsen
dan konsumen, pemegang saham di perusahaan rekanan, anggota keluarga,
pengacara dan klien, pemain bisbol liga utama dan majikan mereka, broker dan
pelanggan dalam industri sekuritas, dan dokter dan rumah sakit. Telah diusulkan
sebagai sebuah program untuk menangani pelepasan karyawan yang sewenang-
wenang.

Arbitrase komersial telah digunakan di Inggris dan Amerika Serikat
selama ratusan tahun. Arbitrase komersial internasional tumbuh subur di Amerika
Serikat. Arbitrase komersial berlaku dalam tiga konteks kelembagaan yang
berbeda:**

(1) Pihak yang bersengketa membuat proses mereka sendiri dan membuat

semua pengaturan;

(2) Asosiasi perdagangan atau pertukaran menetapkan sistem arbitrase

untuk menangani perselisihan di antara anggota mereka;

(3) dan kelompok-kelompok seperti asosiasi arbitrase Amerika dan kamar

dagang internasional menyediakan sistem siap pakai dan panel arbiter

untuk pihak yang berselisih yang setuju untuk menggunakan arbitrase.

2. Konsultasi
Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian sengketa, bahwa salah satu cara dalam alternatif

= Ibid.,
2 Ibid., hlm. 251
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menyelesaikan sengketa dengan melakukan konsultasi, tentu yang dimaksud
disini adalah konsultasi hukum.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud
dengan konsultasi, penjelasan konsultasi secara bahasa berasal dari kata consult
(berkonsultasi), consulting (konsultasi), consultative (bertindak sebagai
penasehat) yang artinya adalah The act of asking the advice or opinion of someone
(such as a lawyer) dalam bahasa Indonesia tindakan meminta saran atau pendapat
seseorang (seperti pengacara),”> atau ia juga mempunyai arti pertemuan di mana
para pihak berkonsultasi atau berunding (a meeting in which parties consult or
confer).”® Dalam istilah hukum internasional konsultasi hukum mempunyai arti
metode interaktif di mana negara berusaha untuk mencegah atau menyelesaikan
perselisihan (The interactive methods by which states seek to prevent or resolve
disputes).”” Dalam bahasa Indonesia konsultasi artinya adalah pertukaran pikiran
untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dsb) yang sebaik-baiknya.*®

Konsultasi hukum yang dijelaskan diatas merupakan bagian dari kegiatan
mencari alternatif penyelesaian sengketa, karena kegiatan tersebut sangat
sederhana dirasa tidak perlu dibuat serangkaian aturan terkait kegiatan konsultasi

hukum tersebut, karena biasanya hukum konsultasi itu dibentuk dan

 Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, him. 358

* Ibid.,

> Ibid.,

* KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, arti dari Konsultasi
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dikembangkan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan antara para pihak
dengan konsultan hukum tersebut.”

Demikian juga dengan konsultasi pada persoalan keluarga yang biasanya
hanya kegiatan meminta nasehat atau pendapat terkait persoalan-persoalan
keluarga yang sedang dihadapi keluarga tersebut kepada seorang penasehat atau
konsultan hukum, adapun aturannya hanya mengikuti kebiasaan dan kesepakatan

antara keluarga (klien) dengan penasehat hukum.

3. Negosiasi
Kegiatan negosiasi biasanya lebih banyak digunakan dalam istilah bisnis dan
jual beli yang biasanya terjadi saat proses tawar-menawar harga, sebagaimana
yang diungkapkan Stephan Schiffman :

“pada intinya, negosiasi terjadi dalam satu hubungan , seperti berbagai bentuk
hubungan lainnya, hubungan dalam negosiasi ini bisa baik atau buruk, lama atau
baru, tetapi hubungan itu selalu ada, melingkupi negosiasi itu. Dan Anda ingin
mempertahankan dan meningkatkan hubungan itu. Bagaimanapun, tujuan Anda
bukan hanya untuk melakukan sekali penjualan. Anda menginginkan ini menjadi
hubungan yang akan berlangsung selama beberapa tahun. Itu berarti Anda harus
tahu apa yang diinginkan pelanggan dari hubungan itu dan Anda
menyediakannya.”°

Lebih lanjut ia mengatakan :

“Anda tidak bisa bernegosiasi dengan diri sendiri. Seperti halnya hubungan
apa pun, ini adalah antara dua pihak dan kedua belah pihak harus berpartisipasi di
dalamnya. Jika inti dari negosiasi adalah hubungan, bagian kedua dari negosiasi
adalah mencari tahu apa yang dibutuhkan masing-masing pihak.”'

¥ Lihat Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary. Penjelasan tentang Consular law,
him. 358

3% Stephan Schiffman, Negotiation Techniques Teknik Efektif Negosiasi, (Jakarta; Elex Media
Komputindo, 2011) hlm. 11-12.

! Ibid., him. 12-13.
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Negosiasi dalam istilah hukum berasal dari bahasa Inggris negotiation yang
juga merupakan kata turunan dari kata negotiate, negotiable dan negotiability.”
Negotiate dalam bahasa artinya adalah berhasil mengatasi, yang biasa digunakan
dalam keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan kesulitan dalam berburu.”
Atau juga negosiasi mempunyai arti berkomunikasi dengan pihak lain untuk
mencapai pemahaman.’® Istilah hukum negosiasi mempunyai arti kesepakatan
antara dua pihak untuk melakukan proses tawar menawar para pihak berusaha
untuk mencapai kesepakatan tentang masalah yang disengketakan. Biasanya
negosiasi melibatkan otonomi penuh bagi para pihak yang terlibat tanpa adanya
intervensi pihak ketiga.>

Robert A. Wenke mengatakan bahwa negosiasi merupakan seni dalam
berkompromi.’® Kemampuan bernegosiasi didapatkan melalui proses pengalaman
dan bimbingan, selain itu negosiasi juga melibatkan pemilihan metode dan taktik
yang tepat untuk digunakan dan kemampuan untuk mengenali metode dan taktik
lawan.”’

Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu
erat dengan filosofi kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki sifat dasar
untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki

kepentingan yang akan tetap dipertahankan, sehingga, terjadi benturan

32 Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, hlm. 1136

3 H.W. Fowler, 4 Dictionary of Modern English Usage, (New York; Oxford University
Press, 1985), him. 386

z: Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, hlm. 1136

1bid.,

3¢ Robert A. Wenke, The Art of Negotiation For Lawyer, (Long Beach; Richter Publications,
1985), him. 3

7 Ibid.,
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kepentingan. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu
memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.*®

Negosiasi yang berhasil tergantung pada keinginan bersama untuk
berkompromi, kesediaan untuk mengakui. Pihak-pihak hanya menginginkan yang
adil dan setara. Kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak lebih
mungkin dilakukan daripada secara terang-terangan mendukung salah satunya.
Tidak ada negosiator yang selalu mencapai hasil terbaik. Sebuah penyelesaian
mungkin adil, meskipun walau lebih sedikit yang diperoleh daripada yang
tersedia, atau lebih banyak yang diakui daripada yang diperlukan. Substansi
menang atas strategi dan taktik ketika kedua negosiator berpengalaman, siap dan
waspada.*

Negosiasi hukum keluarga harus dibedakan dari negosiasi perkara pribadi,
seperti yang ditemukan dalam kasus-kasus pribadi-pribadi yang tujuannya adalah
uang saja. Dalam masalah domestik keluarga yang khas mungkin ada setengah
lusin atau lebih masalah yang saling terkait yang harus diselesaikan. Mencapai
preferensi klien dalam satu area dapat menghancurkan posisi tawar di tempat
lain.*

Selayaknya konsultasi hukum, negosiasi juga hanya memiliki landasan
hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitras dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tatacara pelaksanaan negosiasi

3 Sudiarto, Negosiasi, Mediasi, hlm. 8
** Robert A. Wenke, The Art of Negotiation, hlm. 3
4 Ibid., hlm. 147
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diatur bersamaan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya
disingkat APS).

Pasal 6 ayat (1) sampai (9) menjelaskan bahwa negosiasi dan APS lainnya
dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan
mengesampingkan litigasi di  Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa
diselesaikan dalam bentuk pertemuan langsung dengan waktu paling lama 14
(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
Selanjutnya bilamana para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka atas
kesepakatan para pihak dapat meminta bantuan kepada seorang atau lebih
penasehat ahli dan atau mediator untuk menyelesaikan perkara mereka dengan
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Kemudian bila tidak juga
mencapai hasil kesepakatan para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau
lembaga APS untuk menunjuk mediator yang memiliki jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari sudah dimulai dan penyelesaiannya paling lama 30 (tiga puluh) hari
harus sudah mencapai kesepakatan tertulis yang ditanda tangani para pihak.
Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat dengan syarat harus di daftarkan
di Pengadilan Negeri paling lama setelah 30 (tiga puluh) hari setelah kesepakatan
ditanda tangani. Kesepakatan terebut wajib dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Bilamana kesepakatan juga
tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian perkara melalui

lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc."!

! Pasal 6 Ayat (1) s.d. Ayat (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



Gambar 3.1 Alur penyelesaian sengketa dengan APS
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Sumber : Ilustrasi penulis atas pasal 6 UU No. 30 Th. 1999

4. Mediasi

Mediasi adalah Metode penyelesaian perselisihan yang tidak mengikat yang
melibatkan pihak ketiga yang netral yang mencoba membantu pihak yang
berselisih mencapai solusi yang saling disetujui.42 Dalam KBBI mediasi adalah
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai
penasihat.*

Mediasi merupakan sebuah pranata hukum perdamaian, dengan
menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Dalam perkara
perdata, hakim bertindak sebagai juru damai diantara kedua belah pihak yang

berselisih atau bersengketa.**

2 Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, hlm. 1070
 KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, Arti dari Mediasi
* Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama, hlm. 13
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Proses peradilan yang selama ini ditempuh dalam menyelesaikan perkara
perdata cenderung memakan waktu lama dan menelan biaya yang tidak sedikit,
belum lagi ditambah dengan putusan yang tidak memuaskan kedua belah pihak.
Konteks demikian, mediasi sangat diperlukan sebagai alternatif atas pakem (pola)
yang selama ini diterapkan sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan.*’

Prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa
perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum (al/ shulhu sayyid al ahkam).
Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara
pihak berperkara. Dengan perdamaian, pihak-pihak berperkara dapat menjajaki
suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (win win solution). Ini
dikarenakan, dalam perdamaian yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata,
juga bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya dari pilihan-pilihan yang disepakati. Di sini terlihat pula bahwa dengan
perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan
keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah
maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama.*’

Perdamaian juga merupakan penyelesaian yang paling baik, karena dirasa adil."’

4 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di
Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Y ogyakarta; UII Press, 2016) hlm. 217

“ Ibid., him. 217-218.

471 Made Sukadana, Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
dalam Rngka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, (Jakarta;
Prestasi Pustakaraya, 2012) hlm. 111., selanjutnya dijelaskan dalan putusan Mahkamah Agung
Berdasarkan yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung Reg. No. 975 K/Sip/1973 Tertanggal 19
Februari 1976 menetapkan, putusan perdamaian (berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg) merupakan
putusan yang tertinggi, tiada upaya banding dan kasasi baginya.
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Mediasi merupakan pembahasan utama dari penelitian ini, dan akan

dijelaskan lebih jauh dalam bab dan sub bab berikutnya.

5. Konsiliasi

Konsiliasi secara bahasa artinya adalah usaha mempertemukan keinginan
pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan
itu.** Konsiliasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata conciliation® yang artinya
perdamaian.

Secara istilah hukum konsiliasi artinya adalah penyelesaian sengketa dengan
cara yang menyenangkan (4 settlement of a dispute in agreeable manner); proses
pihak yang netral bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa dan
mengeksplorasi bagaimana perselisihan dapat diselesaikan (4 process in which a
neutral person meets with the parties to a dispute and explores how the dispute
might be resolved) ; terutama metode penyelesaian perselesihan yang relatif tidak
terstruktur di mana pihak ketiga memfasilitasi komunikasi antarpihak dalam
upaya untuk membantu mereka mengatasi perbedaan mereka (especially a
relatively unstructured method of dispute resolution in which a third party

facilitates communication between parties in an attempt to help them sttle their

differences).”®

* KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, Arti dari Konsiliasi
* Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, him. 329
50 .

1bid.,
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Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi
konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan
penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat
menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolusi. Kesepakatan ini juga
bersifat final dan mengikat.>!

Pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan
pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini yang
disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering
diartikan mediasi.’* Penggunaan fasilitator pihak ketiga, secara aktif maupun tidak
aktif duduk diatara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka untuk
membuat persetujuan.

Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah berdasarkan
rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa.
Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa,
sedangkan mediator dalam suatu mediasi menuju suatu kesepakatan.> Selain itu,
beberapa bentukkonsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih dalam
(Ilebih memaksa) dan aktif, mengasumsikan kecendrungan terhadap norma

tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau lebih pihak. Para penegak

3! Abdullah Makarin dalam Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif penyelesaian sengketa
Perdata di Pengadilan, (Jakarta; Raja Grafindo), hlm 34. Salah arti antara konsiliasi dan mediasi
ini diakibatkan dari kesalahan persepsi antara keduanya yang sama-sama menggunakan pihak yang
netral sebagai pihak yang ketiga untuk menyelesaikan persoalan diantara pihak yang berselisih.
Lihat Leonard L. Riskin & James E.Westbrook, Dispute, him. 5

32 Ibid.,

> Ibid.,
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hukum menggunakan dua istilah ini bergantian dan banyak yang berpendapat

tidak ada perbedaan esensial antara keduanya.”

6. Penilaian Ahli

Ahli secara bahasa adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu
(kepandaian).” Dalam bahasa Inggris ahli dikenal dengan istilah exper’® yang
artinya seseorang yang melalui pendidikan dan pengalaman, telah
mengembangkan keterampilan atau pengetahuan dalam subjek tertentu, sehingga
dia dapat membentuk opini yang akan membantu pencari fakta (a person who,
through education or experience, has developed skill or knowledge in a particular
subject, so that he or she may form an opinion that will assist the fact-finder).”’

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan perkara, para pihak dapat
melakukan konsultasi kepada para expert (ahli) di bidang permasalahan yang
sedang dihadapi oleh para pihak. Jasa konsultansi biasanya didapat di luar
persidangan, sementara keterangan ahli biasanya diminta dalam persidangan
dalam proses peradilan, dan semua informasi dari keterangan ahli

dipertimbangkan untuk membentuk pendapat dalam mencari kebenaran.®

> Ibid., hlm. 35
> KBBI V 0.2.1 Beta (21), Aplikasi Android, Arti dari Ahli
% Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, hlm. 660
57 17
Ibid.,
> Lihat penjelasan tentang pengujian dari ahli atau keterangan ahli (testifying expert) dalam
Bryan A. Garner /bid.,
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B. Mediasi Keluarga Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga

Konflik dan sengketa dalam setiap hungungan merupakan anugerah, karena
konflik tersebut terdapat bagi semua orang. Setiap individu tidak mungkin setuju
dengan semua orang sepanjang waktu dalam setiap situasi, terkadang ketidak
setujuan kita sepele dan mudah diselesaikan. Kadang-kadang permasalahan
tersebut sepele, tetapi ia keluar dari proporsinya hingga mempertaruhkan hal yang
lebih tinggi hingga mengakibatkan perasaan terluka yang serius. Terkadang
konflik mengancam hubungan yang sangat penting, seperti hubungan yang dapat
membantu kita dan menentukan siapa kita dan apa yang akan kita lakukan.”

Setiap individu di rumahnya mungkin tidak setuju tentang siapa yang
memiliki tanggung jawab apa, bagaimana uang harus dikelola, anak-anak harus
dibangunkan, bagaimana mertua dan anggota keluarga besar harus diperlakukan,
dan seterusnya. Ini bukan masalah sepele. Orang-orang bersemangat tentang
pendapat mereka, dan jika keyakinan serta prioritas mereka tidak dihormati,
mereka biasanya akan mendiamkannya. Terkadang faktor-faktor yang
menyulitkan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan narkoba,
perselingkuhan dan ditambah serta bercampur dengan pelecehan verbal. Hidup ini
sangat membingungkan, dan perilaku tidak bertanggung jawab hanya menambah
dimensi lain pada perbedaan pendapat yang menyakitkan.®’

Perbedaan yang seharusnya menjadi anugrah dalam rumah tangga bisa saja

menjadi persoalan yang tidak terselesaikan hingga kahirnya menjadi konflik yang

% Lee Raffel, M.S.W., I Hate Conflict! Seven Step to Resolving Differences with Anyone in
Your Life, (USA; Mc Graw Hill, 2008) hlm. 13
5 1bid.,
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berkepanjangan dan akhirnya sengketa tidak dapat dihindarkan. Indonesia yang
merupakan negara hukum® menjamin hak setiap warga negara untuk
mendapatkan kepastian hukum® dalam mendapatkan keadilan saat persengketaan
terjadi. Demikian juga setiap persengketaan tidak harus diselesaikan secara
langsung pada lembaga peradilan, sebab lembaga peradilan sebaiknya menjadi
pilihan akhir dari proses penyelesaian sengketa.

Di antara pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa keluarga tersebut
adalah dengan menempuh proses mediasi, yang akan dijelaskan sebagaimana

berikut ini:

1. Landasan Yuridis Mediasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum dengan menganut sistem hukum “mix
legal system” atau sistem hukum campuran, karena dalam realitasnya Indonesia
memberlakukan (1) Perundang-undangan yang merupakan ciri dari sistem hukum
Eropa Kontinental, (2) Hukum Adat yang merupakan ciri Customary Law atau
jenis sistem hukum yang banyak berlaku di wilayah Afrika, (3) Hukum Islam dan
eksistensi Peradilan Agama di Indonesia yang merupakan ciri dari Muslim Law
System yang banyak diterapkan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim,
baik penerapan sistem hukum Islam itu dengan total ataupun sebagian, (4) Hakim

Indonesia di dalam praktik mengikuti Yurisprudensi yang merupakan

5 pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Jakarta; Sekretariat Jendral MPR RI, 2013) hlm.
116.

82 UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,
1bid., hlm. 155.
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ciri dari sistem hukum Common Law dengan asas stare decisis sebagaimana

banyak berlaku di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris.®

a. Mediasi dalam Hukum Adat

Jauh sebelum Indonesia merdeka praktek penyelesaian sengketa dengan
menggunakan metode mediasi secara adat telah lama dilaksanakan. Menurut
Syahrizal Abbas penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat
dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi,
fasilitasi dan arbitrase.®* Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator,
fasilitator, negosiator dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat umumnya
menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam
menyelesaikan sengketa privat maupun publik.®

Dengan demikian tidak heran bila landasan yuridis dari peraturan-
peraturan yang berlaku di Indonesia kesannya mempunyai banyak sumber dan
kesemuanya itu berlaku di Indonesia, termasuk pula di dalamnya persoalan yang
berkaitan dengan landasan yurudis mediasi di Indoensia.

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan
arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan
hukum publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat
dilakukan dalam dua lapangan hukum ini. Hal ini berbeda dengan sistem hukum

yang berlaku di Indonesia yang mana mediasi dan arbitrase hanya digunakan

6 Achmad Al Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1
Pemahaman Awal, (Jakarta; Kencana, 2015) hlm. 498-499

5 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
(Jakarta; Kencana, 2011) him. 249.

% Ibid.,
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sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Mediasi dan
arbitrase tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.®

Dalam budaya melayu, ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat
maka dimusyawarahkan oleh para ninik mamak dan yang bertindak sebagai
penengah yang netral yang disebut dengan mediator yakni langsung ninik mamak
atau pemimpin adat perwakilan beberapa suku yang dihormati oleh masyarakat
dan kelompok suku yang ada. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar
pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga
terdekat. Ketika permasalahan masih berlanjut penyelesaiannya melalui ninik
mamak suku tersebut. Dalam lingkungan masyarakat adat ini sudah ditunjuk ninik
mamak yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga ninik mamak ini yang
berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat atau sebagai
penengah (mediator). Dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat ini masih
saja dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, dan para pihak
menyetujui.®’

Hukum dan hukum adat memiliki berbagi fungsi, fungsi yang utama untuk
mengatur kehidupan. Ketiadaan hukum dan hukum adat menjadikan kehidupan
manusia sulit dan tidak teratur karena rasa saling memahami tidak dapat
dibangun. Keberadaan hukum adat adalah untuk membantu agar masyarakat dapat
hidup rukun karena keduanya melahirkan aturan yang akan mengatur tingkah laku

manusia. Dalam masyarakat Melayu tentang adat istiadat

% Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung; Mandar Maju,
1992) him. 35., dalam Syahrizal Abbas, Ibid., him. 249-250

%7 Riska Fitriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat
Melayu Riau, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017. hlm. 236
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yang berhubungan dengan perkawinan. Diawali dengan melihat/menilai
calon pengantin kemudian diikuti dengan melamar sampai kepada perkawinan,
terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi tujuannya bukan hanya sekedar untuk
menyatukan dua individu, tetapi ikatan tersebut dibangun berdasarkan atas
kesepakatan, kasih sayang, rasa saling percaya dan membangun hubungan di
antara keluarga kedua belah pihak.®®

Perkawinan yang tidak mengikuti hukum adat dapat menyebabkan
renggangnya hubungan atau menimbulkan permusuhan. Hukum adat istiadat
menjadikan perkawinan sebagai urusan keluarga dan bukan urusan pribadi karena
penyatuan dua jiwa menggambarkan terbentuknya hubungan baru. Perkawinan
juga dapat menyatukan dua negara atau menjadi alat untuk mendamaikan
permusuhan. Dalam hukum perkawinan juga membangun ikatan dan
menimbulkan rasa tanggung jawab apabila dilanggar dapat memutuskan ikatan.
Hukum tidak melihat perkawinan sebagai alat untuk menyatukan keluarga kedua
belah pihak tetapi hanya melibatkan pihak yang bersangkutan.namun hukum
perkawinan biasanya didukung oleh hukum adat. Seiring berjalannya waktu
menyebabkan perubahan dalam gaya hidup dan kemungkinan hukum adat
dikesampingkan. Dalam keadaan tertentu hukum adat diubah menjadi hukum
(positif) yang dengan harapan dapat memantapkan pengawasan terhadap
kehidupan dan seterusnya hukuman dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap

hukum tersebut.®’

8 Faridah Jalil, Peranan ‘Hukum’ dalam Menjaga ‘Hukum Adat’ untuk Kesatuan
Masyarakat, Kanun Jurnal [lmu Hukum, No. 61, Desember 2013. hlm, 381-382
* Ibid., him. 382
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Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje
pada tahun 1893 dalam bukunya De Atjehnese.”” Dalam buku itu Snouck
memperkenalkan istilah adatrecht (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi
bumi putera (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia
Belanda. Hukum Adat baru mempunyai pengertian secara tekhnis yuridis setelah
C." Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul Adatrecht. Dialah
yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang
berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu
pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia
juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim
gubernemen.”!

Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan
kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Setelah amandemen
konstitusi, hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat
(2) yang menyatakan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”’*

70 Djuned T, Asas-asas Hukum Adat, (tt, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992) hlm. 8., dalam
Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, Kanun, No. 50 Edisi April
2010., hlm. 2. Dalam jurnal tersebut ditulis tahun 1983, sedangkan dalam wikipedia dinyatakan
Snouck Hurgronje mengenalkan istilah hukum adat/Adatrecht pada tahun 1893-1894. Lihat
Wikipedia, Hukum Adat, https://id.wikipedia.org/wiki/hukumadat. pada hari Sabtu Tanggal 10
November 2018 Jam 08.25 WIB.

"' Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Aksara
Baru, 1976) hlm. 64., dalam Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat.,

> Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional, Lex Crimen, Vol. 1, No.
4, Oktober-Desember 2012. him. 24. Lihat Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2),
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Sebelum adanya amandemen UUD 1945 yang kedua yang disahkan pada
18 Agustus 2000,” eksistensi hukum adat sebagai living law’* bangsa Indonesia
semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum
yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan
pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya.
Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai
masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan
dengan hukum positif.”

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung
menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola
“kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi
juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat, bukan berarti tidak ada
konpensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat. Hukuman
tetap diberlakukan baik berupa hukuman badan maupun konpensasi harta benda.
Peberapan hukuman ini sangat bergantung kepada jenis berat dan ringannya
sengketa yang terjadi antara para pihak. Penting ditegaskan disini bahwa, esensi
penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti
yang komprehensif. Damai yang dimaksud disini bukan hanya untuk para pihak

atau pelaku dan korban, tetapi bagi masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI,
2013. him. 62

3 Lihat Undang-undang Dasar., him. 62 dan 74

™ Mason C Hoadley, “The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (review)”, Journal of
Social Issues in Southeast Asia, Vo. 21, No. 1, April 2006., dalam Lastuti Abubakar, Revitalisasi
Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal
Dinar71511ka Hukum, Vol. 13, No. 2, Mei 2013, hlm. 319

1bid.,



101

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif untuk penyelesaian
sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul
kesadaran dari para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia, bila terjadi
persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian
sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.”’®

Kalau dicermati, hakekatnya cara penyelesaian sengketa secara
musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam Alternative Dispute Resolution
(ADR) yang menghindari permusuhan para pihak, telah ada di masyarakat
Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa ungkapan dalam filsafat
hidup masyarakat Indonesia, seperti masyarakat kabupaten Manggarai Flores
NTT ada ungkapan “laku wae” (laku=bagaikan, wae=air) yang maksudnya, dalam
pergaulan di masyarakat dalam hubungan kekerabatan sedapat mungkin
diusahakan hubungan yang baik, jangan saklek berperhitungan (dalam pemenuhan
hak dan kewajiban), tetapi toleransi sehingga hubungan baik selalu terjaga
bagaikan air mengalir sepanjang masa.kalau ada persengketaan, penyelesaiannya
diupayakan secara musyawarah melalui Toa Golo (Tua Adat) yang dibantu oleh
Tua Panga (semacam sekretaris).”’

Pada masyarakat Dayak Taman Kalimantan Barat memiliki “Lembaga
Musyawarah Kambong”. Juga pada masyarakat Minangkabau Sumatra Barat

dalam menyelesaikan sengketa mengutamakan musyawarah.”®

7 Syahrizal Abbas, Mediasi., hlm. 247-248
71 Made Sukadana, Mediasi Peradilan, hlm. 81-82
78 .

1bid.,
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Pada masyarakat Sunda ada ungkapan “asah asih asuh” yang mengandung
makna dalam pergaulan hidup sedapat mungkin diupayakan saling mengingatkan,
memberitahu, bertegur sapa penuh kasih dan saling ngamong, menjaga antara satu
dengan lainnya menjauhkan diri dari silang persengketaan,”” seperti dalam
ungkapan pepatah yang mengatakan “pantang unggah bale watangan” (haramkan
sengketa ke pengadilan) sebab begitu naik tangga persidangan begitupula diri lupa
bahwa laku diri terkadang ada salah keliru khilaf. Karenanya berdamailah selalu,
sebab damai memberikan ketentraman.™

Dalam masyarakat Sasak Lombok ada pepatah mengatakan “empak bau
tanjung tilah aik meneng” yang artinya di dalam penyelesaian konflik atau
sengketa diselesaikan dengan baik dan bijaksana bagaikan menangkap ikan di
kolam. Ikannya kita dapat, bunga tanjungnya tidak rusak dan air kolamnya tetap
jernih.®!

Ungkapan pepatah tersebut sama dengan pepatah yang ada di masyarakat
Bali “sekadi ngejuk be ring telagene be mangde bakat tanjung ten usak yeh
telagene tetep ning”. Atau ungkapan pepatah Melayu “bagaikan menarik benang
dalam tepung” yang menginginkan dalam peyelesaian masalah tidak ada yang

dirugikan.™

" Ungkapan filsafat minang “Bulek aie ka pambuluah, bulek kato bamupakaik, picak
salayang, bulek sagolek”. Yang maknanya adalah setiap persoalan atau silang pendapat
diselesaikan dengan cara disatukan (bagaikan air dalam satu wadah talang bambu) dalam satu kata
mufakat melalui cara musyawarah, ada hal-hal kecil jangan dijadikan masalah agar hubungan
kekeluargaan dan hubungan kekerabatan tidak akan bercerai berai. Lihat I Made Sukadana, 7bid.,

% Ibid., hlm. 83

81 1bid.,

8 Ibid.,
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Di daerah Dompu Nusa Tenggara Barat ada ungkapan “kunahu busi
ramawa” yang maknanya di dalam penyelesaian masalah atau sengketa haruslah
dengan pikiran dingin sejuk sehingga masalah bisa diselesaikan dengan
menyejukkan hati, melalui cara “nuntu ra nggahi, nuntu ra mapaka, mbolo ra
dampa” dengan bicara untuk mufakat sehingga mendapatkan hasil yang bulat rata,
keinginan kedua belah pihak terpenuhi, kedua pihak saling dihargai dihormati,
sehingga kedua pihak senang tidak merasa dirugikan.*> Ungkapan tersebut sama
dengan ungkapan masyarakat dari kabupaten Sumbawa Besar “sabalong
samalewa” yang mengandung makna atur baik-baik sehingga semua mendapat
kebaikan.*

Ungkapan-ungkapan tersebut hakekatnya merupakan nilai-nilai yang
mendasari pandangan hidup masyarakat Indonesia dengan dasar filsafat Pancasila,
sebagaimana sila ke-4 Pancasila yaitu sila musyawarah mufakat. Sila-sila
pancasila yang salah satunya adalah sila musyawarah mufakat tersebut merupakan
pemandu dan landasan konstitutif dalam kehidupan negara hukum Indonesia

berdasarkan UUD 1945.%°

b. Mediasi dalam Hukum Islam Indonesia dan Hukum Nasional
Hukum adat yang merupakan /iving law pada masyarakat Indonesia
dijadikan sebagai landasan yuridis pembentukan hukum mediasi di Indonesia,

juga terdapat hukum Islam dan hukum Nasional. Eksistensi hukum Islam di

8 Ibid., hl. 84
 Ibid.,
8 Ibid., him. 85
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Indonesia sudah dimulai sejak datangnya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 M®®
tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan
masyarakat dan peradilan Islam."’

Pada era kuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam peradilan agama
sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penghulu seperti di Jawa,
Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Islam di Sumatra, Peradilan Qadi di
Kesultanan Banjar dan Pontianak.*® Sangat disayangkan rujukan tentang sejarah
peradilan agama/mahkamah syariah sangat sedikit sekali.”

Menurut Ratno Lukito, secara filosofis sumber hukum nasional berasal
dari tiga hukum yang eksis di Indonesia: Hukum Adat, Hukum Barat dan Hukum
Islam.”

Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, tidak hanya
secara umum ada dalam Pasal 20 atau 24 UUD 1945, tetapi secara khusus
tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD
1945 itu jelas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hazairin, kaidah fundamental dalam Pasal 29 ayat (1) dapat ditafsirkan

% Pernyataan ini dikemukakan oleh T.W. Arnold sebagaimana yang dikutip oleh Azyumardi
Azra, selanjutnya untuk lebih jelas dapat merujuk kepada tulisan beliau pada bab Kedatangan
Islam dan Hubungan Nusantara dengan Timur Tengah. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur
Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia Edisi
Perenial, (Depok; Prenadamedia, 2018) him. 1-19.

8 Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, (Depok; Raja Grafindo, 2018),
him. 1

* Ibid.,

% Ibid., lihat juga Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum
(Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut
Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh, (Jakarta; Kencana,
2010), hlm. 29

% Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta; INIS, 1998) him.
38. Dalam Mardani, Hukum Islam., hlm. 7
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dalam enam kemungkinan. Tiga diantaranya yang relevan dengan pembicaraan
ini, intinya adalah :”!

Pertama, dalam negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku
hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi
pemeluk agama di tanah air kita. Tafsir pertama ini telah dipergunakan sebagai
pembenaran atas penolakan umat Islam terhadap RUU perkawinan yang diajukan
Menteri Kehakiman tahun 1973 dahulu, karena di dalam RUU tersebut terdapat
19 butir masalah yang bertentangan dengan hukum agama Islam. Diantaranya
adalah yang dirumuskan dalam Pasal 2 RUU tersebut berbunyi “Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan”. Konsep dan
rumusan ini sepenuhnya menurut pola hukum barat yang individualis dan sekuler,
yang memandang perkawinan hanyalah hubungan perdata saja antara seorang pria
dengan seorang wanita, tidak ada kaitannya dengan agama. Menurut hukum Islam
perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan setelah syarat dan rukunnya dipenuhi.
Pencatatan perkawinan menurut hukum fikih Islam klasik bukanlah rukun yang
menentukan kesalahan perkawinan, pencatatan itu perlu dan memang berguna
untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kepentingan administrasi perkawinan
dalam rangka memelihara ketertiban umum atau kepentingan suami istri itu
sendiri dan anak-anaknya dikemudian hari.”?

Kedua, negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di
Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan

negara. Ini berarti bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang

! Gemala Dewi (ed.), Hukum Acara., hlm. 13
% Ibid., him. 13-14
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berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia (yang menjadi
pemeluk agama yang bersangkutan) kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan
penyelenggara negara. Artinya adalah, negara berkewajiban menjalankan syariat
agama untuk kepentingan pemeluk agama yang diakui keberadaannya dalam
negara Republik Indonesia. Syariat yang berasal dari agama Islam misalnya, yang
disebut syariat Islam tidak hanya memuat hukum-hukum shalat atau sembahyang,
zakat, puasa dan haji saja, tetapi juga mengandung “hukum konvensional” baik
perdata maupun publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk
menjalankannya secara sempurna. Yang dimaksud misalnya, hukum harta
kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, pelanggaran-pelanggaran
hukum perkawinan dan kewarisan, pelanggaran aturan pidana Islam seperti
perzinahan, yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus, dalam
hal ini Peradilan Agama untuk menjalankannya. Peradilan (khusus) ini hanya
dapat diadakan oleh negara dalam rangka pelaksanaan kewajibannya menjalankan
syari’at yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang
menjadi warga negara Republik Indonesia. Syariat Islam yang berjalin
berkelindan dengan keimanan dan kesusilaan (akhlak atau moral) itu sangat
penting ditegakkan dalam rangka menegakkan norma hukum yang berasal dari
agama Islam. Menurut Hazairin negara Republik Indonesia adalah negara yang
terdiri atas keinsyafan keseimbangan antara hukum dan moral (hukum dan akhlak
atau kesusilaan). Menurut Hazairin, hukum tanpa kesusilaan atau moral adalah
kezaliman, kesusilaan tanpa hukum adalah anarki atau utopi. Pelaksanaan hukum

tanpa kesusilaan atau moral akan menjurus ke peri kebinatangan. Hanya
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hukum yang didukung oleh atau berakar kepada kesusilaan yang dapat
menegakkan peri kemanusiaan. Sebab itu menurut Hazairin di dalam negara
Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan berkembang kesusilaan (akhlak/moral)
yang bertentangan dengan syariat agama.”

Ketiga, syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk
melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama
yang bersangkutan (seperti shalat dan puasa bagi umat Islam) menjadi kewajiban
pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan
agamanya masing-masing. Ini berarti bahwa hukum yang berasal dari agama yang
diakui di Indonesia dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama
bersangkutan menurut kepercayaan pemeluk agama itu, seperti yang disebutkan
dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.%*

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini ada banyak sekali undang-undang
dan peraturan-peraturan yang nilainya diambil dari norma-norma yang terkandung
dalam syariat Islam dan semua peraturan-peraturan tersebut sejalan dan selaras
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945.%

Secara formil mediasi di Indonesia diilhami oleh Pasal 130 HIR?® dan 154

RBg’’ yang menjelaskan tentang kewajiban hakim mendamaikan para pihak yang

% Ibid., hlm. 14-15

* Ibid., hlm. 15-16

% Lihat jenis undang-undang yang di ilhami oleh syariat/hukum Islam dan diberlakukan di
Indonesia dalam Kontribusi Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional pada era
kemerdekaan. Mardani, Hukum Islam., hlm. 9

% HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Baru)
merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura
peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. HIR berasal
dari Inlansch Reglement (IR) atau Reglement Bumiputera. IR pertama kali diundangkan tanggal 5
April 1848 (Staatblad 1984: No. 16) yang diperbaharui dengan (Staatblad 1941 No. 44) merupakan
hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President hooggerechtshof (Ketua Pengadilan Tinggi di
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bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama
dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang
diadilinya. Ketika perdamaian dapat dilaksanakan, hal itu jauh lebih baik dalam
mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu
merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa,
sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan
siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.”®

Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR berbunyi’” :

(1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap,
maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha
mendamaikannya.

(2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga
dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati
perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta
dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

(3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan
banding.

(4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur
tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam pasal tersebut.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan tentang acara

perdamaian di lembaga peradilan baru ada pada tahun 1970 setelah disahkannya

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi

Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia, dikutip dari http://afdal-
personalblog.blogspot.com/2014/09/pegertian-hir-rbg-dan-rv-dan-sejarah.html pada hari Senin
tanggal 19 November 2018 jam 1630 WIB.

7 RBg adalah singkatan dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk
daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan
Madura. Suatu ordonansi yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Mei
1927 (Stb. 1927 Nomor 227), Ibid.,

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta; Kencana, 2012) hlm. 151

% Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta;
Dirjen Binmas DEPAG RI, 2004), hlm 6 & 65
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“ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha
menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.” Padahal, sebelumnya
Undang-undang yang sama yakni Undang-undang No. 19 Tahun 1948, Undang-
undang No. 19 Tahun 1964 tidak ditemukan ketentuan atau aturan tentang
kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam sengketa perdata.

Dalam usaha mendamaikan sengketa perdata dan sengketa keluarga pasca
diterbitkannya undang-undang No. 14 Tahun 1970, peraturan tentang perdamaian
disebutkan dalam banyak peraturan, seperti Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,100 Pasal 16, 31, 32 dan 33 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.''

Hukum acara perdata peradilan agama juga memuat klausul khusus
tentang perdamaian yang terdapat dalam pasal 65,' 70,'” 82, 83'** Undang-

105

undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. ~ Kompilasi Hukum Islam

juga memuat aturan tentang perdamaian sebagaimana dalam pasal 115,'% 143,

191 ihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, /bid., him. 109

1911 ihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, /bid., him. 132 & 136

"2 Ibid., hlm. 263

"% Ibid., him. 264

"% Ibid., him. 267

1% Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Ibid., him. 245

"% Ibid., him. 335
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144" 145,'% dan 183'” dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam.'"

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang
alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan''' yang salah satu diantaranya
adalah mediasi. Tetapi, posisi mediasi belum dikaitkan sama sekali dengan acara
perdamaian pada acara perdata yang telah berlaku sejak adanya pasal 130
HIR/154 RBg. Kemudian dalam salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung
yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta
memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan lembaga damai dalam
mengatasi banyaknya jumlah tunggakan perkara.''?

Sejak tahun 2003'"> Mahkamah Agung baru mengintegrasikan mediasi ke
dalam hukum acara perdata menggantikan acara perdamaian yang selama ini
berlaku sejak dikeluarkannya Pasal 130 HIR/154 RBg sebagai hukum acara
perdamaian dalam acara peradilan perdata sejak zaman kolonial hingga usia
kemerdekaan Indonesia mendekati 58 Tahun. Juga sejak 2003 PERMA tentang
mediasi sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali, yakni PERMA No. 1

Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.

"7 Ibid., hlm. 341

"% Ibid., him. 342

' Ibid., hlm. 353

"% Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, /bid., him.
305

" Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Undang-undang ini adalah dasar bagi bolehnya mediasi dilakukan di Indonesia sebagai
salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi ataupun menyelesaikan
sengketa di luar pengadilan.

"2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

' Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
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Gambar 3.2 Landasan Yuridis Mediasi di Indonesia'"

e Bentuk : Hukum adat

e Sifat : living law (hukum yang hidup turun-temurun yang dijadikan filosofi hidup)
e Waktu : tidak terikat oleh waktu (dari dahulu hingga sekarang)
* Metode : Kekeluargaan, musyawarah, mufakat.

H u ku m Ti d a k o Mediator : Tetua Adat/Ninik Mamak

e Ruang Lingkup : Perdata dan Pidana

Tertulis )

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3diD yeH

e Bentuk : Hukum Positif \
)

o Sifat : Ditetapkan oleh pemerintah (Pemerintah Hindia Belanda dan Indonesia

e Waktu : sejak ditetapkan oleh pemerintah (Pada zaman Hindia Belanda dengan
HIR/RBg, pada masa kemerdekaan hingga sekarang diatur dalam UUD 1945, UU
Kekuasaan Kehakiman 1970, UU Perkawinan 1974, UU Peradilan Agama 1989,
KHI'1991, UU ADR 1999, SEMA No. 1 Th. 2002, PERMA No. 2 Th. 2003, No. 1 Th.
2008, No. 1 Th. 2016)

* Metode : Perdamaian untuk mencapai kesepakatan antara orang yang
bersengketa (win-win solution)

o Mediator : Hakim dan atau Mediator bersertifikat J

e Ruang Lingkup : Perdata
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2. Landasan Yuridis Mediasi Keluarga di Indonesia

Dalam penjelasan di atas bahwa dalam adat Indonesia mediasi dalam

JJaquins ueyingaAusw uep ueywnueosusw eduej 1ul sin) eA1ey yninjes neje ueibeqges dinbusw Bueleq ||

permasalahan apapun baik perdata ataupun pidana di dalam hukum adat dapat
diseselsaikan dengan metode musyawarah untuk mufakat, termasuk hal tersebut
dalam sengketa keluarga. Dalam hukum positif di Indonesia, aturan mediasi dapat

dﬂihat dari landasan hukum pelaksanaan perdamaian dengan berpedoman

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep iul sijn eAley yninjas neje ueibegas yelueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

/ "% Gambar merupakan ilustrasi penulis dari rangkuman pembahasan sub bab Landasan
Yauridis Mediasi di Indonesia.
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pada pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003'"> proses

perdamaian di pengadilan dioptimalkan menjadi proses mediasi yang
diintegrasikan ke dalam proses beperkara di pengadilan.

Peraturan-peraturan yang menjelaskan proses perdamaian dan mediasi

keluarga di Indonesia diantaranya :

a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan''® para
pthak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban
yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa,
mengadili dan memutuskan perceraian. Upaya mendamaikan dalam perkara
perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah
dilakukan oleh para hakim secara optimal. Dalam hal perkara perceraian karena
alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan
kewajibannya, sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus
dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut

secara optimal seperti perkara perceraian karena alasan percekcokan dan

"% Lihat PERMA No. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam klausul
Menimbang huruf (d) dan (e) dengan jelas menyatakan bahwa SEMA (Surat Edaran Mahkamah
Agung) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damaibelum lengkap, sehingga perlu disempurnakan; bahwa hukum acara yang berlaku,
baik pasal 130 HIR maupun 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian
yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan tingkat pertama.

1% Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama. Lihat Gemala Dewi (ed.), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di
Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 69., Ahmad Fathoni mengatakan asas ini dengan
sebutan “Asas hakim wajib mendamaikan™ Lihat Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan
Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek, (Bandung; Mandar
Maju, 2013), him. 8
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pertengkaran yang terus menerus menerus.''' Sebagaimana Pasal 39 ayat (1)
undang-undang ini:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.''®

Diketahui juga bahwa dalam mengajukan gugatan atau permohonan
perceraian haruslah disertai alasan.''” Dalam penjelasan pasal tersebut alasan-
alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah'*"

(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal yang lain di luar kemauannya;

(3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak lain;

(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/istri;

(6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

b. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Lembaga damai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Hal ini

sebagaimana terkandung dalam pasal 16 tentang tatacara perceraian:

"7 Yahya harahap dalam Abdul Manan, Penerapan., him, 164-165

'8 Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39.

"9 Lihat Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

120 Lihat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam
Himpunan Peraturan, him. 124
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Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan
untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila
memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara
suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.'*'

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua
pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2):

Untuk mendamaikan suami-istri yang sedang dalam pemeriksaan
perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada
sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata,
melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh
Hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat
meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara

perdamaian. Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara

perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan

dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang

dikalahkan. Untuk itu sebelum diperiksa, hakim wajib berusaha mendamaikan

kedua belah pihak terlebih dahulu. Ketika hal ini belum dilakukan oleh hakim,

bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.'**

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara,

sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran moral Islam. Dalam hal usaha

perdamaian berhasil, harus dibuatkan akta perdamaian (akta van dading),

21 1bid., him. 132
122 Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi., hlm. 8-9
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dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi

perdamaian itu. Kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang mengikat dan

dapat di eksekusi (kekuatan executable).'*

Dalam hal perceraian, saat hakim berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, tidak dibuatkan akta perdamaian, melainkan perkara dicabut oleh pihak
Penggugat/Pemohon dan hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang
pernyataan dan Penggugat/Pemohon dihukum membayar biasa perkara.'**

Pasal 32 :

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum
perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya
perdamaian.

Pasal 33:

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang tertutup.

Penjelasan Pasal 33:

Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan
tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang
tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila
berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat
dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau
istri untuk melakukan perceraian.

' Ibid.,
24 Ibid.,
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c¢. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama125
Lembaga damai yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan mediasi di

peradilan adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini

sebagaimana terkandung dalam Pasal 56 Ayat (2)'*° :

Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup
kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 65 Pemeriksaan Sengketa Perkawinan'?’ :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

Pasal 70 Ayat (1)'**

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak
mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka
Pengadilan menetapkan bahwa persoalan tersebut dikabulkan.

Pasal 82'% :

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha
mendamaikan kedua pihak.

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,
kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan
tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya
yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka
penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara
pribadi.

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan.

12 Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Himpunan
Peraturan., hlm. 245

128 1bid., him. 261

"7 Ibid., hlm. 263

'8 Ibid., him. 264

' Ibid., him. 267
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Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) :

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Pasal 83"! :

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh
penggugat sebelum perdamaian tercapai.

d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam
Kemudian yang menjadi landasan yuridis mediasi keluarga adalah penerapan
lembaga damai dalam sebuah acara peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 115 :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 131 Ayat (2) :

Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak
dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang
bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,
Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk
mengikrarkan talak.

Pasal 43 :

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan
kedua belah pihak

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan.

B0 Ibid., hlm. 294
B Ibid., hlm. 267
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Pasal 144 :
Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian
baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian
dan telah di ketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145 :

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang tertutup.

e. UU APS dan PERMA Mediasi

Lembaga damai merupakan sarana menyelesaikan perkara dengan
pendekatan win-win solution, para pihak yang bersengketa tidak ada yang kalah
atau menang dalam perkara perdata termasuk perkara keluarga. Lembaga damai
seperti yang dijelaskan diatas diatur dalam banyak aturan diantaranya terdapat
pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan peraturan
lainnya sebagaimana peraturan-peraturan yang telah kami sebutkan diatas.

Lembaga damai yang diatur dalam peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan keluarga dan peradilan agama belum dirasa mampu untuk mengatasi
banyaknya penumpukan perkara di peradilan.'’? Seiring berjalannya waktu,
perkembangan metode dalam menyelesaikan perkara juga menjadi beragam.
Mengutip pidato Prof. Frank Sander dari Harvard University pada tahun 1976,
yang mengungkapkan ramalan bahwa untuk merespon kecendrungan makin

meningkatnya perkara di pengadilan, nantinya akan ada dua solusi yaitu : 1)

2 Lihat SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai.
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Mencegah terjadinya sengketa, 2) Mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di
luar pengadilan.'

Penyelesaian perkara dengan menggunakan ADR mulai tampak dan
dikembangkan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan maraknya kegiatan
perdagangan dunia yang tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara para
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Penyelesaian
sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dianggap terlalu lama dalam proses
penyelesaian perkara yang dalam dunia bisnis dianggap tidak menguntungkan dan
tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu metode untuk
menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien adalah dengan ADR, karena
memiliki sistem penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah (quick and
lower in time and money to parties). Oleh karena sistem penyelesaian sengkete
melalui ADR yang dalam Reglement on de Rechtvordering tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan perdagangan saat ini, maka dipandang perlu untuk membuat
peraturang perundang-undangan yang baru, yang sesuai dengan kondisi zaman."**

Pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemerintah RI telah memberlakukan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya masalah ini diatur dalam Reglement on de
Bergerlijke Rechtvordering (Reglement Hukum Acara Perdata) yang disingkat Rv
S. 1847-52 jo. 1849-63. Ketentuan ini diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia
berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 untuk mengisi kekosongan

hukum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur tentang

133 Nurmaningsih Amriani, Mediasi, him. 14
13 Abdul Manan, Penerapan., hlm . 170
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arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, tetapi diatur juga
tentang alternatif penyelesaian perkara dalam bentuk lain seperti negosiasi,
konsiliasi dan mediasi. Dan yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian
sengketa adalah pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan negeri.
Penyelesaian dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang disebut mediasi dan
dapat pula dilaksanakan penyelesaiannya melalui arbitrase.'*

UU APS tahun 1999 merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa
diluar pengadilan yang pada awalnya dikembangkan untuk memudahkan dalam
menyelesaikan sengketa bisnis (dunia usaha), tidak tertutup kemungkinan untuk

dilakukan pada sengketa perdata lainnya.'*

Adanya UU APS yang menentukan
mediasi dapat dilaksanakan di luar pengadilan, pada tahun 2003 Mahkamah
Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun
2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana peraturan ini
mengesahkan bahwa mediasi juga harus dilaksanakan dalam penyelesaian
sengketa di lembaga peradilan dalam hukum acara perdata PERMA Mediasi
tersebut juga telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni pada tahun
2008 dan 2016 Dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Peradilan dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu mediasi berlaku dalam bentuk litigasi

ataupun non litigasi.

%3 Ibid.,

¢ Dalam Klausul Menimbang, poin a UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan : bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga
terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
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Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan dan tidak mengatur secara
khusus persoalan penyelesaian sengketa keluarga, melainkan hanya membuat
klausul secara umum bagi seluruh perkara perdata."”” Dan di dalam PERMA No.
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya ada satu ayat pada
pasal 23 yang menyatakan dengan jelas perihal keluarga yakni perkara
perceraian.'*® Pada Pasal 23 ayat (6) menjelaskan tentang sanksi kepada Tergugat
untuk membayar biaya mediasi karena tidak beritikad baik'*® dalam persidangan.
Sedangkan biaya perkara tetap dibayar oleh Penggugat atau Pemohon
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama.'*

7 Ibid.,

1% pasal 23 Ayat (6) : dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara
dibebankan kepada penggugat.

"% Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai tindakan tidak beritikad baik oleh Mediator adalah
:'(a) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi
tanpa alasan sah; (b) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada
pertemuan berikutnya meskipun meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut
tanpa alasan sah; (c) ketidak hadiran berulan-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi
tanpa alasan sah; (d) menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak
menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau (e) tidak menandatangani konsep kesepakatan
perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Lihat Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

140 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya
Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Cet. 1, (Jakarta; Mahkamah Agung RI & Australia Indonesia Partnership
for Justice, 2017) hlm. 30
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3. Konseptual Mediasi Keluarga

Tingginya angka perceraian di Indonesia menurut data yang dirilis oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Peradilan Agama MA RI (Badilag)'*' bila
dihitung rata-rata angka perceraian dari jumlah pernikahan dari tahun 2012-2015
adalah sebesar 16% atau 340.555 perceraian dari 2.142.216 pernikahan.

Mediasi sebagai salah satu sarana yang diatur oleh pemerintah dalam dalam
hal ini Mahkamah Agung RI (MA RI) merupakan bagian upaya pemerintah untuk
menekan tingginya angka perceraian tersebut, Mahkamah Agung mengungkapkan
data di Tahun 2013 Peradilan Agama melakukan Mediasi atas 148.241 perkara
dan perkara yang berhasil dimediasi hanya sebesar 25.318 atau 17,08%,
selanjutnya di Tahun 2014 terdapat 132.223 perkara yang dimediasi dan yang
berhasil dimediasi hanya 24,7%, dan di tahun 2015 rata-rata keberhasilan mediasi
di sembilan (9) Pengadilan Agama percontohan di Indonesia hanya 16,85%.'**

Tingginya angka perceraian disebabkan adanya konflik atau perselisihan yang
terjadi di dalam sebuah keluarga, menurut Watkins konflik terjadi bila terdapat
dua hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak
yang secara potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat. Secara
potensial, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara
praktis/operasional, artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam

keadaan yang memungkinkan perwujudannya

141 Lihat Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2016, www.bps.go.id, Akses tanggal
29 Agustus 2019.

2 Lihat http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi-2014-
2015. Akses tanggal 27 April 2018.
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secara mudah.'®® Salah satu cara untuk memahami konflik ialah dengan
memusatkan perhatian terhadap dua kata kunci yaitu : kebutuhan dan
hambatan.'**

Menurut kamus Webster’s New World College Dictionary'®  konflik
mempunyai beberapa arti sebagai berikut :

1) To fight or struggle, battle, contend (Untuk melawan, berjuang,
bersaing)

2) Untuk menjadi antagonis, tidak sesuai atau bertentangan, perbedaan
pendapat yang tajam, berada dalam oposisi, sesuai kepentingan dan
gagasan; bentrokan.

3) Gangguan emosi yang dihasilkan dari bentrokan impuls yang
berlawanan atau dari ketidakmampuan untuk mendamaikan impuls
dengan pertimbangan realistis atau moral.

4) Sinonim: setiap kontes, pertengkaran, perselisihan verbal yang panas
atau perselisihan, cahaya atau perjuangan untuk eksistensi, baik
persahabatan atau permusuhan, untuk supremasi-kontes kecerdasan.

Defenisi konflik diatas terasa sangat emosional dan sangat menekan, karena
anda harus mencari tahu bagaimana secara moral seseorang harus menjadi benar
dan melakukan hal yang benar ketika sebuah hubungan mengalami deadlock
(kebuntuan) dan anda sudah kehabisan akal dalam hubungan tersebut. Dan untuk
memutuskan persoalan tersebut seseorang harus mampu berkorban, mentolerir,

memaaftkan, berkompromi, meniadakan, menerima, membalas dengan kebaikan,

atau memaafkan.'*®

'3 Robby 1. Chandra, Konflik dalam Hidup Sehari-hari, (Yogyakarta; Kanisius, 1992) hlm.
20

4 Ibid., him. 21

5 Webster’s New World College Dictionary dalam Lee Raffel, M.S.W., I Hate Conflict! ,
him. 1

6 Ibid., 2
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David Knox'*” mengemukakan beberapa persoalan yang biasa dihadapi dalam

keluarga sebagai berikut:

Gambar 3.3 persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam keluarga

menurut David Knox

1. Permasalahan yang 2. Permasalahan yang 3. permasalahan anak-anak:
berkaitan dengan saudara : berkaitan dengan rekreasi: ' '

‘eTerlalu banyak menelepon

“saudara

ﬁerlalu banyak saudara
mengunjungi rumah

‘eMeminjam uang dari

('saudara

‘eTinggal serumah dengan
saudara

eSaudara yang terlalu banyak
ikut campur kehidupan anak

*Meminjamkan uang atau
memberi uang kepada
saudara

eTidak ada waktu luang untuk
rekreasi

eKeinginan pasangan untuk
berlibur terpisah

eTidak setuju untuk
mengalokasikan uang untuk
berlibur

eTidak menyepakati untuk
mencari cara agar bisa
bahagia

eTempat dimana akan
menghabiskan liburan

eJangka waktu berlibur

eKedisiplinan anak-anak

eKepedulian dalam
membina/mengasuh anak

e\Waktu luang bersama anak

eJumlah anak

eJarak lahir anak

eMandul

eKeinginan untuk
mengadopsi (ya/tidak)

ePilih kasih terhadap anak

eMenekan perilaku anak

eKekerasan salah satu/kedua
pasangan terhadap anak

e Anak tiri

*Anak yang cacat, autis,
lambat tumbuh, dsb.

4. Permasalahan agama: 5. Permasalahan komunikasi: 6. Permasalahan keuangan:

'sGereja (tempat ibadah,
“contoh Masjid. Pen.,) mana
.-yang akan di kunjungi
#Pasangan yang terlalu shaleh
‘*Pasangan yang tidak shaleh
#Pendidikan agama bagi anak
Donasi (shadagah/infak.
~Pen.,)

‘sTaat dalam melakukan
tibadah saat hari besar
;keagamaan

‘eingkar janji pernikahan
o)

Ag uejng jo

eMerasa tidak dekat dengan
pasangan

eJarang berduaan dengan
pasangan

eBanyak kritikan dari
pasangan Tidak mencintai/
dicintai pasangan

ePasangan tidak sabar

eWaktu yang terlalu sedikit
untuk berkomunikasi

eTidak ada bahan yang
dibincangkan

ePerbedaan intelektual

eTidak suka dengan gaya
berdialog pasangan

ePasangan yang merasa tidak
bahagia dan tertekan

eArgument yang dipatahkan
dengan kekerasan

eTerlalu sedikit uang
ePekerjaan istri/suami

eKonflik dalam perkara siapa
yang akan membeli sesuatu

eBerjudi
eSuka meminjam uang
eTerlalu banyak hutang

" David Knox, Choices in Relationships An Introduction to Marriage and The Family, (New
York; West Publishing Company, 1988) hlm.. 371-372.
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8. Permasalahan 9. Permasalahan alkohol dan
7. Permasalahan sex:
pertemanan: obatobatan:

6Tidak punya keinginan
—seksual
‘eBerbeda dalam mencapai
—orgasme/tidak sama sekali
eSakit saat hubungan seksual
eEjakulasi dini
e|mpotensi
eBerbeda pada saat akan
—melakukan hubungan seks
tidak ada pemanasan,
ekerasan saat akan
erhubungan, oral seks,
—=posisi hubungan, sedikit
“kasih sayang)
‘eTidak sepakat tentang
—~frekuensi hubungan seks
Q‘:E'll'idak sepakat untuk
melakukan hubungan seks

eHubungan diluar pernikahan

eTerlalu banyak/sedikit
teman

eTeman yang berbeda
eMerahasikan pertemanan
e\Waktu bersama teman

Gambar 3.3.1 Sambungan

ePasangan yang biasa minum-
minuman keras

ePasangan yang menghisap
ganja (pemakai narkoba)

eUang yang habis untuk
narkoba

eKonsekwensi dari godaan
bagi peminum minuman
keras atau pemakai narkoba

eMenularkan sifat peminum
dan pemakai narkoba
kepada anak

eKekerasan yang timbul
akibat minuman keras

Sumber : David Knox, Choices in Relationships An Introduction to Marriage and

The Family, 1988.

Konsep mediasi merupakan salah satu cara yang dikembangkan untuk

menemukan jalan keluar dari sebuah hubungan yang sedang mengalami konflik.

Mediasi sebagai ilmu senantiasa berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi

dan ragam permasalahan yang yang terjadi dalam keluarga dengan ditopang

ragam ilmu pengetahuan yang membidani lahirnya ilmu mediasi keluarga itu

sendiri. Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang

keluarga yang salah satunya ayat yang menjelaskan tentang terapi dalam

menyelesaikan permasalahan keluarga QS al Nisa [4]: 34-35, yang kemudian

dikembangkan menjadi ilmu konseling keluarga yang menggunakan pendekatan
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psikologi Islam.'"*® Ilmu keluarga atau manajemen keluarga yang merupakan
pengembangan dari Psikologi Keluarga juga turut andil dalam mengembangkan
mediasi keluarga, Randal D. Day berpendapat:

Sebagian besar ilmuwan keluarga ingin melihat individu dan unit keluarga
berhasil dan berkembang, jadi kami berupaya mencari ide-ide teoretis yang
akan membantu kami dalam menjelaskan masalah keluarga yang sulit dan
kompleks. Seperti halnya peta harus direvisi untuk mencerminkan perubahan
dalam lingkungan fisik, demikian pula teori secara konstan diubah atau
dibuang untuk mencari cara sederhana namun efektif untuk membantu
keluarga. Sebuah prinsip dari matematika menangkap ide ini: Ini disebut
Occam's Razor. Prinsip ini menyatakan bahwa cara terbaik untuk
menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan langkah paling sedikit
atau asumsi paling sedikit yang mungkin. Oleh karena itu, walaupun ide-ide
ini mungkin tampak masuk akal, mereka telah terbukti menjadi penjelasan
paling sederhana namun paling kuat yang membantu kita memahami
kehidupan keluarga yang rumit.'

Model pendekatan analisis sejarah dari sebuah pernikahan dalam sebuah
keluarga juga sangat penting dalam mediasi keluarga untuk mencari pemahaman
dan melakukan rekonstruksi peristiwa tertentu seperti pencarian apresiasi terhadap
tekstur emosional kehidupan bagi individu di masa lalu, perasaan mereka,
persepsi mereka, dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan mereka, baik sosial
maupun moral, melalui penggunaan beragam data kualitatif-literatur, surat , buku

harian, jurnal, khotbah, dIl. upaya tersebut harus dilakukan karena ini adalah

masalah yang paling mungkin memberi tahu kita tentang kehidupan

18 I _ihat Musfir bin Said al Zahrani, a/ Taujih wa al Irsyad al Nafsi min al Qur’an al Karim
wa al Sunnah al Nabawiyah (Bahadur Press; mekkah, 1421 H), alih bahasa Sari Narulita dkk,
Konseling Terapi (Jakarta; Gema Insani, 2005), hlm. 23

1% Randal D. Day, Introduction to Family Processes, Fourth Edition (New Jersey; Lawrence
Erlbaum Associates, 2003) hlm. 40
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perkawinan dan keluarga dialami di masa lalu dan membantu kita
menentukan sejauh mana keberadaan yang diusulkan dari zaman keemasan
sebelumnya.'*’

Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam mediasi adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur mediasi
Unsur-unsur mediasi ini diambil dari beberapa rumusan dan defenisi
mengenai mediasi, yang dijadikan unsur-unsur mediasi sebagai berikut:
1) Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2) Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima
oleh para pihak yang bersengketa.
3) Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk
mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
4) Kewenangan membuat putusan adalah atas kesepakatan para pihak
yang bersengketa.
5) Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat,
voluntary (kesukarelaan). 151
The Centre for Conflict Resolution UNESCO menetapkan unsur yang harus
ada di dalam mediasi :
1) Mediasi: di dalam mediasi seakan-akan mediator memiliki otoritas

untuk membantu para pihak bernegosiasi sehingga mereka dapat

mencapai kesepakatan. Mediasi adalah seni mengubah posisi orang-

130 Adrian L. James dan Kate Wilson, Couples, Conflict, and Change Social Work With
Marital Relationships, (London; Tavistock Publications, 2002), hlm. 6

! Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi bedasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Jakarta; Kencana, 2016) hlm. 53-54
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orang (Mediation is the "art of changing people's positions) dengan
tujuan tertentu untuk menerima paket yang disatukan oleh kedua belah
pihak, dengan mediator sebagai pendengar, penasehat, perumus
perjanjian di mana kedua belah pihak telah berkontribusi.'*>

2) Mediator: hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak
Mediator adalah pengumpul, atau fasilitator tetapi bukan orang yang
membuat keputusan.'>

3) Komunikasi: pada tahap awal mungkin terdiri dari pihak-pihak yang
sebagian besar berbicara dengan mediator, tetapi saat mediasi
berkembang, para pihak semakin banyak berbicara satu sama lain
dengan mediator yang memandu proses.'**

4) Pengawasan dan Kontrol: Mediator hadir untuk mengendalikan proses
agar peserta tidak menyela, memanggil nama, atau terlibat dalam
tindakan merusak lainnya. Mediator tidak mengontrol hasil
penyelesaian dari perselisihan itu berasal dari para pihak sendiri.'>

5) Strategi Mediasi: Mediator melakukan "diplomasi ulang-alik", di mana
ia memisahkan para pihak dan membawa pesan bolak-balik.
Pemisahan para pihak adalah hal biasa dalam perselisihan yang intens

seperti perang, mediasi perceraian yang diperintahkan pengadilan,

152 The Centre for Conflict Resolution UNESCO, Advanced Mediation Skills Course Book
Course C, (Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003) hlm. 7

153 1bid.,

4 Ibid.,

15 Ibid.,
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atau situasi lain di mana para pihak tidak dapat berada di ruangan yang

sama satu sama lain.'®

6)

Menguntungkan semua pihak: Sebagian besar mediasi dilakukan
dengan para pihak di ruangan yang sama. dengan mediator
mengendalikan proses komunikasi untuk saling menguntungkan semua

pihak."’

b:. Karakteristik mediasi

Yang menjadi karakteristik keunggulan dari mediasi adalah sebagai berikut:

1))

2)

3)

4)

5)

Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif
penyelesaian sengketa lainnya.

Adanya kecendrungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima
dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.

Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk
menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul
kembali di kemudian hari.

Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang
merupakan dasar dari suatu sengketa.

Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak
yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan

dendam.

136 Ibid.,
Y7 Ibid.,
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6) Dalam pelaksanaan mediasi segala hal diungkapkan serta sifat acara
mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan acara litigasi yang selalu
“Terbuka untuk umum”. Sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa
membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama
pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena
tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi
perhatian publik.'*®

Keunggulan yang terdapat pada mediasi tersebut pada dasarnya secara
filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:
1) Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui
kesalahan dan kejelekan sendiri.
2) Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa merupakan
penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan.
3) Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi
mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain

belum tentu dapat mereka terima.'>’

¢. Mediator
Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

"8 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi., him. 54-55
% Ibid., him. 55
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mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.'®

Perihal kualitas seorang mediator, yang harus diingat bahwa tidak ada

seseorang yang sempurna (no body is perfect). Kita dapat mengembangkan dan

meningkatkan kualitas dan keterampilan kita dengan latihan. Berikut adalah

beberapa kualitas yang akan membuat mediator yang baik'®':

1))

2)

3)

4)

5)

6)

Keadilan (Fairness): memberi masing-masing pihak kesempatan yang
sama untuk berbicara/didengar;

Netralitas/Ketidakberpihakan (Neutrality/Impartiality): tidak memihak
perselisihan;

Kemandirian (/ndependence): tidak terkait erat dengan individu dan
kelompok yang terlibat dalam perselisihan (kadang-kadang kualitas ini
tidak diperlukan, karena misalnya kedua belah pihak mungkin setuju untuk
memiliki orang lain dari organisasi yang sama (atau pekerjaan, keluarga,
departemen, dll.) Menengahi perselisihan mereka;

Menjadi pendengar yang baik (being a good listener): selalu bersedia
mendengarkan dengan seksama,;

Menjadi perangkum yang baik (being a good summariser): kemampuan
untuk mengatakan secara akurat dalam beberapa kata segala sesuatu yang
telah dikatakan;

Ketenangan (coolness): tidak kehilangan ketenangan apa pun yang terjadi;

1% pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
1! The Centre for Conflict Resolution UNESCO, Advanced Mediation Skills., him. 8
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7) Sabar (patience): bersiap untuk menunggu, bahkan walaupun hal itu
membutuhkan waktu lama;

8) Ketegasan (firmness): menjaga kendali atas berbagai hal tanpa menjadi
suka memerintah;

9) Kesopanan (politeness): bersikap menyenangkan bagi kedua belah pihak,
meskipun ini sulit dilakukan;

10) Kejujuran/Keterbukaan (honesty/openness): lurus dengan kedua belah
pihak dan masing-masing mengungkapkan informasi yang sama;

11) Kebijaksanaan/Diplomasi (tact/diplomacy): peka terhadap ketegangan,
kepribadian dan kondisi, dan membuat semua orang merasa di rumah (feel
at home);

12) Komitmen (commitment): bersiap untuk melihat mediasi melalui,
meskipun ada banyak kendala;

13) Disiplin/Kebijaksanaan (discipline/disrection): misalnya, tidak
menyebarkan desas-desus dan mempublikasikan informasi yang
dirahasiakan kepada kedua pihak dalam perselisihan.'®*

Secara garis besar di Indonesia, mediator terbagi menjadi dua jenis, yaitu

mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan:

1) Mediator dari dalam pengadilan : Hakim Mediator, selain hakim mediator
dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau keterbatasan

jumlah mediator bersertifikat, Ketua pengadilan dapat mengeluarkan surat

12 Ibid.,
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keputusan yang berisikan pemungsian seorang hakim sebagai mediator.'®®
Hakim mediator haruslah hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator
pada pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahakamah
Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah
Agung.164

2) Mediator dari luar pengadilan : mediator bersertifikat dari kalangan non

hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan.'®

d. Mediasi Keluarga

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa seluruh sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh proses mediasi, termasuk
di dalamnya perkara sengketa keluarga, kecuali sengketa mengenai

pencegahan'®, penolakan'®’, pembatalan'®® dan pengesahan'® perkawinan.'”

19 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi., him. 58 dan Pasal 13 Ayat (2) PERMA No.
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1% Pasal 13 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

15 Ibid., Pasal 1

1% pencegahan perkawinan adalah : Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan
adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Lihat Pasal
13, 14 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

17 Penolakan perkawinan adalah : penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat
perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dilarang oleh UU Perkawinan, para pihak
yang perkawinannya ditolak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah pegawai
pencatat perkawinan berkedudukan untuk memberikan putusan. Pengadilan dapat memberikan
ketetapan apakh menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan
dilangsungkan. Lihat Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

18 perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Lihat Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

19 Pengesahan perkawinan juga dikenal dengan istbat nikah yaitu perkawian yang tidak dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan penetapan pengesahan pernikahan (itsbat nikah)
ke  Pengadilan Agama. Lihat Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.

170 pasal 4 Ayat (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan
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1) Urgensi Mediasi Keluarga

Perselisihan keluarga biasanya melibatkan banyak pihak yang terjadi
diantara orangtua dan anak, suami dan istri, anggota keluarga dengan kakek atau
nenek, dan keluarga pada umumnya mempunyai aturan tersendiri dalam
menyelesaikan perselisihan tersebut, ada yang berupaya dengan bernegosiasi
antara anggota keluarga tersebut, ada juga yang menyelesaikan cukup dengan
penetuan yang ditetapkan oleh orang tua, dan ada pula yang mengambil keputusan
sendiri. Seperti seorang remaja yang menentang orang tuanya dengan melarikan
diri, pasangan yang bercerai menolak hak berkunjung dan tidak mau
membayarkan tunjangan anak sebagaimana perintah pengadilan.'”'

Perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara negosiasi sering
terjadi dalam keluarga yang biasanya mencampuradukkan antara masalah hukum
dengan emosional dan mediasi sebagai teknik yang sangat tepat untuk
menyelesaikan konflik yang anggota keluarga tidak dapat menyelesaikan sendiri
perselisihan diantara mereka, orang luar membantu anggota keluarga untuk
menyelesaikan perselisthan mereka. Mediator membantu peserta/anggota keluarga
menemukan solusi yang saling memuaskan untuk masalah yang sedang dihadapi,
untuk menghindari sindrom "menang-kalah" dari keputusan pengadilan, arbitrase,

atau keputusan orang tua. Proses ini bersifat pribadi. Selanjutnya, beberapa

"' Linda R. Singer, Settling Disputes Conflict Resolution in Business, Families, and Legal
System, (San Francisco; Westview Press, 1994) hlm. 31
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mediator mencoba mengajar orang untuk menangani konflik mereka sendiri di
masa depan tanpa perlu memanggil orang luar.'

Dalam hal memilih mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan
sengketa keluarga sangat ditekankan dalam banyak peradilan, Susan Strengass
mengatakan “Hukum keluarga merupakan bidang yang sangat penting/utama,
dimana alternatif menyelesaikan sengketa adalah hal yang sangat mendesak dan
tidak harus diadili”.'”

2) Mediasi keluarga dalam praktik

Dalam beberapa program, relawan mediator menangani konflik dalam
keluarga yang sedang berlangsung. para mediator ini, bagian dari program yang
didukung publik yang bekerja dengan keluarga yang telah dirujuk oleh pengadilan
remaja, sekolah. polisi, atau pekerja sosial, berupaya untuk memperlancar
keretakan antara orang tua dan anak-anak remaja mereka. Perselisihan pada
umumnya melibatkan situasi saat remaja berperilaku tidak baik karena tidak
bersekolah, melarikan diri, atau melakukan kejahatan ringan. Sering orang tua
mereka menyerah dalam berurusan dengan mereka dan berusaha untuk
menyerahkan mereka kepada otoritas remaja sebagai "di luar kendali orang
tua."! "

Para peneliti mempelajari hasil dari satu program mediasi orang tua-anak,

yang disebut Proyek Dengar Pendapat Anak, yang dimulai di Cambridge dan

' Ibid., hlm. 31-32

' Susan Strengass adalah seorang hakim di Pengadilan Wisconsin Circuit, hal ini beliau
sampaikan saat pidato dalam Workshop on Identifying and Measuring Quality in Dispute
Resolution Processes and Outcomes (Workshop Mengidentifikasi dan Mengukur Kualitas dalam
Proses dan Hasil Penyelesaian Sengketa), yang dilaksanakan oleh University of Wisconsin-
Madison Law School pada 13 Juli 1987. Dalam Linda R. Singer, /bid., hlm. 32

7 Ibid., hlm. 33
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Somerville, Massachusetts, pada tahun 1980 dan kemudian menyebar ke seluruh
negara bagian itu sebelum menyerah pada kekurangan anggaran negara. Meskipun
mediasi tidak dapat - dan tidak berniat untuk mengatasi masalah keuangan dan
emosional yang mendasari keluarga kelas pekerja yang menggunakan program
ini, itu jelas memudahkan komunikasi antara orang tua dan remaja dan mengubah
cara mereka menangani konflik. Mayoritas keluarga yang berpartisipasi mencapai
kesepakatan tertulis, umumnya setelah dua atau tiga sesi mediasi. Kesepakatan
mencakup rincian spesifik kehidupan keluarga, seperti jam malam dan tugas
keluarga. Di antara mereka yang menyelesaikan perselisihan mereka dalam
mediasi, dua pertiga melaporkan beberapa bulan kemudian bahwa perjanjian itu
bekerja seluruhnya atau sebagian dan bahwa itu telah membantu situasi keluarga
secara keseluruhan. sebagian besar terpuaskan dengan pengalaman mediasi
mereka.'”

Mahkamah Agung RI mengungkapkan data umum dari mediasi yang
belum terpisah antara perdata umum dengan perdata keluarga, data sementara
keberhasilan mediasi secara nasional tahun 2017 di Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) MA hanya berkisar 4,14%. Jumlah itu merupakan gabungan
keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.'’®

Dilihat data keberhasilan mediasi di Laporan Tahunan MA tahun 2015,
rata-rata keberhasilan mediasi di 9 (sembilan) pengadilan negeri adalah sebesar

16%, dan 17% di 9 (sembilan) pengadilan agama. Padahal tahun 2015 itu mediasi

' Ibid.,

"7 Data Sementara Keberhasilan Mediasi Nasional, http:/mediasi.mahkamahagung .go.id
/2017/10/03/data-sementara-keberhasilan-mediasi-nasional-di-sipp-hanya-414-input-data-mediasi-
ditengarai-tidak-lengkap, Akses Tanggal 27 April 2018. Lihat Pokja Laporan Tahunan MARI,
Laporan Tahunan 2015, (Jakarta; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016) hlm. 109
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masih menggunakan Perma lama (Perma 1/2008) yang belum mengakomodir
keberhasilan sebagian sebagai keberhasilan mediasi. Mahkamah Agung (Pokja
Mediasi) meyakini dengan diakomodirnya Perma 1/2016 tingkat keberhasilan
mediasi akan jauh meningkat dibanding tahun 2015.""”
3) Mediasi Perceraian

Perceraian, adalah peristiwa yang menuntut keputusan tentang hak asuh
dan dukungan anak-anak (dan kadang-kadang satu sama lain) dan pembagian
harta dan hutang. Para pihak tidak membuat keputusan ini untuk diri mereka
sendiri, seorang hakim akan melakukannya untuk mereka. Menjadi hampir klise
bahwa pengadilan kurang cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Suami dan
istri, yang karena alasan apa pun telah memutuskan untuk berpisah, umumnya
tidak siap untuk melewati jalan mereka melalui konsekuensi hukum dan
emosional dari perpisahan tanpa bantuan.'”®

Perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 terdapat sebanyak
347.256 perceraian, atau sekitar 18% dari angka perkawinan yang terjadi pada
tahun itu yakni 1.958.394 angka ini merupakan angka yang tertinggi dihitung dari
tahun 2012 s.d 2015."”

Angka perceraian diatas sangat mengkhawatirkan, sebab sengketa
perceraian tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri saja,

melainkan ia juga melibatkan hubungan hak asuh anak, permasalahan harta

bersama, nafkah anak, pendidikan dan banyak permasalahan lainnya. Memilih

77 Ibid.,

'8 Linda R. Singer, Settling Disputes., hlm. 35

' Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2015, www.bps.go.id, Akses tanggal 2
Februari 2018
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untuk melakukan mediasi perceraian merupakan hal yang mutlak yang harus
dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang ingin bercerai.

Memang dapat diakui ada beberapa kasus perceraian yang tidak dapat
dihindari dan juga tidak dapat dilakukan mediasi, seperti kekerasan dalam rumah
tangga yang berulang, atau dendam dalam hubungan suami istri. Linda R. Singer
mengatakan bahwa biasanya mediasi gagal dalam 3 (tiga) kondisi pasangan suami
istri : Pertama, disebabkan oleh pasangan yang ingin membalas dendam dalam
hubungannya. Kedua, pasangan yang ingin tetap berselingkuh atau melanjutkan
hubungan dengan pasangan ‘“gelapnya”. Ketiga, karena adanya kekerasan dan
pelecehan dalam bubungan, baik itu dari sisi kekerasa pada hubungan seksual,
kerasaan verbal atau kekerasan fisik.'*’

4) Memilih mediator perceraian

Ketika pasangan yang ingin berpisah atau bercerai memilih untuk
melakukan mediasi, kemudian yang timbul adalah memilih mediator yang terbaik
bagi kelangsungan hubungan mereka. Dalam memilih mediator yang baik,
pasangan yang ingin bercerai harus tahu terlebih dahulu kriteria mediator yang
baik, mediator yang baik harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

a) Wawancara/tanya jawab ([nterviewing/questioning) : mendapatkan

informasi dari orang dengan cara yang membuat mereka merasa bebas

untuk berbicara;

"% Linda R. Singer, Settling Disputes., hlm. 37
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b) Mendengarkan (Listening) : mampu berkonsentrasi pada segala sesuatu
yang diungkapkan oleh pembicara (kata-kata, perasaan yang
diekspresikan dan bahasa tubuh pembicara);

c) Meringkas (Summarising) : mampu merangkum semuanya dalam
beberapa kata;

d) Menerjemahkan (7ranslating) : secara akurat memasukkan apa yang
dikatakan ke bahasa lain;

e) Penyederhanaan (Simplifying) : menempatkan argumen / kata-kata sulit
ke dalam bahasa yang sederhana dan jelas;

f) Memimpin /mefasilitasi mediasi (Chairing/Facilitating) : menjalankan
sesi mediasi dengan cara yang mendorong semua orang untuk
berpartisipasi;

g) Mencatat (Note-taking) : mencatat (mencatat) semua poin penting;
Drafting: menyusun perjanjian yang dicapai oleh para pihak;

h) Mengamati (Observing) : mengawasi perasaan / reaksi orang selama
rapat;

1) Konseling (Counseling) : memberikan nasihat dan dukungan selama
sesi mediasi, terutama selama konflik pribadi;

J) Negosiasi (Negotiating) : mencoba membujuk setiap pihak dalam sesi
mediasi untuk berkompromi pada beberapa masalah;

k) Strategi (Strategizing) : memikirkan cara untuk membuat kedua belah

pihak menyetujui beberapa poin.'®!

'8! The Centre for Conflict Resolution UNESCO, Advanced Mediation Skills., him. 9
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Di Indonesia terdapat 3 (tiga) Jenis mediator resmi, pertama mediator
profesional, yakni mediator swasta yang telah memiliki sertifikat mediator yang
diberikan oleh Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi mediator yang telah
diberikan izin oleh Mahkamah Agung,'® kedua mediator yang disediakan oleh
pengadilan yaitu mediator hakim/hakim mediator.'® Ketiga adalah lembaga
mediator resmi yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM seperti Asosiasi
Mediator Indonesia (AMINDO),'™ dan Pusat Mediasi Nasional (PMN).'®
Lembaga mediator atau asosiasi mediator ini pada dasarya adalah kumpulan
mediator-mediator tersertifikasi yang membentuk sebuah wadah perkumpulan
mediator sebagai wadah perkumpulan juga wadah yang memberikan pelatihan
dan sertifikasi mediator.

Ada sembilan belas (19) lembaga di Indonesia yang sudah terakreditasi dan
sedang mengajukan akreditasi oleh Mahkamah Agung yang boleh melaksanakan
pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat sebagai mediator, lembaga
tersebut adalah'* :

(1) Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT);
(2) Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo);

(3) Pusat Mediasi Nasional (PMN);

'82 Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

" Ibid.,

'8 AMINDO-Asosiasi Mediator Indonesia, http://www.pubinfo.id/instansi-1076-amindo--
asosiasi-mediator-indonesia.html, Akses pada Ahad, 3 Februari 2019, Pukul 16.11 wib

'8 Tentang PMN, https://pmn.or.id/pmn/about-pmn/?lang=id, Akses pada Ahad, 3 Februari
2019, Pukul 16.08 wib

18 Mahkamah Agung Gelar TOT Mediasi, https://www.mahkamahagung.go.id
/id/berita/3287/mahkamah-agung-akan-gelar-tot-mediasi, akses tanggal, 13 Desember 2018,
Pukul. 14.34 WIB
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(4) Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada;

(5) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);

(6) Impartial Mediator Network (IMN);

(7) Jaringan Layanan Damai;

(8) Pusat Mediasi Ar Raniry;

(9) Indonesia Mediation Centre (IMC);

(10)
(11)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Pusat;

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
Walisongo Mediation Centre (WMC);

Badan Mediasi Indonesia (BaMI);’

Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Jimly School of Law and Government Surabaya

C. Mediasi Keluarga di Pengadilan pada Beberapa Negara

Lembaga mediasi keluarga di beberapa negara telah diterapkan sejak lama,

hal ini disebabkan oleh kejadian yang serupa dengan Indonesia, yakni tingginya

angka perceraian di negara tersebut. Seperti di Amerika tempat dimana lembaga

mediasi keluarga yang sudah lebih dahulu ada, angka perceraian di Amerika
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sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Kesehatan Nasional
Amerika (National Center for Healt Statistic) bahwa pada tahun 1992 terdapat 2.5
juta pernikahan dan lebih dari 1 juta perceraian. Dengan kata lain lebih dari
setengah pernikahan terjadi perceraian.'®’  Selain itu lembaga mediasi juga
merupakan lembaga riset untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan
yang terjadi di dalah keluarga.

Contohnya pusat studi dan penelitian program mediasi antara orang tua dan
anak yang di Amerika disebut dengan program Children’s Hearing Project yang
pertamakali dilaksanakan di Cambridge, Sommerville dan Massachussetts pada
tahun 1980."" Program mediasi antara orang tua dan anak remaja yang
dilaksanakan oleh District of Columbia Mediation Service yang mana lembaga
tersebut beroperasi dibawah Department of Human Service Columbia.'®

Irlandia dengan alasan tingginya perkara litigasi dalam persoalan keluarga
seperti gugatan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pada
anak dan kasus keluarga lainnya, mereka membuat sebuah lembaga khusus
mediasi keluarga yakni Family Mediation Service (FMS). Pada tahun 2008
Pengadilan Irlandia menerima perkara keluarga sebanyak 25.057 pada tingkat
pertama, dan 6.914 pada tingkat banding dan 85 tingkat kasasi. Sehingga total
perkara keluarga yang masuk dalam lembaga peradilan ada sebanyak 32.056, dan

pada tahun 2009 angka perkara keluarga di pengadilan naik sekitar 25%.""°

'8 Linda R. Singer, Settling Disputes., hlm. 35

%8 Ibid., 33

"% Ibid.,

" Law Reform Commission, Report Alternative Dispute Resolution: Mediation and
Conciliation, (Irlandia; Law Reform, 2010) hlm. 105
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Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah berkembang sejak
tahun 1970-an, dari sekian banyak metode penyelesaian sengketa mediasi secara
khusus mendapatkan perhatian para sarjana dan praktisi hukum. Permasalahan
yang diselesaikan dengan mediasi cenderung menghemat waktu, para pihak
memiliki lebih banyak perselisihan mereka dan memberikan prospek yang lebih
besar untuk pelestarian hubungan, terutama dalam perselisihan domestik/keluarga
dan komersial di mana kebutuhan untuk hubungan yang berkelanjutan. Selain itu,
adaptasi umum yang jelas dari mediasi di berbagai lingkungan perselisihan telah
berkontribusi pada kemunculannya sebagai alat yang lebih disukai untuk
manajemen konflik.'"!

Secara umum penyelesaian sengketa keluarga dengan menggunakan mediasi
ada dua, yakni mediasi secara sukarela dan mediasi wajib yang diatur oleh
pengadilan.'”> Aturan mediasi yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa
mediasi dapat dilakukan dengan dua cara tersebut diatas, baik secara sukarela
berdasarkan UU No. 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa ataupun dengan mediasi wajib atas perintah pengadilan
berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sukarela biasanya mengandalkan partisipasi dan persetujuan kedua
belah pihak, dan mediasi yang wajib dari pengadilan merupakan keinginan unutk
menyelesaikan permasalahan publik yang tertentu dan abadi. Mediasi sukarela

asumsi biasanya adalah bahwa para pihak memilih untuk mediasi atas kehendak

! Shahla F. Ali, Court Mediation Reform Eiciency, Confidence and Perceptions of Justice
(UK; Edward Elgar Publishing, 2018) hlm. 49
92 Ibid., hlm. 50
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bebas dan tanpa pengawasan langsung pengadilan terhadap proses tersebut.

model mediasi wajib cenderung untuk mengintegrasikan pengawasan pengadilan

langsung ke dalam proses mediasi. Ini biasanya mencakup integrasi langkah-

langkah pengawasan, seperti yang membutuhkan pihak yang berselisih untuk

menghadiri atau berpartisipasi secara wajib dalam konferensi mediasi sebelum

ajudikasi. Selain itu, beberapa yurisdiksi memberlakukan persyaratan 'itikad baik’,

sehingga pada dasarnya menetapkan batasan kualitatif untuk pengadilan dalam

menilai partisipasi para pihak yang berselisih dalam mediasi.'*®

Syarat itikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur dalam pasal 7,

adapun para pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, jika para pihak:

a.

Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut

dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada

pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali
berturut-turut tanpa alasan sah;

Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan
Mediasi tanpa alasan sah;

Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak
menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah

disepakati tanpa alasan sah.'”*

"% Ibid., him. 51
1 Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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Pada kasus mediasi perceraian bilamana para pihak baik tergugat ataupun
termohon tidak beritikad baik, maka sesuai pasal 23 ayat (1) PERMA No. 1
Tahun 2016, Tergugat dikenakan sanksi membayar biaya mediasi dan Penggugat
atau Pemohon tetap berkewajiban untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.'”

1. Mediasi Sukarela di Inggris

Perkembangan mediasi di Inggris dari tahun 1996 dan seterusnya. Di
Inggris, pengadilan mendorong program mediasi dikembangkan atas dasar temuan
bahwa tingginya tekanan untuk menyelesaikan menurunkan tingkat penyelesaian,
sementara keberhasilan bergantung pada kesediaan pihak untuk menyelesaikan
dengan itikad baik. Mediasi sipil di Inggris tetap kuat melalui penggunaan sanksi
biaya yang mendorong partisipasi dan program mediasi bersubsidi untuk bidang-
bidang tertentu, termasuk mediasi tenaga kerja dan mediasi sengketa pekerjaan,
mendorong para pihak untuk mempertimbangkan penggunaan konsiliasi sebelum
pengadilan sipil.'

Pada tahun 1996, Profesor Hazel Genn bersama-sama dengan Pusat
Nasional untuk Penelitian Sosial (The National Centre For Social Research)
melakukan penelitian nasional terhadap respons rumah tangga di Inggris dan

Wales terhadap masalah yang dapat dibenarkan untuk periode lima tahun sejak

Januari 1992. Survei melibatkan sampel 1.134 orang dewasa dari populasi 4.125

195 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya
Jawab Mediasi, hlm. 30
19 Shahla F. Ali, Court Mediation, hlm. 65
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orang. Diidentifikasi telah mengalami masalah yang dapat diajukan ke pengadilan
dan tidak sepele. Di antara 1.134 sampel dihitung dalam survei utama, hanya 2
persen dari mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan mediasi atau telah
merencanakan sesi mediasi atau konsiliasi."”’

Berdasarkan laporan statistik penyelesaian perkara mediasi sipil/sukarela
pada tahun 2007-2011 menyatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi rata-rata
70%.""® Program mediasi sukarela Inggris menghadirkan contoh yang baik dari
sistem mediasi yang mapan yang dilaksanakan melalui dorongan kuat. Selama
lima tahun terakhir, Inggris telah mengalami perkembangan positif di bidang
efisiensi yang diukur dengan pengurangan keterlambatan, kepercayaan yang
diukur dengan penegakan yang efektif dan ADR yang tidak memihak dan efektif,
dan persepsi keadilan yang diukur dengan peringkatnya dalam aturan hukum dan
tidak adanya diskriminasi. Tarif penggunaan di Inggris. untuk sebagian besar
program sukarela telah meningkat selama 20 tahun terakhir. Demikian juga,
Inggris menikmati reputasi yang kuat dalam supremasi hukum, keadilan sipil dan
penegakan hukum yang efektif. Namun demikian, peringkat jajak pendapat
menunjukkan bahwa masalah aksesibilitas dan keterjangkauan, serta penundaan,

tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi sistem peradilannya.'®’

2. Mediasi Sukarela di Malaysia
Di Malaysia, para pihak dapat secara sukarela melakukan mediasi sebelum

memulai litigasi. Mediasi Act 2012 (UU Mediasi Malaysia Tahun 2012)

7 Ibid., hlm. 79
%8 Ibid., hlm. 80
% Ibid., hlm. 84
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diundangkan untuk memfasilitasi penggunaan mediasi sebelum pengadilan
perdata. Dalam sistem pengadilan, mediasi hanya dapat dimulai dengan
persetujuan semua pihak. Program mediasi pengadilan sukarela yang kuat di
Malaysia telah berkontribusi pada perolehan dalam sistem peradilan sipil dalam
hal efisiensi terkait dengan biaya dan penghematan waktu. Selama lima tahun
terakhir, Malaysia telah membuat kemajuan dalam hal peringkat peradilan
sipilnya dalam hal tingkat efisiensi, yang diukur dengan pengurangan penundaan;
kepercayaan diri, yang diukur dengan penegakan yang efektif; dan persepsi
keadilan, yang diukur dengan peringkatnya dalam pengurangan diskriminasi.”*’

Malaysia adalah masyarakat multi-agama dan multi-etnis yang sebagian
besar terdiri dari orang Melayu, Cina, dan India. Mediasi di Malaysia menemukan
akarnya dalam ajaran Islam, Hindu, Budha, Kristen dan prinsip-prinsip kerukunan
Konfusianisme. Catatan sejarah juga mengkonfirmasi praktik penyelesaian
sengketa awal di antara orang-orang Melayu asli. Baru-baru ini, tradisi hukum
Barat telah memengaruhi praktik mediasi kontemporer di Malaysia.*"!

Mediasi keluarga di Malaysia dikelola oleh Malaysia Mediation Centre
(Pusat Medasi Malaysia) MMC, MMC mengharuskan para mediatornya untuk
berlatih sebagai anggota organisasi pengacara Malaysia dengan setidaknya tujuh
tahun berpengalaman, untuk menyelesaikan 40 jam pelatihan di bawah MMC dan
telah lulus penilaian praktis yang dilakukan oleh para pelatih. Mediator tersebut

harus memiliki kualifikasi yang relevan, pengetahuan khusus atau pengalaman

2 1pid., him. 125
2 Ibid.,
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dalam mediasi melalui pelatihan atau pendidikan tinggi formal. Tidak ada
batasan jumlah mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan. Pada
Pasal 9 ayat (3) dari Mediasi Act 2012 menetapkan tugas mediator untuk
bertindak secara independen dan tidak memihak.>*

Program mediasi sukarela di Malaysia dapat diperiksa dalam konteks yang
lebih besar dari pencapaiannya di bidang efisiensi, kepercayaan dan persepsi
keadilan. Dalam hal efisiensi keseluruhan dalam sistem peradilan sipil, menurut
Global Competitiveness Report 2016-2017, Malaysia menempati urutan ke 19 dari
138 negara dalam efisiensi kerangka hukumnya dalam menyelesaikan
perselisihan.”® Keyakinan dalam sistem mediasi pengadilan dapat diperiksa
dalam kaitannya dengan peringkat keseluruhan sistem peradilan sipil dan
kemudahan penegakan serta ketidakberpihakan dan efektivitas ADR. Peringkat
keseluruhan untuk peradilan sipil Malaysia dalam Rule of Law Index 2016 berada
di urutan ke 49 dari 113 negara.”*

Program mediasi pengadilan sukarela Malaysia yang kuat telah ditandai
dalam beberapa tahun terakhir oleh tingkat penyelesaian yang tinggi. Ini telah
berkontribusi pada perolehan dalam sistem peradilan sipil dalam hal efisiensi
sehubungan dengan biaya dan penghematan waktu. Selama dua tahun terakhir,

Malaysia telah membuat beberapa kemajuan dalam kaitannya dengan peringkat

peradilan sipil dalam hal tingkat efisiensi, yang diukur dengan pengurangan

22 Ibid., him. 131
2% Ipid., him. 137
29 Ibid., him. 138
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penundaan; kepercayaan diri, yang diukur dengan penegakan yang efektif; dan

persepsi keadilan, yang diukur dengan pengurangan diskriminasi.*”’

3. Mediasi Sukarela di Belanda

Sejak 2007, pengadilan Belanda dapat menggunakan divisi mediasi
sukarela di semua pengadilan tingkat pertama dan banding. Sementara proses
mediasi di Belanda unik karena mereka tidak tunduk pada kontrol hukum,
kemajuan mediasi di Belanda telah dipuji sebagai keberhasilan. Kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan mediasi yang terhubung dengan pengadilan di
Belanda adalah menormalisasi proses mediasi sebagai alat 'yang dapat
disesuaikan' untuk digunakan di mana kebutuhan para pihak membutuhkannya,
sebagai lawan dari langkah pemotongan biaya yang bertujuan untuk
menghilangkan beban pada sistem peradilan.?*

Dukungan Masyarakat untuk Mediasi yang tidak terpisahkan dari
keberhasilan layanan rujukan mediasi Belanda adalah dukungan peradilan, profesi
hukum, dan pihak-pihak dalam litigasi. Ini telah menyebabkan pergeseran dalam
peran tradisional hakim, dari hakim untuk fasilitator 'multi-tugas' dari proses
penyelesaian sengketa. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mediasi telah
menyebabkan peningkatan mediator; pada akhir 2011, dari 4.493 mediator

terdaftar, 931 disertifikasi. Dari semua mediator terdaftar pada 2011, hanya 9,8

persen yang bekerja secara eksklusif sebagai mediator, sementara 88,3 persen

2% Ipid., him. 139
2% 1pid., him. 111
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melakukan pekerjaan non-mediasi lainnya. “Rata-rata jumlah mediasi per tahun
per mediator terdaftar terus meningkat dari 2004 (8.1) menjadi 2011 (11.5).2"

Program mediasi sukarela dalam perkara sipil yang termasuk di dalamnya
perkara keluarga di Belanda dapat diperiksa dalam konteks yang lebih besar dari
pencapaiannya di bidang efisiensi, kepercayaan dan persepsi keadilan, yang
sethuanya menunjukkan sistem peradilan sipil yang kuat dan sehat.”*®

Program mediasi sukarela di Belanda dapat dilihat dalam konteks budaya
hukum yang menghargai negosiasi ekstra-yudisial atas perselisthan dan
memandang ajudikasi peradilan sebagai alat upaya terakhir. Alih-alih bertujuan
untuk meringankan sistem peradilan yang terlalu terbebani, tujuan yang
dinyatakan dari mengembangkan layanan mediasi yang terhubung dengan
pengadilan di pengadilan Belanda adalah untuk memberikan pengguna lebih
lanjut opsi kepada pengguna, selain metode yang ada untuk ajudikasi peradilan
dan penyelesaian pengadilan, dari perselisihan alternatif resolusi. Sejak program
imi diperkenalkan pada 2007, Belanda telah mengalami perkembangan positif di
bidang efisiensi, yang diukur dengan aksesibilitas dan keterjangkauan dan
pengurangan keterlambatan; kepercayaan, yang diukur dengan peringkat peradilan
sipil secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif dan ADR yang tidak

memihak dan efektif; dan persepsi keadilan, yang diukur dengan persentilnya

dalam pengurangan diskriminasi. Hal ini tampaknya menunjukkan

27 Ibid., him. 118
2% bid., him. 122
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bahwa program mediasi sukarela seperti yang diterapkan di Belanda

aitkan dengan kontribusi signifikan terhadap kerja sistem peradilan sipilnya.**
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Mediasi keluarga sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan pada acara
persidangan peradilan agama yang sering gagal dan berakhir dengan perceraian
merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan, permasalahan ini tidak
bisa terus dibiarkan dan harus segera di antisipasi. Sebab kondisi keluarga
Indonesia dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena tingginya angka
perceraian, hal ini berdasarkan perbandingan rata-rata pernikahan yang terjadi di
Indonesia setiap tahunnya sebesar 2 juta pernikahan dengan rata-rata jumlah
perceraian yang terjadi di Indonesia sekitar 10% atau sebesar 200 ribu perceraian.
Padahal kerangka hukum Indonesia dengan tegas mempersulit terjadinya
perceraian, sebab perceraian hanya sah bilaterjadi di hadapan pengadilan.

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam
membuat aturan mediasi dalam perkara perdata yang termasuk di dalamnya
mediasi pada sidang perceraian, ha ini terlihat dari perubahan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PERMA)
tentang Mediasi telah terjadi perubahan sebanyak (2) dua kali perubahan dari
PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan dan PERMA medias yang pertama kali dikeluarkan
pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di
Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan
tetapi pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya.

Prinsip umum yang dijelaskan di dalam QS. a Nisa [4]: 34, 35 dan 128
tentang penyelesaian konflik keluarga dengan metode mediasi dan Peraturan
perundang-undangan tentang Mediasi seharusnya mampu menekan tingginya
angka perceraian yang terjadi di Indonesia, namun dalam proses medias
seringkali peraturan tentang medias cenderung dilaksanakan secara kaku,
demikian juga penerapan teori hukum Islam dalam pelaksanaan mediasi belum
bisa memberikan kontribusi yang jelas, perlu penafsiran baru terhadap konsep
perdamaian dalam keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi
keluarga Islam yang kemudian konsep tersebut mampu memberikan masukan
dalam peraturan mediasi sebagai upaya rekonstruks proses medias keluarga
Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis empiris
yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dengan gejaa-ggaa sosia yakni
hukum tidak hanya dikaji law in books yang menyatakan bahwa hukum berlaku
untuk pembentukan dan terwujudnya ketertiban sosial dengan memasang konsep

law is a tool of social engineering, tetapi juga harus mengkaji law in action
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dengan menyadari adanya kondisi sosial masyarakat lalu mencari solus dari
setiap permasal ahan.

Untuk menemukan konsep rekonstruksi proses mediasi keluarga di
Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems (systems
approach), pendekatan ini merupakan sebuah teori analisis dalam merekonstruksi
hukum Islam yang kemukakan oleh Jasser Auda. Konsep-konsep dasar yang biasa
digunakan dalam pendekatan dan analisis systems antara lain melibatkan cognitive
science, yakni bahwa setiap konsep keilmua apapun — keilmuan agama mapun
non agama — selau melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia
(Cognition), Kedua melihat persoalan secara utuh (Wholeness), selalu terbuka
terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (Openness), saling
keterkaitan antar nilai-nilai (Interrelated-Hierarchy), melibatkan berbagai dimensi
(Multidimensionality) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok
(Purposeful ness).

Urgens Rekonstruksi ProsesMedias Keluarga Indonesia

Kebutuhan terhadap pembaharuan peraturan mediasi khususnya yang
berkaitan dengan mediasi keluarga sangat mendesak hal ini dikarenakan beberapa
hal sebagai berikut : 1. Tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama
dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia, 2. Kedudukan PERMA
Medias yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga, 3. Sengketa Keluarga
Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa, 4. Perkembangan Ilmu
Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga, 5. Pembentukan

Undang-Undang Mediass Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
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Keluarga Indonesia (Family Mediation and Alternative Family Dispute Resolution

in'Indonesia).

Pola Rekonstruksi ProsesMediasi Keluarga Indonesia

Pola rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia dalam penelitian

ini. menggunakan pendekatan teori systems (systems approach), pendekatan ini

merupakan sebuah teori analisis daam merekonstruksi hukum Islam yang

kemukakan oleh Jasser Auda.

1

2.

Cognitif  (sifat kognisi) dalam sistem hukum Islam terhadap proses
mediasi keluarga. Perkembangan kognisi (pengetahuan) manusia — tentu
dalam hal ini adalah interpretasi para ulama, cendekiawan dan ilmuwan --
dalam memahami syariat yang hasilnya beragam. Dalam permasalahan
penelitian ini fokus penelitian terdapat pada QS. Al Nisa [4]: 34, 35 dan
128. Yang merupakan sebuah aturan yang sempurna dalam persoaan
mediasi keluarga dan alternatif penyel esaian sengketa keluarga.

Wholeness (melihat persoalan secara utuh) dalam hukum Islam terhadap
proses mediasi keluarga. Dalam memandang permasal ahan keluarga Islam
harus secara keseluruhan harus memperhatikan perkembangan zaman,
politik, ekonomi dan kondisi dunia globa menuntut adanya perubahan
penafsiran hukum, bukan berarti hukum yang lama dihapus diganti dengan
hukum yang baru karena adanya kondisi-kondis yang baru, tetapi
penalaran terhadap ayat dengan mempertimbangkan perkembangan
kondisi-kondisi yang baru perlu adanya pembaharuan hukum yang tidak

menyalahi tujuan hukum itu sendiri.
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3. Opennes (selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan
penyempurnaan) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga.
Sistem hukum keluarga yang ada harus terbuka (opennes) untuk diuji dan
dikembangkan berdasarkan perkembangan kondisi saat ini, sebagaimana
aturan yang berlaku saat ini dalam PERMA Mediasi dan UU Arbitrase dan
APS yang dengan jelas tidak mengatur tentang tindakan preventif untuk
mengembalikan kondisi keluarga ke kondisi ideal sebagaimana QS. Al
Nisa [4]: 34, perkembangan ilmu pengetahuan tentang studi keluarga
(Sosiologi, psikologi, ekologi, konseling dan hukum keluarga) dirasa
mampu untuk menyel esaina persoal an-persoalan yang dihadapi keluarga.

4. Interrelated hierarchy (saling keterkaitan antar nilai-nilai) dalam hukum
Islam terhadap proses mediasi keluarga. Metode penyelesaian sengketa
keluarga sepeti Konseling Keluarga, Konsiliasi Keluarga dan Mediasi
Keluarga merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa keluarga
yang menjadi tawaran solusi dalam setiap permasalahan keluarga dengan
memaksimalkan potensi perkembangan ilmu pengetahuan. M etode-metode
tersebut memiliki nilai-nilai yang saling terkait dengan metode yang
diajarkan sesuai syari’at Islam.

5. Multidimensionality (melibatkan berbagai dimensi) dalam hukum Islam
terhadap proses mediasi keluarga. Melibatkan berbagai dimensi yang
dimaksudkan disini adalah memaksimalkan potensi para sarjana ilmu
keluarga (sosiologi, psikologi, bimbingan konseling, ekologi dan hukum

keluarga) untuk dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam
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memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka dalami untuk membantu
menyelesailkan persoalan sengketa keluarga yang jika kita lihat
berdasarkan dari laporan-laporan pada bab pembahasan terdahulu sangat
mengkhawatirkan.

6. Purposefulness (mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok) dalam
hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Tujuan dari setiap tawaran
alternatif penyelesaian sengketa keluarga tentu adalah perdamaian,
mengembalikan keluarga kepada tujuan pembentukan keluarga yakni
menjadikan keluarga bahagia dan sgjahtera. Oleh karena itu fokus pada
tujuan dari pembentukan keluarga adalah membentuk keluarga sakinah,
mawaddah dan rahmah serta tujuan dari penyelesaian sengketa keluarga
adalah perdamain, segala sesuatu yang berkaitan dengan capaian itu
selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat maka layak dijadikan
rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaharui peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan proses mediasi keluarga dan

alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

B. Rekomendasi

Terakhir kepada lembaga eksekutif dan legidatif, kepada para peneliti yang
fokus pada pembaharuan hukum Islam, bahwa yang menjadi rekomendasi dari
penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mengatur tentang metode rekonsilias dan mediasi keluarga sebagai

aternatif penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia dengan landasan
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tujuan hukum Islam yang terdapat di dalam QS. Al Nisa [4]: 34, 35 dan
128.

. Mengatur upaya Preventif dan kuratif dalam menyelesaikan sengketa
keluarga.

. Mengatur tentang metode alternatif penyelesaian sengketa keluarga
berdasarkan perkembangan keilmuan kekinian dan kedisinian (now and
here).

. Mengatur penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan merupakan
metode terakhir setelah melalui serangkaian pendekatan yang diatur dalam

peraturanini.
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